
.I. Undang-Uodang Nomor 13 Tahun 1950 temang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Tengah: 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286 ); 

3. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tcntang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4355 ); 
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembcntukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republil< Indonesia Nomor 5234); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

BUPATI WONOSOBO, 

bahwa untuk melaksanakan ketencuan Pasal 38 ayat (2), Pasal 

42 ayat (10), Pasal 51 ayat (3), Pasal 58 ayat (7), Paeal 66 ayat 
(2), Pasal 73 ayat (7) dan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Daerah 
Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2017 tentang 
Pengelolaan Ba.rang Milik Daerah maka perlu mcnetapkan 
Peraturan Bupati l.entang Tata Cara Peoggunaan dan 
Pemanfaatan Barang Milil< Daerah; 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PERATURAN BUPATI WONOSOBO 
NOMOR JC., TAHUN 2017 

TENTANG 

TATA CARA PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN 

BARANG MIUK DAERAH 

BUPATI WONOSOBO 
PROVINS! JAWA TENGAH 

-, 
• 

Mengingat 

Menimbang 



PERATURAN BUPATI TENTANO TATA CARA PENGGUNAAN DAN 
PEMANFAATAN BARANO MlUK DAERAH. 

MEMUTUSKAN : 

2 

Dacrah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana tclah diubah bcbcrapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Pcrubahan Kedua Atas undang-undang Nomor 23 Tahuo 2014 
tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Rcpublik 

Indonesia Tabun 2015 Nomor 58, Tambahan Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ieruang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

7. Peraturan Pemerinlah Nomor 27 Tahun 2014 lcntang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 

8. Pcraturan Mcnteri Dalam Ncgcri Nomor 13 Tahun 2006 tcntang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah bcbcrapa kali terakhir dcngan Pcraturan Mcnteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pcrubahan Kedua Atas 
Pcraturan Menteri Oalam Ncgeri Nomor 13 Tahun 2006 tcntang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

9. Pcraturan Mcnteri Dalam Negcri Nomor 19 Tabun 2016 
tentang Pedoman Pengelolaan Barang milik daerah; 

10. Pcraturao Dacrab Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 2007 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonosobo 
(Lembaran Oaerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 2, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2); 

11. Pcraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2017 
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Wonosobo Tabun 2017 Nomor 4, (Tambahan 
Lcmbaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4); 

Menetapkan 



Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan 
l. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat, 

2. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo. 
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 

Dacrah yang memimpin pclaksaoaan urusan pernerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah otonom. 
4. Bupati adalah Bu_pati Wonosobo sebagai pemegang kclruasaan Pengclolaan Barang 

milik daerah 
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adatah 

lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupatcn Wonosobo yang berkedudukan 

sebagai unsur pcnyelenggara pcmcrintahan daerah. 
6. Sekretaris Daerall adalah Selcretaris Daerah Kabupaten Wonosobo dan bertindak 

sebagai Pengelola Barang milik dacrah. 
7. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola adalah pcjabat 

yang berwenang dan Bertanggung jawab mclakukan koordinasi pengelolaan 

Barang milik daerah. 
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pcmbantu Bupati 

dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah. 
9. SKPD adalah perangkat daerah selalru pengguna Barang Milik Daerah. 
10. Pejabat Penatausahaan Barang adalah Kepala SKPD yang mempunyai fungsi 

pcngelolaan Barang milik daerah sclaku pcjabat pengelcla keuangan daerah, 
11. Pengguna Barang milik daerah yang selanjutnya disebut Pengguna adalab pcjabat 

pcmegang kewenangan penggunaan barang milik daerah. 
12. Kuasa Pengguna Barang milik daerah yang selanjucnya disebut Kuasa Pengguna 

adalah kepala satuan kerja atau pcjabat yang diLuajuk oleh pcngguna untuk 
menggunakan barang milik daerab yang berada dalam penguasaannya 

13. Pengurus Barang milik daerah adalab pegawai yang disemhi rugas untuk 
rnenerima, menyimpan, mengeluarkan barang dan mengurus barang milik daerah 
dalam proses pemakaian yang ada di setiap satuan kerja pero.ngkat Daerab/unit 

kcrja. 
14. Badan Layanao Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BWD adalah SKPD 

atau unit kerja pada SKPD dilinglrungan Pemerintah Kabupatcn yang 

mencrapkan pola pengelolaan l<euangan dan layanan kepada masyarakat 
berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang dijual tanpe mengutamakan 

BAB l 

KETENTUAN UMUM 

Pasal I 

J 



mencari keuntungan, dan dala.m melakuka n kegiatannya didasarkan pada prinsip 

efisiensi dan produktivitas. 
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang sclanjutnya disingkat APBD 

adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo 
16. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya dislngka; BLUD adalah SKPD 

atau unit kerja pada SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten yang 
menerapkan pola pengelolaan keuangan dan layanan kcpada masyarakat 
berupa pcnyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan 
mencari keuntungan, dan daJam melakukan kegiatannya d idasarkan pada prinsip 
efisiensi dun produktivitas. 

17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya dlsingkat APBD 
adalah Anggaran Pendapatan den Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo. 

18. Barang Milik Daerah adatah semua barang milik Pernerintah Kabupaten 
yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau yang berasal dari perolehan 

lainnya yang eah. 
19. Dokumen perolchan yang sah adalah dokumen yang dikeluarkan olch 

pihak-pihak yang berkompeten untuk menyatakan kepemilikan suatu asct/ 

barong. 
20. Barang lnventaris adalah seluruh barang yang dimiliki oleh Pemerintah 

Kabupaten yang penggunaannya lebih dari satu tahun dan dicatat da\am Daftar 

Ba.rang Milik Daerah dan/ atau Barang Pcngguna/ Kuasa Pengguna. 
21. Penilai ada.Jah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan 

kornpetensi yang dirnlliklnya, terdiri dari pcnilai internal dan penilai eksiernal. 
22. Pemeliharaan adalah kegiatan atau undakan yang dilakukan agar semua 

barang milik daerah selalu dalam kcadaan baik dan siap untuk digunakan secara 
berdaya guna dan berhasil guna, 

23. Pengamanan adalah kcgiatan tindakan pengcndalian dalam pengurusan 
barang milik daerab dalarn bentuk fisik, adrninistratif dan tindakan upaya 

hukum. 
24. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleb pengguna atau Kuasa Pengguna 

dalam mengelola da n menatausahakan barang milik daerah ecsuai dengan 
tugas pokok dan fungsi SKPD atau UPTD yang bersangkutan. 

25. Pcmanfaatan adalah pendayagunaon barang milik daerah yang tidak 
dipcrgunakan sesuai dengan rugas pokok dan fungsi SKPD dalam bentuk 
scwa, pinjam pakai, kerjasama pernanfaatan, bangun guna serah dun bangun 
serah guna dengan tidak mengu bah status kepemilikan. 

26. Scwa adalah pernanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalarn jangka 

waktu tertentu dcngan menerima imbalan uang tunaL 

• 
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27. Pinjam Paka.i adalah penyerahan penggunaan barang antara Pemerintah 
Kabupaten dengan Pemerintah, Pemerintab Daerah atau Lembaga Negara/ 

Dacrah dalam jangka waktu tertcntu tanpa menerima irnbalan dan setelah 
jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kemba.Ji kepada Pemerintah 
Kabupaten. 

28. Kerja Sama Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat KSP adalah pendayagunaan 
barang milik daerah oleh pihak lain clalam jangka waktu tertcntu dalam rangka 
peningkatan pendapatan daerah atau sumber pembiayaan lainnya. 

29. Bangun Guna Serab yang selanjutnya disingkat BOS adalah pcmanfaatan 
barang milik dacrah berupa tanah dan/ atau bangunan oleh pihak ketiga dengan 
cara mendirikan bangunan dan/ atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian 
didayagunakan oleh pihak ketiga tersebut dalam jangka waktu tertentu yang 
tclah disepakati, untuk selanjutnya discrahkan kcmbali tanah beserta bangunsn 
dan/ atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu. 

30. Bangun Serah Guna yang selanjutnya disingkat BSO adalah pernanfaaian barang 
rnilik daerah berupa tanah dan/ atau bangunan olch pihak ketiga dengan cara 
mcndirikan bangunan dan/ atau sarana bcrikut fasilitasnya, dan setelah selesai 
pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleb pihak ketiga tersebut 
dalam jaogka waktu tertentu yang disepakati, 

31. Kerja Sama Penyediaan lnfrastrukrur yang selanjutnya disingkat KSPI adalah 
kerjasama antara pemerintab dan badan usaha untuk kcgiatan penycdiaan 
infrastruktur sesuai dengan ketenruan peraturan perundang-undangan. 

32. Penanggung Jawab Proyek Kcrjasama yang sclanjutnya disingkat PJPK adalab 
Mcnteri/Kepala Lembaga/Kepa)a Daerah, atau badan usaha milik negara/badan 
usaha milik daerah eebegai penyedia atau penyelenggara. inirastruktur 
berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

33. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepem.ilikan barang milik daerah sebagai 
tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan 
atau disertakan sebagai modal Pemerintah Kabupaten. 

34. Penilaian adalah suatu proses kegiaran penelitian yang selektif didasarkan pada 
data maupun fakta yang obyektif dan retevan dengan menggunakan metode/ 
teknis tertentu untuk memperoleb nilal barang milik daerah. 

35. Daftar Barang Pengguna yang selanjutnya disingkat dengan DBP adalah daftar 
yang memuat data barang yang digunakan oleh masing-roasing Pengguna. 

36. lzin Mendirikan Bangunan adalah perizinan yang diberikan oleh Bupaci kepada 
pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah. mempertuas, mengurangi, 
dan/ atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan adminisLmtif den 
persyaratan teknis yang berlaku. 



Pasal 3 
Penggunaan dan pemanfaatan barang milik daerah dilakukan dengan maksud untuk: 
a. menyeragamkan langkah-Iangkah dan tindakan dalam penggunaan dan 

pemanfaatan barang milik daerah: 
b, membcrikan jaminan kepastian administrasi dan yurldis dalam penggunaan 

dan pemanfaatan be.rang milik daerah; 
c. mcmbcrikan nilai tambah pada setiap barang milik daerah dan rnanfaat yang 

sebesar-besarnya bagi kemakmuran masyarakat; 
d. mendayagunakan barang milik daerah. 

Bagian Kedua 
Maksud dan 1'ujuan 

c. penggunaan sementara barang milik daerah, 
(3) Pengaturan tats cars pelaksanaan Pemanfaatan barang rnilik daerah sebagai 

dimaksud pada ayat (I) pada Pengelola dan Pcngguna/Kuasa Pengguna Barang 
meliputi: 
a. pihak pclaksana; 
b. obyek pemanfaatan; 
c. jangka waktu pemanfaatan: 
d. tata cara pelaksanaan Sewa, Pinjam Pakai, KSP, BCS/BSG, dan KSPI; 
e. pcngamanan dan pemelihara.an obyek pemanfaatan; 
r. penatausahaan pemanfaatan; dan 
g. sankai, 

Pasal 2 
(I) Peraturan Bupati ini mengatur tentang tata cam Penggunaan dan Pemanfaatan 

barang milik daerah pada Pengelola Barang dan Pengguna Barang/Kuasa Pcngguna 
Barang. 

(2) Pengaturan tata cara pelaksanaan Penggunaan barang milik daerah sebagai 
dimaksud pada ayat (l) pada Pengeloln dan Pengguna/Kuasa Pengguna Barang 
me.liputi: 

a. penetapan status penggunaan barang milik daerah; 
b. penetapan status pcnggunaan barang milik daerah untuk dioperasiknn pihak 

lain; 

Bagian Kesatu 
Ruang lingkup 
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BAB [I 

RUANG LINGKUP, MAKSUO DAN 1'UJUAN 



Pasal 5 

(!) Penggunaan barang milik daerah dibatasi hanya untuk penyelenggnraan tugas dan 
fungsi SKPO. 

(2) Pemanfaatan barang milik daerah dapat dilakukan dengan ketentuan: 

a. pcmanfaatan barang milik dacrah dapat dilakukan sepanjang tidak 
mengganggu pelaksanaan tugas dan rungsi penyelenggaraan pemeri.nt:ahan 
dacrah; 

b. pcmanfaatan barang mitik daerah dilakukan dengan memperhatikan 
kcpentingan negara dan kepentingan umum; 

c. pemanfaatan barang milik daerah dilakukan dengan tidak mengubah status 
kepemilikan barang milik daernh; 

d. barang milik daerah yang menjadi objek Pemanfaatan harus ditetapkan status 
penggunaannya oleh Pengelola Barang; 

e. biaya pemeliharaan dan pengamanan barang milik daera h serta biaya 
pelaksanaan yang berkaitan dengan Pemanfaatan barang milik daerah 
dibebankan pada mitra Pemanfaatan; 

f. penerimaan daerah dari Pemanfaatan barang milik daerah merupakan 

peoerimaan daerah yang wajib disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum 
Daerah; 

g. barang milik dacrah yang mcnjadi objek Pemanfaatan dilarang dijarninkan atau 
digadaikan; 

Pasal 4 

Penggunaan dan Pcmanfaatan barang milik daerah bertujuan untuk: 
a. memperlancar petaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan 

daerah; 

b. mewujudkan akuntabilitas dalam penggunaan dan pemanfaaian barang milik 
daerah: 

c. mewujudkan penggunaan dan pemanieatan barang milik daerah yang tertib efektif 
dan efisien: 

d. meningkatkan kemanfaatan barang milik daerah dalam rangka pemenuhan 
kebutuhan pelayanan kepada masyarakat secara optimal; 

e. meningkatkan Pendapatan Asli Daernh . 

7 



Pasal 8 
Penetapan status penggunaan tidak dilakukan terhadap: 
a. barang persediaan; 
b. konsu-uksl Dalam Pengerjaan ; 
c. barang yang dari awal pengadaannya dircncanakan untuk dihibahkan; dan 
d. Asel Tctap Renovasi. 

Pasal 7 
(11 Penggunaan barang milik daerah rnelipuu: 

a. Penetapan status penggunaan barang milik daerah; 
b. Pcngalihaa status pcnggunaan barang milik daerah; 
c. Pcnggunaan scmentara barang milik daerah; dan 
d. Penetapan status penggunaan barang milik daerah untuk diopcrasikan olch 

pihak lain. 
(2) Penetapan status penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilakukan 

untuk: 
a. penyclenggaraan tugas dan [ungsi SKPD; dan 
b. dioperasikan olcb pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum 

sesuai tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan. 

Pasal 6 
(!) Bupati menetapkan status penggunaan barang milik daerah. 
(2) Bupati dapar mendetegasikan penetapan status penggunaan atas barang milik 

dacrah scbagaimana dimaksud pada ayat (11 sclain tanah dan/ atau bangunan 
dengan kondisi terten tu kepada Pcngelola Barang. 

(3) Kondisi tertcntu sebagaimana dimaksud pada ayat (21, antara lain adalah barang 
milik daerah yang tidak mempunyai bukti kepemilikan atau dengan nilai terteruu. 

(4) Nilai tcrtcntu scbagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupali. 

(5) Penetapan status penggunaan barang milik daerah sebagairnana dirnaksud ayat ( l) 
dan ayat (2) dilaksanakan secara tahunan, 

ParagraJ l 

Prinsip Umum 

BAB Ill 

PENGGUNAAN 
Bagian Ke$8l1J 

Status Peoggunaen 
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Pasal 10 
(I) Bupati rnenetapkan barang mili.k dacrah yang harus diserahkan oleb Pengguna 

Barang karena tidal< digunakan untuk kepenungan penyelenggaraan tugas dan 
Iungsi Pengguna Barang dan/aw.u kuasa Pengguna Barang dan tidak 
dimanfaatkan olch pihak lain. 

(2) Dalam menetapkan pcnycrahan sebagaimana dimaksud pada ayat (!) Bupati 
mempcrhatikan: 

a. stander kcbutuhan barang milik daerah untuk menyelenggarakan dan 
menunjang tugas dan fungsi Pengguna Barang; 

b. hasiJ audit atas penggunaan tanab dan/atau bangunan; dan/atau 
c. laporan, data, dan informasi yang diperoleh dari sumber Jain. 

(31 Sumber lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c antara lain termasuk 
hasil pelaksanaan pengawasan dan pengendolian yang dilakukan oleh Pengelola 
Barang atau Bupati den laporan dari masyarakat. 

(4) Tindak lanjut pengelolaan atas penyemhan barang mili.k daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (I) meliputi: 
a. penetapan status penggunaan; 

Pasal 9 
(!) Penetapan status peoggunaan barang milik daemh berupa tanah dan/atau 

bangunan dilakukan apabila dipcrlukan untuk kepentlngan penyelenggaraan tugas 
dan fungsi Pcngguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang yang 

bersangkutan. 
(2) Pcngguna Baraog wajib menyerahkan barang milik daerah berupa tanah dan/ atau 

bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) yang tidak digunakan dalam 

penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Bara ng kepada Bupati mclalui 
Pcngelola Barang. 

(3) Dikecualikan dari kerentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila tan ah 

dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telab direncanakan 
untuk ctigunakan atau dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan 
olch Bupati. 

(4) Bupati meneabut status penggunaan atas barang milik daerah berupa tanah 
dan/atau bangunan yang tidal< digunakru, dalam penyetenggaraan tugas dan 
fungsi Pengguna Barang sebagairnana dimaksud ayaL (2). 

(5) Dalam hal barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana 
dirnaksud pada ayat (2) tidak discrahkan kepada Bupati, Pengguna Barang 

ctikcnakan sanksi bcrupa pcmbekuan dana pcmeliharaan atas barang milik daerah 
berkenaan. 
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Pasal 12 

(l) Pengajuan permohonan penetapan status penggunaan barang rnilik daerah 
sebagairnana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (21 disertai dokumen. 

(2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat ( II untuk barang milik daerah berupa 
tanah yaitu fotokopi sertifikar. 

(3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat ( II untuk barang milik daerah berupa 
bangunan yang diperoleh dari APBD yaitu: 
a. fotokopi tain Mendirikan Bangunan; dan 
b. fotokopi dokurnen perolehan. 

(41 Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk barang milik daerah berupa 
bangunan yang diperoleh dari perolehan lainnya yang sah selrurang-kurangnya 
berupa dokumcn Berita Acara Serah Terima. 

(5) Dokumen sebagairnana dimaksud pad a ayat (1) untuk barang milik daerah berupa 
tanah dan bangunan yang diperoleh dari APBD yairu: 
a. fotokopi sertifikat; 

b. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan; dan 
c. fotokopi dokumen perolchan. 

(6) Dokumen sebagaimana dirnaksud pada ayat ( l) untuk barang milik daerah berupa 
tanah dan bangunan dari perolehan Iainnya yang sah eekurang-kurangnya berupa 

dokumen Serita Acara Serah Terima. 
(7) Dokumen sebagairnana dimaksud pada ayat ( 11 untuk barang milik daerah seisin 

Pasal 11 

(JI Pengguna Barang mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang 
milik daerah yang diperoleh dari beban APBD daa perolehan lainnya yaag sab 

kepada Bupati. 
(2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilakukan setelah 

diterimanya barang milik daerah berdasarkan dokumen penerimaan barang pada 
tahun aoggaran yang berkenaan. 

(31 Permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah sebagaimana 
dimaksud pada aya1 (21 diajukan secara tertulis oleh Pengguna Barang kepada 
Bupati paling lambat pada akhir tahun berkenaan. 

(41 Bupati menerbukan keputusan penetapan status penggunaan barang milik daerah 
setiap tahun. 

Paragraf2 
Penetapsn Status Penggunaan Barang Milik Daerah Oleh Bupati 

b. pemanfaaran; atau 
c. pemindahtangonan. 



Pasal 13 
(1) Oikccualikan dari ketentuan sebagaimana climaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan 

ayat !SJ huruf a apabila barang milik daerah berupa tanah belum memiliki Jotokopi 
sertifikat, maka dokumen climaksud dapat diganti dengan: 
a. akta jual bell; 
b. girik; 
c. letter C; 
d. surat pemyataan pelepasan hak atas tanah; 
e. surat keterangan lurah atau kepala deea, jika ada; 
r. berita acara penerirnaan terka.it perolehan barang; atau 
g, dokumen Jain yang setara dengan bukti kepemilikan. 

(2) Dikecua.likan dari ketenruan sebagaimana climaksud dalam Pasal 12 ayat (3) 

apabila barang milik daerah berupa bangunan belum memiliki ljin Menclirikan 
Bangunan dan dokumen perotehan dapat diganti dengan surat pernyataan dari 
Pengguna Barang yang menyatakan bahwa bangunan tersebut digunak.an untuk 
penyelenggaraan rugas dan rungsi SKPO. 

(3) Oikecualikan dari ketentuan sebagaimana climaksud dalam Pasal 12 ayat (5) 

a.pabila barang milik daerah berupa tanah dan bangunao yang clipcrolch dari APBO 
belum memiliki sertiflkat, lzin Mendirikao Bangunan, dan dokumen perotehan 
dapat diganti dengan surat pernyataan dari Pengguna Baraog yaog menyatakan 
bahwa tanah dan bangunan tersebut cligunakan untuk penyclcnggaran cugas dan 
fungsi SKPO. 

(4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal t 2 ayat (7) 
apabila barang m.ilik daerah berupa selain tanah dao bangunan yang cliperoleh dari 
APBD betum memiliki dokumen kepemilikan, maka dokumen dimaksud dapat 
diganti dengan surat pcmyataan dari Pengguna Barang yang rnenyatakan bahwa 

II 

(7) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayal (I) untuk barang milik daerah selajn 

tanah dan/ atau bangunan yang memiliki dokumen yaitu: 
a. fotokopi dokumen kepemilikan; dan/atau 
b. fotokopi do.kumen perolehan. 

(8) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk barang milik daerah yang 
dari awal pengadaan direncanakan untuk dilakukan pemindahtanganan dengan 
cara pcnyertaan modal pcmerintah dacrah yaitu: 

a. fotokopi dokumen pelaksanaan anggaran; 
b. fotokopi dokumen kepemilikan, untuk barang milik dacrah berupa tanah; 

c. fotokepi lzin Mendirikan Bangunan, untuk barang milik daerah berupa 

bangunan; dan/atau 
d. fotokopi dokumen perolehan. 



Pasal 15 
(I) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat I I), 

Bupati menetapkan status penggunaan barang milik daerah. 
(2) Status penggunaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 

dit.etapkan dengan Keputusan Bupati. 
(3) Dalarn hal Bupati tidak rnenyetujui permohonan Pengguna Barang sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal I I aya.t (I), Bupati melalui Pengelola Barang mencrbilkan 
surat penolakan kepada Pengguna Barang disertai alasan. 

Pasal I~ 

{I) Pengelola Barang melakukan penelitian atas perrnohonan penetapan status 
pcnggunaan barang milik daerah dari Pengguna Barang sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 11 ayat (!). 

(2) Pcnelitian sebagairnana dirnaksud pada ayat (I) dilakukan terhadap kelengkapan 
dan kesesuaian dokumen yang dipersyaratkan. 

(3) Dalam hal haail penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bclum mcncukupi, 
Pengelola Barang dapet: 
a. me min ta keierangan a tau data tambahan kepada Pengguna Barang yang 

mengajukan permohonan pcnctapan starus pcnggunaan barang milik daerah; 

dan/alau 
b. melakukan pengecekan lapangan. 

(4) Kcgiatan Pengclola Barang sebagaimana dimaksud pada ayar (3) dilakul<an 
terbadap barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan serta barang milik 

daerah selain tanah dan/ a tau bangunan yang merniliki dokumen kepemilikan atau 
dokumen lain yang sah. 

penyelenggaran tugas dan fungsi SKPD. 
(5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (8) huruf 

b, huruf c, dan huruf d belum ada, maka pengajuan usul permohonan penerbitan 
status penggunaan disertai surat pernyataan dari Pengguna Barang bersangkutan 

yang menyatakan bahwa barang tersebut adalah barang milik daerah yang dari 
awal pengadaannya direncanakan untuk dilakukan pernindahtanganan dengan 

cara penyertaan modal pemerintah daerah. 
(6) Barang milik daerah yang belum memiliki dokumen kepemilikan tetap harus 

menyelesaikan pengurusan dokumen kepernilikan meskJpun Lelah ditetapkan 

status penggunaan barang milik dacrah. 

ll 



Pasal 17 

(1) Barang milik daerah dapat dilakukan pengalihan status penggunaan. 

(2) Pengalihan status penggunaan sebagaimana dlrnaksud pada ayat (I) dilakukan 

berdasarkan: 
a. lnisiatif dari Bupati; 
b. Permohonan dari Pengguna Ba.rang lama; dan 
c. Permohonan dari Pengguna Barang yang lain. 

Bagian Kedua 
Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah 
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Paragraf 3 
Pcnetapan Status Penggunaan barang milik daerah 

Oleh Pcngclola Barang 
Pasal 16 

{I) Pengclola Barang menetapkan status pcnggunaan barang berdasarkan 
kewcnangan yang didelegasikan olch Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 

ayat (2). 

(2) Penetapan status penggunaan barang oleh Pengelola Barang sebagaimana 
dimaksud pada ayat {I) dengan mekanisme: 

a. Pengguna Barang mengajukan permohonan penetapan status penggunaan 

barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan laiunya yang 
sat, kepada Pcngelola Barang. 

b. Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan setelah 
diterimanya barang milik daerah berdasarkan dokurnen penerimaan barang pada 
tahun anggaran yang berkenaan. 

c. Permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah diajukan secara 
tertulis oleh Pengguna. Barang kepada Pcngclola Barang paling lamhat pada 
akhir tahun berkenaan. 

(3) Pengajuan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dokumen sebagaimana dimaksud 

clalam PasaJ 12 dan Pasal 13. 

(4) Terhadap pengajuan pcrmohonan penetapan status penggunaan barang milik 
daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dilakukan penelitian sebagaimana 
ketentuan Pasal 14. 

(51 Berclasarkan hasil pcnclitian scbagaimana dimaksud pada ayat (4), Pengelola 
Ba rang menetapkan status penggunaan barang milik daerah. 

(6) Dalam ha! Pcngclola Barang tidak menyetujui perrnohonan Pengguna Barang 

sebagaimena dimaksud pada ayat (2), Pengeloia Barang menerbitkan surat 
pcnolakan kepada Pengguna Barang disertai alasan. 



Pasal 19 

(!) Pengalihan status penggunaan barang milik daerah berdasarkan permohonan dari 

Pengguna Barang lama scbagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayal 2 huruf b 

dilakukan dengan pengajuan permohonan secara terrulis oleh Pcngguna Sarong 

kepada Bupati. 

(2) Pengajuan pcrmohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dan ayat, (2) paling 

sedikit memuat: 

a. data barang milik daerah yang akan dialihkan status penggunaannya; 

b. calon Pcngguna Barang baru; dan 

c. penjelasan serta pertimbangan pengalihan status penggunaan barang milik 

dacrah. 

Pasal 18 

(1) Pengalihan status penggunaan barang milik daerah berdasarl<an inisiatif dari 

Bupali sebe.gaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a diJakukan dengan 

pembcritahuan terlebih dahulu kepada Pengguna Barang. 

('.;?) Pengalihan status penggunaan barang milik dacrah scbagaimana dimaksud dalam 

Pasal 17 ayat (2) huruJ b dari Pengguna Barang kepada Pengguna Barang lainnya 

untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi dilakukan berdasarkan perserujuan 

Bupati. 

(3) Pengalihan status penggunaan sebagaimana dimal<sud pada ayat (2) dilakukan 

terhadap barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pcngguna Barang 

dan Lidak digunakan oleh Pengguna Barang yang bersangkutan. 

(4) Pengalihan status penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayal (2) diJakukan 

tanpa kornpensasi dan tidak diikuti dengan pengadaan barang milik daerab 

pengganti, 
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Passi 21 
(1) Berdasarkan basil penetitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bupati 

memberikan persetujuan pengalihan status penggunaan barang milik daerah, 
(2) Persetujuan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) berupa Surat Perserujuan 

Bupati, 
\3) sura; persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayal (2) paling sedikit memuat: 

a. data barang milik daerah yang a.kan dJatihkan status penggunaannya; 
b. Pengguna Barang Jama dan Pengguna Barang baru; dan 

b. meminta konfirmasi kepada eaten Pengguna Barang baru. 

Pasal 20 
( 1) Pengelola Barang melakukan pcnetitian atas permohonan pengalihan status 

penggunaan barang milik daerab dari Pengguna Barang sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 19 ayat (I). 

{2) Penelitian sebagaimana dJmaksud pada ayat (1) d.ilakukan teri>adap kelengkapan 
dan kesesuaian dokumen yang dipersyaratkan. 

(3) Oalarn hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum mencukupi, 
Pengelola Barang dapat: 
a. meminta keterangan atau data tarnbahan kepada Pengguna Barang yang 

mengajukan pennobonan pengalihan status penggunaan barang millk daerah; 
dan 

e. jenis; 
f. nilai peroleban; 
g. nilai pcnyusutan; 
h. nilai buku; 

i. lokasi; 
j. tuas; dan 
k. tahun perolehan. 

(4) Pengajuan pennohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (!} dilampiri: 
a. fotokopi daftar barang milik daerab sebagaimana dimaksud pada ayat (3); 

b. surat pemyataan yang memuat kesediaan calon Pengguna Barang baru untuk 
meoerima pengalihan barang milik daerah dari Pengguna Barang lama. 

a. kode barang, 
b. kode register; 

c. nama barang; 
d. jumlab; 

IS 

(3) Data barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayal (3) buruf a, antara 
lain: 



Pasal 23 
(I) Serita Acara Serah Teri ma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dan 

Kcputusan Pengelola Barang tentang penghapusan barang milik da.erah 
sebagaimana climaksud dalam Pasal 22 ayat (5) dilaporkan kepada Bupati dengan 
tcmbusan kcpada Penggun.a Barang baru paling Jama I (satu) minggu sejak 

keputusan penghapusan ditetapkan, 
(2) Pengguna Barang dalam penatausahaan barang milik daerah melakukan 

pencatatan berdasarl<an persetujuan Bupati, Serita Acara Serah Terima, dan 
keputusan penghapusan barang milik daerah. 

Pasal 22 
(1) Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasat 21 ayat (2), 

Pengguna Barang lama melakukan serah terima barang milik daerah kepada 
Pengguna Barang baru. 

(2) Serah terima barang milik daerah kepada Pengguna Barang baru sebagaimana 
dimaksud pad.a ayat ( I) paling lama I (satu) bulan sejak persetl.tjuan alih status 
pcnggunaan barang milik daerah yang dituangkan dalam Serita Acara Serah 
Tcrima. 

(3) Bcrdasarkan Serita Acara Serah Terima sebagaima.na dimaksud pada ayai (2), 
Pengguna Barang lama melakukan usulao pcnghapusan kepada Pengelola Barang 
atas barang milik daerah yang dialihkan status penggunaannya kepada Pengguna 
Barang baru dari daftar barang pada Pengguna Barang. 

(4) UsuJ.an penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 1 (saru) 
minggu sejak tanggal Berita Acara Serah Terima . 

(5) Penghapusan barang milik daerah sebagaimana climaksud pada ayat (3) ditetapkan 
dengan Keputusan Pengelola Barang. 

c. kewajiban Pengguna Barang lama. 

(4) Kewajiban Pengguna Barang Jama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c 
yaitu: 

a. meJakukan serah terima barang milik daerah kepada Pengguna Barang baru 
yang selanjutnye dituangkan dalam Serita Acara Serah Terima ; dan 

b. melakukan penghapusan terhadap barang milik daerah yang telah dialihkan 

dari daftar barang pada Pengguna Barang berdasarkan kcputusan 
penghapusan barang. 

(5) Oalam hal Bupati tidak menyetujui permobonan Pengguna Barang sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Bupati menerbitkan surat penolakan kepada 
Pengguna Barang dengan disert.ai alasan. 
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Pasal 26 
(1) Pcrmohonan penggunaan sementara barang milik daerah diajukan secara tertulis 

kcpada Bupati. 

(2) Pcrmohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memual: 
a. data barang milik dacrah yang akan digunakan sernentara; 
b. Pengguna Barang yang akan menggunakan sementara barang milik daerah; de.n 
c. penjelasan serta pertimbangan penggunaan sementara barang milik daerah. 

(3) Pcrmohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dokumen: 
a. fotokopi kcputusan penetapan status penggunaan barang milik daerah; dan 
b. fotokopi surat permintaan penggunaan sementara barang milik daerah dari 

Pcngguna Barang yang akan menggunakan sementara barang milik daerah 
kepada Pengguna Bare.ng. 

(2) Biaya pemeliharaan barang milik daerah yang timbul selama jangka waktu 
penggunaan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kcpada 
Pengguna Barang/Kue.sa Penggune. Barang yang menggunakan sementara barang 
milik daerah bersangkutan. 

Pasal 25 

(!) Pcnggunaan sementara barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 
24 dituangkan dalam perjanjian antara Pengguna Barang dcngan Pengguna Barang 
sementara, 

Pasal 24 

(1) Barang milik daerah yang telah ditetapkan status penggunaannya pada Pengguna 
Barang dapat digunakan sementara o!eh Pengguna Ba.rang Iainnya dalam jangka 
wakru tertentu tanpa harus mengubah status penggunaan barang milik daerah 
tcrsebut setelah ter!ebih dahulu mendapalkan perserujuan BupatL 

(2) Penggunaan sementara barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapal dilakukan untuk jangka waktu: 

a. paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang unruk barang milik daerah 
berupa tanah dan/ atau bangunan; 

b. paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk barang milik daerah 
setain tanah dan/atau bangunan. 

(3) Penggunaan scmentara barang milik daerah da!am jangka waktu kurang dari 6 

(enam) bulan dilakukan tanpa persetujuan Bupati. 

Bagian Ketiga 
Penggunaan Sementara Barang Milik Daerah 
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Pasal 29 
(11 Apabila jangka waktu penggunaan sementara atas barang milik daerah telah 

berakhir scbagaimana dimaksud dalam PasaJ 24 ayat (2), maka: 
a. Pengguna Barang sementara mengembalikan barang milik daerah kepada 

Pengguna Barang; atau 
b. dilakukan pengalihan status penggunaan kepada Pengguna Barang yang 

menggunakan sementara barang milik daerah. 
(2) Mekanisme pengalihan starus penggunaan barang milik dnerah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 23 berlaku mutatis mutandis 

Pasal 28 
(!) Berdasarkan hasil penclitian sebagaimana dimaksud daJam Pasal 27 ayat (I), 

Bupati mcmbcrikan persetujuan atas penggunaan sementara barang mili.k daerah, 
(2) Perserujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan 

surat persctujuan Bupati. 
(3) Surat perscrujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (!} paling sedikit mernuau 

a. data barang milik daerah yang akan digunakan sementara; 
b. Pengguna Barang yang menggunakan sementara barang mitlk daerah: 
c. kewajiban Pengguna Barang yang menggunakan sementara barang milik daerah 

unruk memelihara dan mengamankan barang milik daerah yang digunakan 

semeruara, 
d. jangka waktu penggunaan sementara; 
e. pembebanan biaya perneliharaan: dan 

f. kcwajiban Pengguna Barang untuk menindaklanjuti dalam perjaojian. 
(4) Dalarn hal Bupati tidak menyclujui perrnohonan sebagaimana dimaksud dalam 

PasaJ 26 ayat (1), Bupati menerbitkan surat penolakan kepada Pengguna Barang 
discrtai alasan. 

PasaJ 27 
(1) Pengelola Barang melakukan penelitian atas permohonan penggunaan sementara 

scbagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat ( I). 
(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat ( I) dilakukan terhadap kelengkapan 

dan kesesuaian dokumen yang dipersyaratkan. 
(3) Dalam bal basil penelitian sebagairnana dimaksud pada ayat (2) belum mencukupi, 

Pengelola Ba rang dapai: 

a. meminea kcterangan kcpada Pcngguna Barang yang mengajukan permohonan 
penggunaa.n sementara barang milik daeran; da.n 

b. meminta konfirmasi dan klarifikasi kepada Pengguna Barang yang akan 

rnenggunakan sernemara barang milik daerah. 
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Pasal 3 I 

(I) Barang milik daerah yang telah ditcla.pkan status pcnggunaannya pada Pengguna 
Barang, dapat digunakan untuk dioperasikan olcb pihak lain. 

(2) Penggunaan bara.ng milik daerah untuk diopcrasikan oleh pihak la.in sebagairnana 
cfuna.ksud pada ayat (I) dila.kukan dalam rangka menjalankan pela.yanan umum 
sesuai tugas dan rungsi SKPD yang bcrsangkutan. 

(3) Pcnggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain sebagairnana 
dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam perjanjian anta.ra Pengguna Barang 
dengan pimpinan pihak lain. 

(4) Biaya pemelibaraan barang milik daerah yang timbul selarna jangka waktu 
penggunaan barang milik dacrah untuk dioperasikan oleh pihak lain dibebankan 
pada pihak lain yang mengoperasikan barang milik daerah, 

(5) Pibitk lain yang mengoperasikan barang milik daerah dilarang melakulmn 
pengalihan atas pengoperasian barang milik daerah rersebut kepada pihak lainnya 
dan/ala.u memindahtangankan barang milik daerah bersangkutan. 

(6) Bupati dapat rnenarik penetapan status barang milik dacrah untuk dioperasikan 
oleh pihak lain dalam hal pemerintah daerah akan menggunakan kembali untuk 
penyelenggaraan pernerintah daerah atau pihak lainnya. 

Bagian Keempat 

Penetapan Status Penggunaan Ba.rang Milik Daerah 
Untuk Dioperasikan Oleh Pihak Lain 

Pasal 30 

(1) Pcngguna Barang Sementara dapat mengajukan permohonan perpanjangan waktu 
penggunaan serncntara aras barang milik dacrah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 24 ayat (2). 

(2) Perpanjangan waktu sebagaimana dirnaksud pada ayat (I) diajukan Pengguna 
Barang kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu 
penggunaan scmentara barang milik daerah bcrakhir. 

(3) Mckanisme pengajuan permohonan, penelitian, perserujuan, dan pcnetapan oleh 
Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 29 berlaku 
mutatis mutandis pada mckanisme pengajuan permohonan, penelitian, persetujuan 
dan pe.netapan oleh Bupati tcrhadap per_panjangan penggunaan sementara barang 
milik daerah. 
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terhadap mekanisme pengalihan status penggunaan kepada pengguna sementara 
sebagairnana dirnaksud pada ayat (I) huruf b. 



Pasal 33 
( l) Pengelola Barang melakukan pcnelitian atas pcrmohonan penggunaan barang milik 

daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 
ayat (I). 

esumasi biaya operasionaJ dan besarnya pungutan. 
(3) Pengajuan pcrmohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilampiri dokumen: 

a. fotokopi keputusan penetapan status penggunaan barang rnilik daerah; 
b. fotokopi surat permintaan pengoperasian dari pihak lain yang akan 

mengoperasikan barang milik daerah kepada Pengguna Barang; dan 
c, fotokopi surat pernyataan dari pihak lain yang akan mengoperasikan barang 

milik dru:rah kcpada Pcngguna 8arang. 

(4) Surat pernyataan dari pihak lain scbagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c 
merupakan pernyataan pibak lain yang mcmuat: 

a. oarang milik daerah yang akan dioperasionalkan dalam rangka pelayanan 
umum sesuai tugas dan lungsi SKPO/Unit Kerja; 

b, rnenanggung seluruh biaya pcmeliharaan barang milik daerah yang timbul 
selama jangka waktu pengoperasian barang milik daerah; 

c, kcscdiaan untuk melakukan penyetoran ke rekening Kas daerah atas 
kcuntungan yang diperoleh selama jangka waktu pengoperasian barang milik 
dacrah, jika ada; 

d. tidak mengalihkan pengoperasian dan/atau pemindahtanganan barang milik 
daerah selama jangka waktu pengoperasian barang miLik dacrah; clan 

c. mengembalikan barang milik daerah kepada Pengguna Barang, apabila jangka 
wakru pengoperasian barang milik daerah telah selesai. 

milik dacrah yang d. penjelasan serta pertimbangan penggunaan barang 
dioperasikan olch pihak lain; 

e. materi yang diatur dalrun perjanjian; dan 

r. dalam hal pihak lain melakukan pungutan kepada masyarakat, dilampirkan 

a. data barang milik dacrah; 

b, pihak lain yang akan menggunakan barang milik dacrah untuk dioperasikan; 
c. jangka waktu penggunaan barang milik daerah yang dioperastkan oleh pihak 

lain; 

PasaJ 32 
(11 Permohonan penggunaan barang miLik daerah untuk dioperasilcan oleh pihak Jain 

diajukan sccara tertulis oleh Pengguna Barang bersangkutan kepada Bupali. 
(2) Pengajuan permohonan scbagaimana dimaksud pada ayat (I) paling sedikit 

memuat: 
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Pasal 34 

(1) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), 

Bupati menetapkan penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh 
pihak lain. 

(2) Penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain sebagaimana 
dimaksud pada ayar (I) ditetapkan dengan Keputusa.n Bupati. 

(3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedi.kit memuat: 

a. data barang milik daerah; 
b. jangka waktu penggunaan barang mllik dacrah untuk dioperasionalkan pihak 

lain; 
c. pihak lain yang akan mengoperasionalkan barang milik daerah; 
d. kewajiban pihak lain yang mengopcrasikan barang mllik daerah; dan 
e. kewajiban Pengguna Barang. 

(4) Kewajiban pihak lain yang mcngopcrasikan barang milik daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) huruf d antara lain memelihara clan mengamankan barang 
milik daerah yang dioperasikan, 

(5) Kewajiban Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi: 
a. menindaklanjuti penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh 

pihak lain dengan perjanjian; dan 
b. melakukan pengawasan dan pengcndalian tcrhadap Barang milik daerah yang 

dioperasikan oleh pihak lain. 
(6) Dalam hal Bupati tidak menyerujui permohonan Pengguna Barang sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 32 ayat (I), Bupati menerbitkan surat penolakan kepada 

Pcngguna Barang disertai alasan. 
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(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayal (l) dilakukan terhadap kelcngkapan 

dan kesesuaian dokumen yang dipersyaratkan. 
(3) Dalam hat hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayar (2) belum mencukupi, 

Pengelola Barang dapat: 

a. memlnta keterangan kepada Pengguna Barang yang mengajukan permohonan 
penggunaan barang milik daerah yang dioperasikan oleh pihak lain; 

b. memirua konlirmasi dan klarifikasi kepada pihak lain yang akan 
mengoperasikan barang mllik daerah; 

c. mencari informasi dari sumber lainnya; 
d. melakukan pengecekan lapangan dengan mempertimbangkan analisis biaya 

dan manfaat. 



Pasal 38 
Pengawasan dan pengendalian terhadnp pelaksanaan penggunaan barang milik daerah 
dilakukan sesuai ketenruan peraturan pcrundang-undangan, 

Pa:,al 37 
( l) Pengguna Barang dapa1 melakukan perpanjangan penggunaan barang milik daemh 

unruk dioperasikan oleh pihak lain. 
(21 Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) diajukan Pengguna Barang 

kepada Bupati paling lambat 3 (Liga) bulan sebelurn jangka wekru penggunaan 

ba.rang milik daerah bcrakhir. 
(3) Kctcotuan Pasal 32 sarnpai dengan Pasal 34 berlaku mutaus mutandis pada 

mekanisme perrnohonan, penelitian, dan pcnetapan perpanjangan jangka wakiu 
pcnggunaan barang milik dacrah untuk dioperasikan oleh pihak lain. 

Pasal 36 
Perjanjian pcnggunaan barang milik dacrah untuk diopcrasikan oleb pihak lain 
sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 35 ayat (J), sckurang-kurangnya mernuat: 
a. data barang milik daerah yang menjadi objek; 
b. Pengguna Barang; 
c. pibak lain yang mengopcrasikan barang milik dacrah: 
d. peruntukan pengoperasian barang milik daerah: 

c. jangka waktu pcngopcrasian barang milik daerah; 
f. hak dan kewajiban Pengguna Barang dan pihak lain yang mengoperasikan barang 

milik daerah, tennasuk kewajiban pihak lain tersebut untuk melakukan 
pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah; 

g. pengakhiran pengoperasian barang milik daerah: clan 

h. penyelesaian perseusthan. 

( 11 Penggunaan barang milik daerah oleh Pengguna Ba rang unruk dioperasikan oteh 
pihak lain dituangkan dalam perjanjian yang dii.andatangani oleh Pengguna Barang 
denga.n pihak lain. 

(21 Perjanjian pcnggunaan ba.rang milik daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain 
sebagaimana dimaksud pada ayat (I) paling lama 5 (lima) tahun dan dapai 
diperpanjang. 

(3) Penandatanganan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 

sctclah adanya Keputusan Bupati. 
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Pasal 40 
(1) Pemanfaatan barang milik daerah dilaksa.nakan oleh: 

a. Pengelola Barang dengan persemjuan Bupati, untuk barang milik daerah yang 
berada dalam penguasaan Pengelola Barang; dan 

Bagian Kesa.tu 
Prinsip Umum 

BABIV 
PEMANFMTAN 

Pasal 39 

(I) Penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh plhak Jain berakhir 
apabila: 

a. berakhimyajangka waktu penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan 
oleh pihak lain, sebagaimana tertuang dalam perjanjian; 

b. perjanjian diakhiri secara sepihak oleh Pengguna Barang; 
c. karena sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Perjaojiao diakhiri secara sepihak oleh Pengguna Barang sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b dapal dila.kukao apabila: 

a pihak lain yang mengoperasikan barang rnilik daerah tidak memenuhi 
kewajibannya yang tertuangdalam perjanjian; atau 

b. terdapat kondisi yang mcngakibatkan pengakhiran penggunaan barang milik 
dacrah untuk dioperasikan oleh pihak Jain sebagaimana dituangkan dalam 
perjanjian. 

(3) Dalam melakukan pengakhiran pengoperasian barang milik daerah yang 
didasarkan pada kondisi scbagaimana dimaksud pada ayat (2), Penggu.na Barang 
meminta persetujuan Bupati. 

(4) Pada eaat jangka waktu penggunaan batang milik daerah untuk dioperasikan oleh 
pihak lain telah berakhir, pihak Jain yang rnengoperasikan barang milik daerah 
mengcmbalikan barang milik daerah tersebut kepada Pengguna Barang dengan 
Serita Acara Serah Terirna . 

(5) Pcngguna Sarang melaporkart berakhimya pcnggunaan barang milik daerah untuk 
diopcrasikan pihak lain sebagaimana dirnaksud pada ayat ( l) kcpada Bupati paling 
lama 1 [satu] bulan sejak dltandatanganlnya Serita Acara Serah Terima , dengan 
rnelampirkan fotokopi Serita Acera Serah Terima . 
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a. Sewa; 
b. Pinjam Pakai; 
c. KSP; 
d. BGS atau BSG; dan 
e. KSPI. 

Pasal 43 

Bentuk Pernanfaatan Barang milik daerah berupa: 

Pasal 42 

~ (I) Barang milik daerah yang menjadi objek pemanfaatan dilarang clijaminkan atau 

digadaikan. 
{2) Barang milik daerah yang merupakan objek retribusi daerah tidak dapat dikenakan 

scbagai objck pcrnanfaatan barang milik daerah, 

Pasal 41 
( l) Biaya pemeliharaan dan pengarnanan barang milik daerah serta biaya pelaksanaan 

yang mcajacli objek pemanfaatan clibebankan pada mitra pcman[aatan. 

(2) Biaya persiapan pernanfaataan barang milik daerah sampai dengan penunjukkan 
rnitra Pcmanfaatan dibcbankan pada APBD. 

(3) Pendapatan dacrah dari pemanfaatan barang milik dacrah mcrupakan pencrimaan 

dacrah yang wajib disetorkan seluruhaya kc rckcning Kas Umum Dacrah, 
(41 Pendapatan daerah dari pemanfaatan barang milik daerah dalrun rangka 

penyelenggaraan pelayanan umum sesuai dengan tugas dan [ungsi Badan Layanan 
Umum Daerah merupakan penerirnaan daerah yang disetorkan seluruhnya ke 
rekening kas Sadan taysnan Umum Daerah. 

(5) Pendapat.an daerah dari pemanJ'aatan barang milik daemh dalam rangka selain 
penyelenggaraan tu gas dan lu ngsi Bad an Layanan Umum Dae rah merupakan 
penerirnaan daerah yang disetorkan selurubnya ke rekening Kas Umum Daerah. 

2• 

b. Pengguna Barang dengan pcrsetujuan Pengelola Barang, untuk barang milik 
daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunaka.n oleh 
Pengguna Barang, dan selam tanah dao/atau bangunan. 

(2) Pemanfaatan barang milik dacrah dilaksanakan bcrdasarkan pertimbangan Lcknis 

dengan mcmpcrhatikan kepcntingan dacrah dan kcpcntingan umum. 
(31 Pemanfaatan barang milik daerah dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu 

petaksanaan rugas dan Iungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

(4) Pcmanfaatan barang milik daerah dilakukan tanpa memerlukan pcrsctujuan DPRD. 



Pasal 46 
- (1) Objek pcmanfaatan barang milik daerah meliputi: 

a. tanah dan/atau bangunan; dan 
b. selain tanah dan I a tau bangunan. 

(2) Objek pernanfaatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapal dilakukan untuk sebag:ian 
atau keseluruhannya. 

(3) Dalam hal objek pemanfaatan barang milik daerah berupa sebagian tanah 

dan/atau bangunan sebagalmana dimaksud pada ayat (2), luas tanah dan/atau 
bangunan yang menjadi objek pemanfaatan barang milik daerah adalah sebesar 
luas bagian tanah dan/atau bangunan yang dimanfaatkan. 

Pasal 45 

Mitra Pernanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pesa! 44 memilikt langgungjawab: 
a. mclakukan pembayaran atas pemanfaatan barang milik daerah sesuai bentuk 

pe:manfaatan; 

b. menyerahkan hasil pelaksanaan pemanfaatan seecai ketentuan bcntuk 

pemanfaatan: 
c. melakukan pengamanan dan pemeliharaan atas barang milik daerah yang 

dilakukan pcmanfaatan dan hasil pclaksanaan pemanfaatan barang milik daerah; 
d. mengcmbalikan barang milik daerah sctelab berakhimya pelaksanaan; dan 
e, mcmcnuhi kcwajiban lainnya yang ditcntukan dalam perjanjian pernanfaatan 

barang milik daerah. 

Mitra Pemanfaatan meliputi: 

a. penyewa, untuk pemanfaatan barang milik daerah datam bentuk Sewa; 
b. peminjam pakai, untuk pema.nfaatan barang milik daerah dalam bentuk Pinjam 

Pakai; 

c. mitra KSP, unruk pcmanfaatan barang milik daerah dalam bentuk KSP; 

d. mitra BGS/BSO, untuk pernanfaatan barang milik daerahdalam bentuk BGS/BSG; 
dan 

c. mitra KSPI, unruk pernanfaatan barang milik daerah daJam benruk KSPI. 

Pa,al 44 

Bagian Kcdua 

Mitra Pemanfaatan 



Pa•"I 50 
(I) Dalam pemilihan mitra Pemanfaatan KSP aiau BGS/BSG, Pcngelola 

Barang/Pengguna Barang memiliki tugas dun kewenangan sebagai bcrikut: 
a. me:netapkan rencana umum pernilihan, aruara Jain persyaratan peserta calon 

mitre dan prosedur kerja panitia pcmilihan; 

b. mcnctapkan rencana pelaksanaan pemilihan, yang meliputi: 
J. kernampuan kcuangan; 
2. spesifikasi teknis; dan 
3. rancangan perjanjian. 

c. menetapkan panitia pemilihan; 

Pasal 49 

~ (1) Pernilihan mitra dilalrukan melalui Tender. 

(2) Dalam ha! objek pemanfaatan dala.m bentuk KSP merupakan barang mihk daerah 
yang bersifat khusus, pe,nilihan rnitra dapat dilakukan mclalui Pcnuajukan 
Langsung. 

PasaJ 48 
(!) Pelaksana pemilihan rnitNI pemanfaatan berupa KSP pada Pengelola Barang atau 

BGS/BSO terdiri atas: 
a. Pengelola Barang; dan 
b. panitia pernilihan yang dibentuk oleh Pengelola Barang. 

(2) Pelaksana pemilihan mitra pernanfaatan berupa KSP pada Pengguna Barang lerdiri 
atas: 
a. Peugguna a a rang: dan 

b. panitia pernilihan, yang dibentuk oleh Pengguna Ba rang. 

Pasal 47 
Pemilihan mitra didasarkan pada prinsip-prinsip: 
a. dilaksanakan sccara Lcrbuka; 

b. sekurang-kurangnya diikutl oleh 3 (tiga) peserta: 

c. memperoleh manfaat yang optimal bagi daerah; 

d. dilaksanakan oleh panitia pemilihan yang memiliki integritas, handal dan 
kompeten; 

e. tertib administraei; dan 
f. tcrtib pelaporan. 

Pemilihan Dan Penetapan Mitra Pemanfaatan 

Barang Milik Oacra.h 
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Pasal 51 

(I) Pan:itia pemilihan sekurang-kurangnya terdiri alas: 
a. kctua; 
b. sekrctaris; dan 
c, anggota. 

(2) Kcanggotaan panitia pernillhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bcrjurnlah 

gasal ditetapkan sesuai kebutuhan, paling sed I kit 5 (lima) orang, yang tcrdiri atas: 
a. unsur dari Pengelola Barang dan dapat mcngikutscrtakan unsur dari 

SKPD/unit kerja lain yang k.ompeten, untuk pemilihan mitra pemanfaatan KSP 
barang milik daerah pada Pcngclola Barang; 

b. unsur dari Pengguna Barang dao dapat mcngikutsertakan unsur dari 
SKPD/unit kerja lain yang kompeten, unruk pcmilihan mitra pcmanfaatan KSP 
barang milik daerah pada Pengguna Barang; dan 

c. unsur dari Pengelola Barang serta dapat rncngikutscrtakan unsur dari 
SKPD/unit kerja lain yang kcmpeten, untuk pcmilihan rnitra BGS/BSG. 

(3) Panitia pernilihan sebagairnana dirnaksud pada ayat (1), dikcruai oleh: 
a. Unsur dari Pengelola Barang, untuk pemilihan mirra Pcmanfaatan KSP barang 

milik daerah pad a Pengelola Barang a tau BGS I BSO; dan 
b. unsur dari Pengguna Barang, uatuk pernilihan mitra Pemanfaatan KSP barang 

milik dacrah pada Pengguna Barang. 

d. rncnetapkan jadwal proses pcmiliban m.itra berdasarkan usulan dari panitia 
pemilihan; 

e. menyelcsaikan perselisihan aruara peserta calon mitra dengan panitia 
pemilihan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat; 

f. mernbatalkan Tender, dalam hal: 

I. pelaksanaan pemilihan tidak sesuai atau menyimpang dari dokumen 
pemilihan: 

2. pengaduan masyarakat adanya dugaan koluei, korupsi, ncpotisrne yang 
melibalkan paoitia pernilihan ternyata terouku benar; 

g. menctapkan mitra; 

h. mcngawasi penyirnpanan dan perneliharaan dokumen pemilihan mitra; dan 
i. melaporkan hasil pelaksanaan pcmilihan mitra kepada Bupati. 

(2) Sclain tugas dan kewenangan sebagaimana climaksud pada ayat (I), dalam ha! 
diperlukan, Pengelola Barang/ Pengguna Barang dapat: 
a. menetapkan Tim pcndukung; dan/atau 
b. melakukan tugas dan kewenangan lain dalam kedudukannya selaku Pengelola 

Barang/ Pengguna Barang. 



Pasal 53 

{1) Tugas dan kewenangan panitia pemilihan meliputi: 
a. menyusun rencana jadwal proses pemilihan mitra dan menyampaikannya 

kepada Pengelola Barang/ Pengguna Barang untuk mendapatkan penetapan; 
b. menetapkan dokumen pemilihan; 
c. mengu.mumkan petaksanaan pemlllhan miu-a di media massa nasional dan di 

website pernerintah daerah masing ... masing; 
d. melakukan penelirian kua.lifikasi peserta calon mltra; 
e. melakukan evatuasi admmisirasi dan teknis terhadap penawaran yang masuk; 
r. mcnyatakan tender gagal: 
g. melakukan tender dengan peserta eaten mitra yang lufus kualifikasi; 
h, mclakukao ncgosiasi dcngan calon mitra dalam hal tender gaga] atau pemilihan 

mitra tidak dilakukan melalui tender; 
i. mengusulkan caJon mitra bcrdasarkan hasil tcndcrj selcksi pcnunjukan 

langsung kepada Pengelola Barang/ Pcngguna Barang; 
j. menyimpan dokumen asli pernilihan; 
k. membuat laporan pertanggungiawaban mengenal proses dan hasil pemilihan 

kepada Pengelola Barang/ Pengguna Barang; dan 
l. mengusulkan perubahan spesifikasi teknis dan/atau perubahao mareri 

perja11jian kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang, dalam ha! diperlukan. 
(2) Perubahan spesifikasi teknis dan perubahan rnateri pcrjanjian sebagaimana 

dimaksud pada ayat (I) buruf I dilaksanekan setelah mendapat perserujuan dari 

Pasal 52 

(1) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk ditetapkan sebagai panitia pernilihan: 
a. memiliki inregritas, yang dinyatakan dengan pakta integritas, 
b. memiliki tanggungjawab dan pengetahuan tcknis umuk metaksanakan tugas: 
c. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang pengelolaan barang milik 

daerah, 

d. mampu mengambil keputusan dan bertindak tegas; dan 
e. t.idak menjabat sebagai pengetola keuangan. 

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) sckurang-kurangnya mcliputi: 
a. berstatus pegawai negcri sipil pemerintah daerah dengan golongan paling 

rendah 11/b atau yang setara; 
b. tidak sedang menjalani hukuman disiplin: clan 
c. mcmiliki kcmampuan kerja secara bcrkelompok dalarn melaksanakan setiap 

tugas/ pckerjaannya, 

2S 

(4) Aparat Pcngawasan Intern Pemerintah dilarang ditunjuk dalam keanggotaan 

panitia pemilihan. 



Pasal SS 
(II Pengelola Barang/Pengguna Barang menyediakan biaya untuk persiapan dan 

pelaksanaan pemilihan mhra yang dibiayai dari APBD, yang meliputi: 
a. honorarium panitio pemilihan rnitra: 
b. biaya pengumuman, termasu.k biaya pengumuma.n ulang: 
c. biaya penggandaan dokumen; dao 
d. biaya lainnya yang diperlukan untuk mendukung pelakaanaan pemjlihan rrutra. 

(2) Honorarium panitia pemilihan mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf a 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati, 

Pasal 54 
(l J Pemilihan mitra yang dilakukan melalui mekanisme tender, calon mitra 

Pemanfaamn KSP dan/atau BGS/BSG wajib mcmcnuhi persyaratan kualifikasi 
sebagai berikut: 
a. Persyaratan administratif sekurang .. kurangnya meliputi: 

I. berbentuk badan hukum; 
2. mcmiliki Nomor Pokok Wajib Pajak ; 
3. mcmbuat surat Pakta lntegritas; 
4. menyampaikan dokumen penawaran beserta dokumen pendukungnya, dan 

5. mcmiliki domisili tetap dan alamat yang jelas. 
b. Persyaratan teknis sekurang-kurangnya meliputi: 

I. cakap menurut hukum; 
2. tidak masuk datam dafiar hiram pads pengadaan barang/jasa Pernerintah; 
3. memiliki keahlian, pengalaman, dan kemarnpuan teknis dan manajcrial; dan 

4. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang 
dipcrlukan dalam pelaksanaan pekerjaan. 

(2) Pejabat/pegawal pada pemcrintah daerah atau pihak yang mcmililci hubungan 

keluarga, baik dengan Pengelola Barang/Pengguna Barang, Tim pemanfaatan, 
maupun panitia pcmilihan, sampai dengan derajat kcciga dilarang menjadi calon 

mitra. 

Bupati untuk barang milik daerah yang usulan pcmanfaatannya atas persetujuan 
Bupati, 

(31 Perubaban spesifikasi teknis dan perubahan materi perjanjian sebagalmana 
dimaksud pada ayat (I) huruf l dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari 

Pengelola Barang untuk barang milik daerah yang usulan pemanfaatannya atas 
persctujuan Pengelola Barang. 
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Paragraf 2 
Pengumuman 

Pasal 58 

(1) Panitia pemilihan mengumumkan rencana pelaksanaan tender di media massa 
nasional sekurang-kurangnya melalui surat kabar hari.an nasionaJ dan website 
pemerintah daerah. 

(2) Pengumuman sebagairnana dimaksud pada ayat {I) dilakukan paling sedikit 2 (duat 

.kali. 
(31 Pcngumuman sebagaimana dimaksud pada ayaL (2) aekurang-kurangnya mcmuat: 

a, nama dan alarnat Pcngelola Barang/Pcngguna Barang; 
b, identitas barang milik dacrah objek pcmanfaalan; 

c. benruk pemanfaatan; 
d. peruntukan objek pemanfaatan; dan 
e. jadwal dan lokasi pengambilan dolrumen pernilihan. 

Ta.bapan tender meliputi: 
a. pcngumuman; 
b. pengambilan dokumen pemilihan; 
c. pemasukan dokumen penawaran; 

d. pembukaan dokumen penawaran; 
e. penelitian kualifikasi; 
r. pemanggiJan peserta eaten mitra, 
g. pelaksanaan Lender; dan 

h. pcngusulan caJon mitra. 

Pasal 57 

Pasal 56 
Tender dilakukan untuk mengalokasikan hak pernanfaatan barang milik daerah 
kepada mitra yang tepai datam rangka mewujudkan pemanfaatan barang milik daerah 
yang efisien, efektif, dan opumal. 

Paragraf 1 
Prinsip Umum 

}0 

Bagian Keempat 

Tender 



Pasal 62 
( l] Pa.nitia pemilihan melaksanakan penelitian kualifikasi terhadap pcserta calon mitra 

yang Lelah mengajukao dokumen penawaran sccara lengkap, benar, dan tcpat 
waktu unruk memperoleh cnitra yang memeauhi kuallfikasi dan persyaratan untuk 
mengikut.i tender pemanfaatan. 

(2) Hasil penelitian kualifikasi diluangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh 
panitia p<:milihan. 

Paragraf6 
Penelitian Kual.ilikasi 

Pasal 61 
[I] Pembukaan dokumcn penawaran dilakukan secara terbuka di hadapan peserta 

calon mitra pada waktu dan tempat yang ditenrukan dalam dokumen pemilihan. 
(2) Pembukaan dokumen penawaran dituangkan dalam berita acara )'W1g 

ditandatangani olch panitia pemilihan dan 2 (dua) orang saksi dart peserta calon 
mitra yang hadir, 

Paragraf 5 
Pembukaan Dokwnen Penawara.n 

Pasal 60 
(1) Peserta calon mitra dapat mengambil dokumen pcmilihan secara langsung kcpada 

panitia pcmilihan dan/at,au mengunduh dari website sesuai waktu dan tempat 
yang ditentukan dalarn pengumuman. 

(21 Panitia pemilihan membuat danar peserta calon mitra yang melakukan 
pcngambilan dokumen pemilihan. 

Paragraf 4 

Pemasukan Dokumcn Pcnawaran 

Pasal 59 
(I) Peserta calon rnitra dapat mengambil dokumen pemilihan secara langsung kepada 

panitia pcmiliban dan/atau mengunduh dari website sesuai waktu dan tempat 
yang ditentukan dalam pcngumuman. 

(2) Panitia pemilihan membuat daftar peserta calon mitra yang melakukan 
pengambilan dokumen pemiJihan. 

Paragraf 3 

Pengambilan Dokumen Pemilihan 

JI 



Pasal 67 
(1) Panitia pemiliban menyatakan tender gaga! apabila: 

a. tidak terdapat peserta calon mitra yang lulus kualifikasi; 
b. ditemukan bukti/indilcasi terjadi persalngan tidak sehat; 
c. dokumen pemilihan tidak sesuai dengan Peraturan Bupati ini; atau 

Parngraf 10 
Tender Gagal 

Pasal66 
Pengelola Barang/ Pengguna Barang menetapkan keputusan pemenang tender sebagai 
mitra pemanfaatan berdasa:rkan usuJan panitia pemilihan, sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 65 ayat (!). 

Pasal 65 
(1) Pengusulan pemenang tender sebagai calon mitra pemanfaatan disampaikan secara 

tertulis oleh panltia pemilihan kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang 
berda.sarkan berita acara basil tender. 

(2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mclampirkan dokumen pemiliban. 

Paragraf9 
Pengusulan Dan Penetepan Mitra Pemanfaatan 

Pasal 64 
(1) Tender dilakukan untuk mengalokasikan hak pemanfaatan barang milik daerah 

berdasarkan spesifikasi teknis yang tclah ditentukan oleh Pengclola 
Barang/Pengguna Barang kepada mitra yang tepat dari peserta calon mitra yang 
lulus kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1). 

(2) Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilaksanaknn sepanjang terdapat 
paling sedikit 3 (tiga) peserta calon mitra yang memasukkan penawaran. 

(3) Hasil tender dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh panitia 
pemilihan dan calon mitra selaku pemenang tender. 

Paragraf 8 

Pclaksanaan Tender 

Pasal 63 

Panitia pemilihan melakukan pemanggilnn peserta calon mitra yang dinyatakan lulus 
kualifikasi untuk mengikuti pelaksanaan tender melalui surat tertulis dan/atau surai 
elektronik (e--mau). 
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Paragraf7 
Pemanggilan Peserta Caton Mitra 



Pasal 70 
(1) Ncgosiasi dilakukan tcrhadap tcknis pelaksanaan pemanfaatan dan konsep materi 

pcrjanjian. 

(2) Selain bal sebagaimana dimaksud pada ayat [I], untuk pcrnanfaatan BGS/BSG, 
negosiasi juga dilalrukan terhadap porsi bagian pernerintah daerah dari objck 
BGS/BSG yang dilakukan pemanfaatan. 

Pasal 69 
(I) Dalam hal setelah dilakukan pengumuman ulang sebagairnana dimaksud dalam 

Pasal 68 ayat (2), peserta eaten mitra yang mengikuti tender ulang terdiri alas 2 
(dua) peserta, maka panitia pemilihan menyatakan tender ulang gaga) dan 
selanjutnya rnelakukan seteksi la ngsung. 

(2) Seleksi langsung ditakukan dengan 2 (dua) calon mitra yang mengikuli tender 
ulang sebagaimana dimaksud pad a ayat ( I J. 

(3) Tahapan seleksi langsung terdiri alas: 

a. pernbukaan doku.mcn penawaran; 

b. negosiasi; dan 
c. penguaulan caJon rnitra kepada Pengclola Barang/ Pengguna Barang, 

(4) Proses dalam tahapan sclcksi langsung dilakukan scpcrti halnya proses lender 
sebagairnana dimaksud dalrun Pasal 57. 

Paragraf 12 
Sclcksi Langsung 

PasaJ 68 
( l) Panitia pemilihan mcnyatakan tender ulang apabila: 

a. Tender dinyatakan gaga! sebagairnana dimaksud da.lam Pa.sal 67 a.yat (l); atau 
b. peserta calon mitra yang mengikuti Tender kurang dari 3 [tiga] pescrta. 

(2) Terhada.p tender yang dinyatakan panitia pcmilihan sebagai tender ulang, panitia 
pemilihan segera melakukan pcngumuman ulang di media massa nasmnal dan 
website pcmerintah daerah, 

(3) Dalam hal tender ulang scbagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapal paling 
sedikit 3 (tiga) orang pcserta calon mitra, proses dilanjutkan dengan mekanisme 

tender. 

Paragraf 11 

Tender Ulang 

JJ 

c. dokumcn pcmilihan tidak sesuai dengan Peraturan Bupati ini; atau 
d. calon mitra mcngundurkan diri. 

(2) Apabila tender gagal, tidak diberikan ganti rugi kepada pcserta calon mitra. 



Pasal 73 

Tahapan penunjukkan langsung dao proses dalam tahapan penunjukkan langsung 
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) dan ayat (3), bcrlaku mu ta tis mutandis 

terhadap penunjukkan langsung pada KSP atas barang milik daerah yang bersifat 
khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2). 

f>asal 72 

(1/ Dalam hal setelah dilakukan pengumuman ulang sebagairnana dimaksud dalrun 
PasaI 68 ayat (2), peserta calon mitm yang mengajukan penawaran hanya terdiri 
atas l (satu) peserta, maka panitia pemilihan menyatakan tender ulang gagal dan 
selanjutnya melakukan penunjukan langsung. 

(2) Penunjukan tangsung dilakukan i.erhadap I [saru) calon rnitra yang mengikuti 
tender ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(31 Proses tahapan seleksi langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 berlaku 
mutaus mutandis terhadap proses dalam tahapan penunjukan langsung. 

Paragraf l3 
Pcnunjukkan Langsung 

Pasal 71 
(1) Panitie pcmiliban melakukan penclitian tcrhadap berita acara ncgosiasi melalui 

cara perbandingao antara hasit negosiasi masing .. masing peserta calon mitra. 
(2) Panitia pemilihan menyampaikan usulan peserta calon rnitra dengan hasil negosiasi 

terbaik kepada Pengelote Barang/Pengguna Barang untuk dapat ditetapkan sebagai 
mitra. 

(31 Uaulan sebagaimana dirnaksud pada ayal (2) disertai dengan dasar pertimbangan 
dan melampil'kan dokumen pemilihan. 

(3) Ketentuan umwn pelaksanaan KSP atau BGS/BSG, termasuk pcrubahan yang 

mengakibatkan pcnurunan kontribusi tetap dan pembagian keuntungan untuk 
pemanfaatan K$P atau kontribusi tahunan untuk pemanfaatan BGS/BSG dila.rang 
untuk dinegosiasikan. 

(4) Segala sesuatu yang dibicarakan dalam forum negosiasi dan hasil negosiasi 
dituangkan dalam berita acara negosiasi yang ditandatangani oleh panitia 
pemilihan dan peserta calon mitra. 

J4 



a. perorangan; 
b. persekutuan perdata; 
c. persekutu.an lirma; 

d. persckutuan komanditer: 

Pasal 75 
( I) Bara.og milik daerah yang dapat discwa bcrupa: 

a. Ta.nab da.n/ atau bangunan yang sudah diserahkan oleh Pengguna Barang 
kcpada Bupati; 

b. sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna 
Barang; dan/ atau 

c. selain tanah dan/atau bangunan. 
(2) Sewa barang milik daerah sebagairnana dimaks11d pada ayai ( l) huruf a 

dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat pcrsetujuan Bupau, 
(3) sewa barang milik daerah sebagairnana dimaksud pada ayal (l) huruf b, dan huruf 

c dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan dari Pengelola 
Barang. 

(4) Pihak lain yang dapat menyewa barang milik daerah, meliputi: 
a. Badan Usaha Milik Negara; 
b. Badan Usaha Milik Oaerah; 
c. Swasta; dan 
d. Badan bukum lainnya. 

(SJ Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c. amara lain: 

Pasal 74 

(I) Penyewaan barang milik daerah dilakukan dengan tujuan: 
a. mengoptimalkan pendayagunaan barang milik daerah yang belum/tidak 

dilakukan penggunaan dalam pelaksanaan rugas dan fungsi penyetenggaraan 
pemerintahan daerah: 

b. mernperoleh fasilitas yang diperlukan dalam rangka mcnunjang tugas dan 
fungsi Pengguna Barang; dan/atau 

c. mencegah penggunaan barang milik dacrah oleh pibak lain secara tidak sah. 
(2) Penyewaan barang milik daerah dilakukan sepanjang tidak merugikan pernerintah 

daerab dan tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan 
pemerintahan daerah. 

Paragraf I 
Prinsip Umum 

Sewa 

Bagia.n Kelima 



Pa.sal 78 

(I) Formula tarif/besaran sewa barang xnilik daerah ditetapkan oleh Bupati: 

Paragraf 3 

Formula Tarif/Besaran Sewa 

Pasal 77 

Lingkup pemanfaatan barang milik daerah dalam rangka kerja sama infrastruktur 
dapat dilaksanakan melalui sewa mempedomani ketentuan peraturan perundang 
undangan. 

Pasal 76 
(1) Janglro waktu sewa barang milik daerah paling lama 5 (lima) tahun sejak 

ditandatangani perjanjian dan dapat diperpanjang, 

(2) Jangka waktu scwa barang milik dacrah scbagaimana dimaksud pada ayat (l) 
dapai lebih da.ri 5 (Lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk: 

a. kerja sama infrastruktur; 
b. kegiatan dcngan karaktcristik usaha yang mcmerlukan waktu sewa Jebih dari 5 

(Lima) Lahun; atau 

c. ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, 
(3) Jangka waktu sewa barang milik daerah untuk kegiatan dengan karakreristik 

usaha yang memerlukan lebih dari 5 (lima) tahun sebagaimana dlmaksud pada 
ayat (2) huruf h dilakukan berdasarkan perhitungan nasiJ kajian atas Sewa yang 
dilakukan oteh piha.k yang berkornpeten. 

(4) Jangka waktu scwa scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihitung 
berdasarkan periodcsitas Scwa yang dikelompokkan sebagai bcrikut: 
a. per Lahun; 
b. per bulan; 
c. per hari; dan 
d. per jam. 

(5) Jangka waktu sewa barang milik daerah dalam rangka kerja sama infrastruktur 
scbagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling Jama 10 [sepuluh] tahun dan 
dapat diperpanjang l [satu] kali. 

Paragraf2 
Jangka Wa.ktu Sewa 

c. perseroan tcrbalas; 
f. lembaga/organisasi internasionel/aslng, 
g. ya.yasan; atau 
h, koperasi. 
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Pasal 81 

( l) Tarif pokok sewn untuk barang milik daerah berupa tanah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 80 aynt (2) hurur a merupakan hasil perkalian dari: 
a. faktor variabel sewa tanah; 

b. luas tanah (Lt); dan 
c. nilai tanah (Nt). 

(2) Faktor variabel scwa lanah sebagairnana dimaksud pada ayat (I) buruf a 

besarannya ditetapkan oleh Bupati. 

Pasal 80 
(I) Tarif pokok sewa sebagairnana dimaksud dalarn Pasal 79 huruf a adalah hasil 

perkalian antara nila.i indeks barang milik daerah dengan luas tanah dan/atau 
bangunan dan nilai wajar i.a.nah danj'atau bangunan 

(2) Tarif pokok sewa sebagairnana dimaksud pada ayat (1), clibedakan untuk: 
a. barang milik daerah bcrupa tanab; 

b. barang milik daerah berupa bangunan; 
c. barang milik dacrah bcrupa sebagian tanah dan bangunan; dan 
d. barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan. 

(3) Tarif pokok scwa barang milik dacrah berupa tanah dan/atau bangunan 
sebagairnana dimaksud pada ayat (21 huruf a, huruf b dan huruf c dapa L termasuk 
formula scwa barang milik daerah berupa prasarana bangunan. 

(4) Tari[ pokok sewa barang milik daerah ditetapkan oleh Bupati. 

Pasal 79 
Formula tarif sewa barang milik daerah merupakan hasil perkalian dari: 
a. tarif pokok sewn; dan 

b. faktor pcnycsuai sewa. 

l7 
a. untuk barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan; dan 
b. untuk barang milik daerah berupa eetain tanah dan/atau bangunan denga.n 

berpcdoman pada kebijakan pcngelolaan barang milik daerah. 
(21 Besaran sewa, sebagairnana dimaksud pada ayat {1) adalah besaran nilai nominal 

sewa barang milik daerah yang ditentukan. 

(31 Besara.n sewa atas barang milik daerah unruk KSPI sebagaimana climaksud dalam 
Pasal 76 ayat (2) huruf a. ateu untuk kegiatao dengan karakteristik usaha yang 

mcmerlukan waktu sewa lebih dari 5 (limaJ tahun sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 76 ayal (2) huruf b dapal mempertimbangkan nila.i kcckonomian dari masing 

ma sing jenis in.frastruktur. 
(4) Mempertimbangkan nilai keekonomian, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

antara lain dengan mempertimbangka.n daya beli/kemampuan mcmbayar (abUity to 

patJ) masyarakat danj'atau kemauan membayar {willingness to pay) masyarakat. 



Pasal 85 
(1) Dalam hal bangunan yang discwakan hanya scbagian dari bangunan, maka luas 

bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (I) huruf b adalah sebcsar 
luas lantai dari bagian bangunan yang disewakan. 

(2) Dalam haJ pcmanfaatan bagian bangunan yang disewakan memiliki dampak 

terhadap bagian bangunan yang lainnya, maka Juas bangunan sebagaimana 

Pasal 84 

(I) Faktor variabel sewa bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) 
huruf a ditetapkan oleh Bupati. 

(2) Luas bangunan sebegaimana dimaksud datarn Pasal 83 ayai (1) huruf b merupakan 
tuas lantai bangunan sesuai gambar dalam meter persegi. 

(3) Nilai bangunan sebagaunana dimaksud dalarn Pasal 83 ayat (l) huruf c rnerupakan 

nilai wajar atas bangunan. 

Pasal 83 

(1) Tarif pokok sewa untuk barang milik dacrah bcrupa bangunan sebagaimana 
dimaksud dalarn Pasal 80 ayal (2) buruf b mcrupakan basil pcrkalian dari 
a. faktor variabcl sewa bangunan; 
b, luas bangunao (lb); clan 

c. nilai bangunan. 
(2) Dalam haJ sewa bangunan termasuk prasarana bangunan, maka tarif pnkok sewa 

bangunan ditambahkan tarif pokok sewa prasarana bangunan. 

Pasal 82 
(I) Luas tanah sebagalmana dimaksud daJam Pasal 81 ayat (3) dihitung dalarn meter 

persegi. 

(2) Dalam ha! tanah yang disewakan hanya sebagian tanah, maka luas tanah 
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) adaJah sebesar luas bagu,n tanah 

yang disewakan, 

(3) Dalam ha! pcmanfaatan bagian tanah yang disewakan memiliki dampak terhadap 

bagian tanah yang lainnya, maka luas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
81 ayat (3) dapat ditambahkan jumlah tertentu yang diyakini terkena dampak 
pernanfaatan tcrscbut. 

(4) Nilai tanab scbagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (4) dihitung dalam rupiah 

per meter persegi. 

JS 

(3) Luas tanah scbagaimana dimaksud pada ayai {I) huruf b dihitung berdasarkan 
gambar situasi/peta tanah atau sertifikat tanah. 

(4) Nilai tanah sebagaimana dirnaksud pada ayat (!) huruf c merupakan nilai wajar 

atas tanah. 



Pasal 88 

(1) Fa.kt.or penyesuai sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 hurufb rneliputi: 
a. jenis kegiatan usaha penyewa; 

b. bentuk kclcmbagaan penyewa; dan 
c. periodesitas sewa, 

(2) Faktor penyesuai sewa sebagairnana dimaksud pada ayat ( I) dihitung dalarn 
persentase, 

(3) Faktor penyesua! sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (I) ditetapkan olch 
Bupati. 

Pasal 87 

(l) Tarif pokok sewa untuk prasarana bangunan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 
83 ayat (2) merupakan basil perkalian dari: 

a. faktor variabel sewa prasarana bangunan; dan 

b. nilai prasarana bangunan (Hp). 
(2) Faktor variabel sewa prasarana bangunan sebagairnana dimaksud pada ayat (!) 

huruf a ditetapkan sama besar dengan faktor variabel sewa bangunan. 
(3) Nilai prasarana hangunan sebagaimana dimaksud pada ayat ( L) huruf b 

merupakan nilai wajar atae prasarana bangunan. 
(4) Nilai prasarana bangunan dihitung dalam rupiah. 

Pasal 86 

(1) Tarif pokok scwa untuk barang milik daerah berupa sebagiao taoah dan bangunan 
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf c merupakan basil 
penjumlahan dari: 
a. tarif pokok sewa tanah; dan 

b. tarif pokok sewa bangunan. 
(2) Penghitungan tarif pokok sewa tan ah sebagaimana dimaksud pada ayar ( l) buruf a 

berlaku mutai..is mutaodis kctentuan dalam Pasal 81 da n Pasal 82. 
(3) Penghitungan tarif pokok scwa bangunan sehagaimana dirnaksud pada ayat (II 

huruf b bertaku mutatie mutandis ketentuan dalam Pasal 83, Pasal 84 clan Pasal 
85. 
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dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b dapat ditambahkan jumlah tertentu dari 
tuas bangunan yang diyakini terkena dampak dari pemanfaatan tersebut. 

(3) Nilai bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (l) huruf c dihitung 
dalam rupiah per meter persegi. 



Pasal 90 
( 11 Kelompok kegiatan bisnis sebagairnana dimaksud dalam Pasal 89 huruf a 

diperuntu.k.kan bagi kegiatan yang beroriemasi untuk mencari keuntungan, antara 
lain: 
a. perdagangan: 
b.jasa; dan 
c. industri. 

(2) Kelompok kegiatan non bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf b 
cliperuntukkan bagi kegiatan yang mcnarik imbalan atas barang atau jasa yang 
diberikan namun tidak mencari kcuntungan, antara lain: 
a. pelayanan kepentingan um um yang memungui biaya dalam jumlah tertentu atau 

terdapat potensi keuntungan. baik materil maupun immateril; 
b. penyelenggaraan pendidikan nasional; 

c. upaya pemenuhan keburuhan pegawai aiau fasilitas yang diperlukan dalrun 
rangka menunjang tugas dan rungsi Pengguna Barang; dan 

d. kegiatan lainnya yang memenuhi kriteria non bisrus. 
(3) Kelompok kegiatan sosial sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 89 huruf c 

cLiperuntukkan bagi kegiatan yang tidak menarik irnbalan atas barang/jasa yang 
diberikan dan/atau tidak berorientasi mencari kcuntungan, antara lain: 
a. petayanan kcpentingan umum yang tidak memungut biaya dan/atau tidak 

terdapat potcnsi keuntungan; 
b. kegiatan sosial; 

c. kegiatan keagamaan: 
d. kegiatan kernanusiaan; 
c. kegiatan penunjang peoyclcnggaraan kegiatan pemerintahan; dan 
f. kegiatan lainnya yang mcmcnuhi kriterta scsial. 

Pasal 89 

Jenis kegiatan usaha penyewa sebagairnana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (I) huruf a 
dikelcmpokkan atas: 

a. kegiatan bisnis: 

b. kegiatan non bisnis; dan 
c. kegiatan sosial. 

,o 
Parag;raf 4 

Jenis Kegiatan Usaha Penyewa 



Pasal 92 
(l) Hasil sewa barang milik daerah merupakan penerimaan daerah dan seluruhnya 

wajib dixetorkan ke rekening Kas Umurn Dae.rah. 
(2) Pcnyctoran uang sewa harus dilakuka.n sekaligus secara tunai paling lambat 2 

(d'Ua) hari kerja sebelum ditandatanganinya perjanjian sewa barang milik daerah. 
(3) Pembayaran uang sewn scbagaimena dimaksud pada ayat (2), dapac dilakukan 

dcngan cara pcmbayaran secara tunai kepada bendahara penerirnaan atau 

mcnyetorkannya kc rekening Kas Umum Dacrah. 
(4) Pembayaran uang sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3) 

dibuktikan dengan menyerahkan bukti setor sebagai salah satu dokurnen pada 
lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian aewa. 

Pa ragre r 6 
Pembayaran Scwa 

Pasal 91 
( l] Penycwaan barang milik daerah dituangkan dalam perjanjran sewa yang 

ditandatangarti oleh penyewa dan: 
a. Bupati, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang; don 
b. Pengelola Baraiig, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengguna 

Barang. 
(2) Perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat: 

a. dasar perjanjian: 
b. para pihak yang terikat dalam perjanjian; 

c. jcnis, luas atau jurnlah barang, besaran sewa, dan jangka waktu; 
d. besaran dan jangka wakru sewa, termasuk pcriodesitas sewa; 

e, tanggung jawab penyewe atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka 
waktu sewa: 

r. peruntukan sewa, termasuk kelompok jenis kegiatan usaha dan kategori bentuk 
ke1embagaan penyewa; 

g. hak dan kewajiban para pihak; dan 
h. ha! Lain yang dianggap perlu. 

(3) Penandatanganan perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
di kertas bermaterai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(4) Seluruh biaya yang timbul dalam rangka pembuatan perjanjian sewa ditanggung 
penyewa. 

Paragraf 5 
Pcrjanjian Sewa 
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Pasal 94 
{I) Jangka waktu sewa barang milik daerah dapat diperpanjang dengan perserujuan: 

a. Bupati, untuk barang rnilik daersh yang berada pada Pengelola Barang; dan 
b. Pengclola Barang, untuk barang milik daerah yang berada pacla Pcngguna 

Barang. 
(2) Penyewa dapat mengajukan pcrrnohonan perpanjangan jangka waktu sewa kepada: 

a. Bupati, untuk barang milik dacrah pada Pengelola Barang; dan 

b. Pengelola Barang, untu k barang milik dacrab pada Pengguna Barang. 
(3) Pcngajuan pennohonan perpanjangan jangka waktu scwa sebagaimana dimaksud 

pada ayal (2) dila.ku.kan ketentuan: 
a. untuk jangka waktu sewa lebih dari I (satu) tahun, permohonan pcrpanjangan 

harus disampaikan paling lambat 4 (empat) bulan sebetum berakhirnya jangka 

waktu sewa; 

Paragraf7 

Perpanjangan Jangka Waktu Sewa 

(l) Dikecualikan dari ketenruan sebagaimana dimaksud daJam Pasal 9 l ayal (2), 

penyetoran uang sewa barang milik daerah untuk KSPJ dapat dilakukan secara 

bertahap dengan persetuj uan Pengelola Barang. 
(2) Persetujuan Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (I) wajib 

dilaporkan kepada Bupati. 
(31 Penyetoran uang sewa secara bertahap scbagaimana dimaksud pada ayai (I) 

dituangkan dalam perjanjian Sewa. 
(41 Penyetoran uang sewa barang milik daerah secara bertahap sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) dilakukan dengan memperhitungkan nilai sekarang dari setiap tahap 
pembayaran berdasarkan besaran sewa barang milik dacrah hasil perhitungan 
sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud da1am Pasal 78 sarnpai dengan Pasal 87. 

(5) Perhltungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapal meminta. masukan dari 
Penilai. 

(6) Penyetoran uang sewa barang milik daerah secara bertahap sebagairnana dimaksud 
pada ayai (3) dilakukan sepanjang penyewa tidak mcmiliki kemampuan yang cukup 
dari aspek JinansiaJ untuk membayar secara sekaligus dibuktikan dengan surai 

pemyataan. 
(7) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (61 ditandatangani oleh 

penyewa yang sekurang-kurangnya memuat keterangan mengcnai 
ketidakmampuan terse but dan pemyataan tanggung jawab unruk membayar lunas 

secara bertahap. 

PasaJ 93 
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Pasal 96 
( 1) Peayewa wajib menyerahkan barang milik daera.h pada saat berakhimya sewa 

dalam keadaan baik dan le.yak digunakan secara optimal sesuai fungsi dan 
peruntukannya. 

(21 Penyera.han barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayal (I) dituang)<an 
dalam Berita Acara Serah Terima . 

(3) Pengelola Barang/Pengguna Barang harus mela.kukan pengecekan barang milik 
daerah yang disewakan sebelum ditandatanganlnya Berita Aeara Serah Terima 

guna memastikan kelayakaa kondisi barang milik daerah bcrsangkutan. 

Sewa berakhir apabila: 
a. Berakhimya jangka waktu sewa; 

b. Berlalru.nya syarat batal sesuai perjanjian yang ditindaklanjuti dengan pencabutan 
persetujuan sewa oleh Bupati atau Pengelola Barang; 

c. Bupati atau Pengelola Barang mencabut persetujuan sewa dalam rangka 
pengawasan dan pengendalian; dan 

d. Ketentuan lain sesuai peraruran perundang-uedangan. 

Pasal 95 

Paragraf 8 
Pengakhiran Sewa 

4) 

b. untuk jangka waktu sewa per tahun, permohonan harus disampaikan paling 
tambat 3 (tiga) bulan sebelurn berakhimya jangka waktu sewa; 

c. untuk jangka waktu sewa per bulan, permohonan harus disampaikan paling 
lambat 10 (sepuluh) hari sebelum berakhimyajangka waktu sewa; 

d. untuk periodesitas sewa per hari atau per jam, permohonan harus disampaikan 
sebetum berakhimyajangka waktu sewa, 

(4) Pcrmohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan buruf b diajukan 
dengan melengkapi persyaratan sebagairnana pennohonan scwa pertama ka.li. 

(5) Tata cara pengajuan usulan perpaniangan jangka waktu sewa sebagairnana 
dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan mekanisme 
sebagaimana pengajuan usulan sewa baru. 

(6) Penetapan jangka waktu dan perpanjangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
76 ayal (5) dilalrukan dcngan mcmpertimbangkan: 
a. karakteristik jenis infrastruktur; 

b. kebutuhan penyediaan infrastruktur; 
c, ketentuan untuk masing-masing jenis infrastruktur dalam peraturan perundang· 

undangan;dan 
d. pertimbangan Jain dari Bupati. 



Pasal 98 
(1) Data calon penycwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) huruf a 

terdiri dari; 
a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk; 
b. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak; 

c. fotokopi Surat lzin Usaha Perdagangan; dan 
d. data lainnya. 

(2) Dalam hal calon penycwa adalah peroranga», data calon penyewa hanya 
dibuktikan dcngan fotokopi Kartu Tanda Penduduk sebagaimana dimaksud pada 

ayat (11 huruf a. 
(3) Data barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Passi 96 ayal (3) huruf c 

terdiri dari: 
a. foto atau gambar barang milik daerah, berupa: 

I. gambar lokasi dan/atau site plan tanah dan/ateu bangunan yang akan 

disewa: dan 
2. foto bangunan dan bagian bangunan yang akan disewa. 

b. alamat objek yang akan disewakan: dan/atau 

Pasal 97 

(I) Calon Penyewa mengajukan surat permohonan disertai dengan dokumcn 
pendukung. 

(2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat: 

a. data calon penyewa; 
b. latar belakang pennohonan; 
c. jangka waktu penyewaan, tennasuk periodesitas Sewa; dan 
d. peruntukan Sewa. 

(3) D<>Jcumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tcrdiri dari: 

a. Pernyataan/persetujuan dart pemilik/pengurus, perwakilan pemilik/pengurus, 
atau kuasa pemilik/pengurus dalam hal calon pcnycwa berbentuk 
hukum/badan usaha; 

b. Pernyataan kesediaan dari calon penyewa untuk menjaga dan memehhara 
barang milik daerah serta mcngikuti ketentuan yang berlaku selama jangka 
waktu sewa; dan 

c. data barang milik dacrah yang diajukan untuk dilakukan sewa. 

Paragraf 9 

Tata Cara Pelaksanaan Sewa Oleh Pengelola Barang 

(4) Pcnandatanganan Berita Acara Scrah Tcrima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dilakukan setelah sernua kewajiban penyewa dipenuhi. 



Pasai 100 

(I l Bupati membcrikan persctujuan atas pcnnohonan Scwa yang diajukan dengan 
mempertimbangkan hasil penelitian dan kajian kclayakan penyewaan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (9). 
(2) Apabila Bupati tidak menyetujui permohonan tersebut, Bupati mcnerbitkan surat 

penotakan kepada pihak yang mengajukan permintaan scwa dcngan discrtai 
alasan, 

(3) Apabila Bupatl menyetujui permohonan tersebut, Bupati mcncrbitkan surat 
persetujuan penyewaan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan, 

(4) Surat pcrsctujuan pcnycwaan barang milik daerah berupa tanah dan/ atau 
bangunan sebagaimana dimaksud pada ayal {3) sekurang-kurangnya memuat: 

Pasal 99 
(I) Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap surat permohonan dan 

dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 97 unruk menguji atas 

kelayakan penyewaan terkair permohonan dari calon penyewa.. 
(2) Dalam melakukan penelitian terhadap barang yang akan disewa eebegaimana 

dimaksud dalarn Pasal 97 ayat (31 huruf c, Pengelola Barang dapat mcminta 
kcterangan kepada Pengguna Barang yang menyerahkan barang milik daerah 
berupa tanah dan/atau bangunan yang diajukan untuk disewakan. 

(3) Pengelola Barang menugaskan Penilai Pemerintah atau Penilai Publik untuk 
melakukan pcnilaian objck sewa guna memperoleh nilai wajar barang milik 
daerah berupa tanah dan/ atau bangunan yang akan disewakan. 

(4) Penilai publik sebagaimana dirnaksud pada ayat (3) diretapkan oleh Bupati. 
(SJ Hasil penilaian berupa nilai wajar sebagaimana dirnaksud pada ayat (3) 

diperlakukan sebagai tarif pokok sews eebagaimana dlmaksud dalarn Pasal 80 
adalah pcrhitungan besaran Sewa, 

(6) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan oleb Pengelola 
Barang dalam melakukan kajian kelayakan penyewaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) clan perhirungan besaran sewa. 

(7) Seluruh biaya yang timbul dalam rangka penilaian dibebankan pada APBD. 
(8) Dalam hal terdapat usutan sewa dari beberapa calon penyewa dalam waktu yang 

bersamaan, Pengelola Barang menentukan penyewa dengan didasarkan pada 
perumbangan aspek pengarnanan dan pemeliharaan barang rnilik dacrah serta 
usulan sewa yang paling menguntungkan pemerintah daerah. 

(9) Berdasarkan hasil pcnelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (I), Pengelola 
Barang mengajukan usulan permohonan sewa harang milik daerah kepada 
Bupati untuk rnendapat persetujuan. 

c. perkiraan luas tanah dan/ atau bangunan yang akan disewakan. 

<5 



Pasal 102 

(I) Pcngajuan pcrmohonan scwa oleh calon penyewa sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 97 dan Pasal 98 berlaku mutaus mutandis terhadap pengajuan permohonan 

sewa oleh calon penyewa pada Pcngguna Barang. 
(2) Pengguna Barang melakukao penclitiao aras kclayakan penyewaan permohonan 

sewa oleh calon penyewa scbagaimana dimaksud pada ayat ( I). 
(3) Pengguna Barang melakukan penilaian tcrhadap barang milik daerah berupa 

scbagian tanah dan/atau bangunan atau selain tanah dan/alau bangunan yang 
akan disewakan. 

(4) Pcnilaian scbagaimana dimaksud pada ayat (3) dilalrukan oleh: 
a. Penilai Pemerintah atau PeniJai Publik yang ditetapkan oleh Bupati, unruk 

barang milik dacrah bcrupa tanah dan/at.au bangunan. 
b. Tim yang ditetapkan oleh Bupati dan dapat melibatkan penilai yang ditetapkan 

oleh Bupati, untuk ba.rang milik dacrah berupa selain tanah dan/atau 

bangunan. 
(5) Berdasarkan hasil penelitian kelayakan dan hasil penilaian sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dan ayat (3), Pengguna Barang mengajukan usulan permohonan sewa 
barang milik daerah kepada Pengelola Barang untuk mendapat perset-ujuan. 

Pasal 10 I 

Pcngguna Barang dapat mcmbentuk Tim dalam rangka pemanfaatan sewa untuk 

mempersiapkan usulan sewa. 

Paragraf JO 

Tata Cara Pelaksanaan Sewa Oleh Pengguna Barang 
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a. data barang milik daerah yang akan disewakan: 
b. data pcnyewa; 

c. data sewa, antara lain: 
I. be saran tarif sewa; dan 
2. jangka waktu, 

(5) Besaran sewa yang dicantumkan dalam surat persetujuan sewa banang milik 
daerah berupa tanah dan/atau bangunan merupakan nilai hasil perhitungan 
berdasarkan formula tarif sewa, 

(6) Dalam bal eerdapat usulan nilai sewa yang diajukan oleh calon penyewa dan nilai 
usulan tcrsebut lebih besar dari basil pcrhitungan berdasarkan tcrmuta tarif sewa, 

besaran sewa yang dicantumkan dalam surat persetujuan sewa adalah sebesar 
usulan besaran sewa dari eaten penyewa. 



(3) Pengelola Barang dapat menugaskan Penilai untuk mclakukan penilaian guna 
mengnitung nilai wajar atas nilai scwa pasar apabila Pengclola Barang memiliki 
keyakinan yang mcmadai bahwa: 

a. luas tanah dan/ atau bangunan yang disewakan tidak mencerminkan kondisi 
pcnmtukan sewa; atau 

b. estimasi perhitungan tarif dasar sewa dengan menggunaka.n formuta, sewa 
dianggap sangat jauh berbeda dengan kondisi pasar. 

(4) Hasil penilaian berupa nilai wajar atas nilal sewa pasar sebagaimana dirnaksud 
pada ayat (3) diperlakukan sebagai tarif pokok sewa sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 80 dalarn penghitungan besaran sewa, 

sewa. 

Passi I 05 

( l) Pengclola Barang melakukan penelitian atas kelayakan penyewaan yang diusulkan 
Pcngguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal l02 ayal (5). 

(2) Dalrun melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayai (1), Pengelola 
Barang dapat meminta keterangan kepada Pengguna Barang yang mengajukan 

Passi 104 

{I) Surat pcrnyataan Pengguna Barang sebagaimana diJnaksud dalam Pasal 103 ayat 
(l) huruf d, menyatakan bahwa: 

a. Barang milik daerah yang a kan disewakan tidak sedang ctigunakan dalam rangka 
pcnyelenggaraan rugas dan fungsi SKPD/unil kcrja; dan 

b. penyewaan barang milik daerah tidak akan rncngganggu pelaksanaan rugas den 
fungsi SKPD/unit kerja. 

(2) Surat pernyataan calon penyewa sebagaimana dirnaksud dalam Pasal I 03 ayat (I) 
huruf e, rnenyatakan bahwa calon penyewa bersedia untuk menjega dan 

rnemelihara barang milik daerah sert.a rnengikuti ketentuan yang berlaku selama 
jangka waktu scwa, 

Pasal l03 
(l) Usulan perrnohonan sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (5) disertai: 

a. data barang milik daerah yang diusulkan; 
b. usulan jangka waktu sewa; 

c. usulan nilai sewa berdasarkan Iormulasi tarif/ besaran sewa; 
d. surat pemyataan dari Pcngguna Barang; dan 
e. surat pernyataan dari calon penyewa, 

(2) Dalam hal usulan sewa yang diajukan oteh Pengguna Berang sebagaimana yang 

dimaksud pada ayat ( L) bukaa bcrdasarkan permohonan dari calon penyewa, maka 

usulan sewa kepada Pengelola Barang tidak perlu disertai surat pcrnyataan 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf e. 
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Pasal 107 

(1) Apabila Pengelola Barang tidak menyetujui permohonan scwa yang diajukan 
Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal J 02 ayat (SJ, Pengelola 
Ba.rung memberitahukan kepada pihak yang mengajukan pcrmintaan sewa dengan 

disertai alasan. 
(2) Apabila Pengelola Barang menyetujui permohonan sewa yang diajukan Pcngguna 

Barang sebagacnana dimaksud dalarn Pasal l 02 ayat (5), Pcngclola Barang 
menerbitkan surat persetujuan penyewaan barang milik daerah. 

(3) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayai (2) paling sediklt memuat: 
a. data barang mllik daerah yang akan disewakan; 

b. data penyewa; 
c, data sewa, antara la.in: 

I. besaran tarif sewa; dan 
2. jangka waktu, termasuk periodesitas sewa. 

(4) Apabila usutan sewa yang diajukan oleh Pengguna Barang tidak disertai data calon 
pcnyewa, maka persetujuan sewa tidak perlu disertai data ca1on penyewa 
sebagaimana dimaksud pada ayaL (3) huruf b. 

(5) Besaran sewa yang dicantumkan dalam surat persetujuan sewa barang milik 
daerah berupa tanah dan/atau bangunan merupakan nilai hasil pcrbitungan 

berdasarkan formula tarif scwa. 

(1) Pengelola Barang memberikan surat perserujuan atas pcrmohonan scwa yang 
diajukan Pengguna Bamng sebagaimana dimaksud dalam Pasal J 02 ayat (5), 
dengan mempertimbangkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
I 05 ayaL (I) dan kajian kelayakan penyewaan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 
105 ayat (7). 

(2) Bcrdasarkan surat pcrsctujuan scbagaimana dimaksud pada ayat ( l) Pengelola 
Barang mengajukan penerapan formulasi/bcsaran sewa kepada Bupati dengan 
melampirkan basil penelitian dan kajian kclayakan penycwaan. 

PasaJ 106 

(5) Datam hal yang diusulkan untuk disewakan merupal<an barang milik daerah 

bcrupa selain tanah dan/atau bangunan, Pengelola Barang melakukan penelitian 
atas besaran sewa yang diusulkan oteh Pengguna Barang. 

(6) Pelaksanaan penilaian sebagairnena dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan 

berpedoman pada standar pcnilaian dan Peraiuran Bupati. 
(7) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dipcrgunakan olch Pcngclola 

Barang daJam melakukan kajian kelayakan penyewaan sebagaimana climaksud 
pada ayat (J) dan perhitungan besaran sewa. 

(8) Selurub biaya yang tlmbul dalam rangka Penilaian dibebankan pada APBD. 
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PasaJ 109 
(1) Penyewa wajib melakukan pemeliharaan atas barang milik dacrah yang discwa. 
(2) Selwuh biaya pemeliharaan sebagairnana dimaksud pada ayat (I) iermasuk biaya 

yang timbul dari pernakaian dan pemanfaatan barang milik daerah menjadi 
tanggungjawab sepenuhnya dari penyewa. 

(31 Pemeliharsan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dintjukan untuk menjaga 
kondisl dan memperbaiki barang agar selalu dalam kea.daan baik dan siap untuk 
digunakan secara bcrdaya guna dan berhasil guna, 

(4) Perbaikan barang milik dacrah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus sudah 

selesai dilaksanakan paling lambat pada saat berakhirnya jangka waktu sew a. 
(5) Dalam hal barang milik daerah yang disewa rusak aklbat keadaan kahar (force 

majeur), perbaikan dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan oteh Pengelota 

Barang/ Pengguna Barang da.n Penyewa. 

Paragra r 1 I 

Pemeliharaan Sewa 

Pa.s.al 108 
( I) Pengguna Barang metaksanakan sewa berdasarkan persetujuan Pengelola Bamng 

sebagaimana dirnaksud dalrun Pasal I 07 ayat (2) paling lambat l (satu) bulan sejak 
dikcluarkannya pcrsetujuan sewa oleh Pengelola Barang. 

(2) Oalam hal usulan sewa yang diajukan oleh Pengguna Barang Lidak disertai data 
calon pcnycwa scbagaimana dimaksud daJam Pasal 107 ayat (4), Pengguna Ba rang 
mengupayakan agar ioformasi mengenai pelaksanaan sewa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (I) dapat diperoleh dengan mudah dan jelas olch para caJon penyewa. 

(3) Oalam ha! terdapat usulan sewa dari beberapa caJon penyewa daJam waktu yang 
bcrsamaan, Pengguna Barang menentukan penyewa dengan mempertimba.ngkan 
aspek pengarnanan dan pemeliharaan barang milik daerah serta perbmbangan 
usulan sewa yang dianggap paling menguntungkan. 

(6) Apabila usulan nilai sewa yang diajukan oleh calon penyewa dan/atau Pcngguna 
Barang lebih besar dari hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), 

rnaka besaran sewa yang dicantumkan dalarn surat persetujuan sewa untuk 

barang milik daerah berupa sebagian tanah dan/atau baogunan adalah sebesar 

usutan besaran sewa dari calon penyewa da.n/ a tau Pengguna Barang. 
(7) Besaran sewa yang dicantumkan dalam surat persetujuan sewa barang milik 

daerah berupa selain tanah dan/ aiau bangunan berdasarkan nilai sewa. 

•• 



Pasal I 13 

(I) Dalarn hal penyerahan, perbaikan, dan atau penggantian barang milik daerah 
belum dilalrukao terhitung 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya surat teguran 
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 112, penyewa dikenakan sanksi adminlstradf 
berupa surat peringatan. 

(2) Dalam hal penyerahan, perbaikan, dan atau penggantian barang milik daerab 

Pasal 112 
Penyewa dikenakan sanksi administratif berupa surat teguran apabila: 
a. penyewa belum menyerahkan barang milik daerah yang disewa pada saat 

berakhlrnya jangka waktu sewa; 
b. perbaikan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal I 09 ayat (~) belum dilalrukan atau 

diperkirakan belum selesai menjelang berakhimyajangka waktu sewa; dan/atau 
c. bclum mclaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) 

Paragraf 14 

Sanksi Administratif .... 

Pasal l ll 

(I) Dalam hal barang milik daerah selain tanab dan/atau bangunan yang discwakan 
lilla.ng selama jangka waktu sewa. penyewa wajib melakukan ganti rugi sesuai 
ketentuan peraruran perundang-undangan. 

(2) Ganti rugi sebagaimane dimaksud pada aya< (1) harus selesai dilaksanakan paling 
lambat sebelum berakhirnya jangka waktu sewa, 

Paragraf 13 

Ganti Rugi 

Pasal 1 lO 

(I) Perubahan bentuk barang mllik daerah dilakukan dengan persetujuan: 

a. Bupati, untuk barang milik dacrab yang berada pada Pengelola Barang; dan 
b. Pengelola barang, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengguna 

Barang, 
(2) Perubahan bentuk barang milik daerah sebagaimana dinaksud pada ayat (I) 

dilaksanakan tan pa mengubah konstruksi dasar bangunan. 

(3) Dalam haJ perubahan bcntuk barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) mengakibatkan adanya penambahan, bagian yang dilambah.kan mcnjadi 
barang milik daerah dan disertalcan dalam Serita Acara Serah Terima pada saat 
berakhimya jangka waktu sewa. 

so 
Paragraf 12 

Perubahan Bentuk Barang Milik Daerah 



Pasal 116 

(I) Objek pinjam pakai meLiputi barang milik daerah berupa tanah dan/atau 
bangunan dan selain ranah dan/atau bangunan yang berada pada Pengelola 

Barang/ Pengguna Barang. 
(2) Objck pinjarn pakai barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan 

sebagaimana dimaksud pada ayal 0), dapat dilakukan unruk sebagian atau 

keseluruhannya. 

Paragrar 3 

Objek Pinjam Pakai 

Pasal US 
( I) Pinjam pakai barang milik daerah dilaksanakan antara pemcrintah pusat dan 

pcmerintah daerah atau antar pemerintah daerah dalam rangka pcnyclenggaraan 
pcmcrintahan. 

(2) Pelaksanaan pinjam pakai barang milik daerah dilakukan oleb: 
a. Pengelola Barang, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengelola 

Barang; dan 
b. Pengguna Barang, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengguna 

Barang, 

(3) Pelaksaaaan Pinjam Pakai oleh Pcngclola Barang/ Pcngguna Barang scbagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Bupati. 

' 

Paragraf2 
Pihak Pclaksana Pinjam Pakai 

Pasal 114 
(1) Pinjam pakai dilaksanakan dengan pertimbangan: 

a. mengoptimalkan barang milik dacruh yang belum atau tidak dilakukan 
penggunaan untuk penyelenggaraan tugas dan Iungsi Pengguna Barang; dan 

b. menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pcmerintahan daerah. 
(2) Peminjam pakai dilarang untuk melakukan pcmanfaatan atas objck pinjam pakai. 

Paragraf 1 
Prinsip Umum 

Bagian Keenam 
Pinjrun Pakai 
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belum dilakukan terhitung l (bulan) scjak ditcrbilkannya surat peringatan 
sebagalmana dimaksud pada ayat (1), penycwa dikenakan sanksi adminiarratil' 

berupa dcnda, scbagaimana ketenruan peraturan perundang-undangan, 



Pasal 118 
(J) Selama jangka wakru pmiam pakai, peminjarn pakai dapat roengubah bentuk 

barang milik daerah, scpanjang tidak mengakibatkan perubahan fungsi dan/atau 

pcnurunan nilai barang milik dacrah. 
(2) Pcrubahan bcntuk barang milik daerah sebagaimana dimaksud pacla ayat (!): 

a. tanpa discrtai dcngan p<:rubahan bentuk dan/atau konstruksi dasar barang 
milik daerah; atau 

b. disertai dengan perubahan bcntuk dan/atau konstruksi dasar barang milik 

daerah. 
(31 Usulan perubahan bentuk barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayal 

(2), dila kukan dengan mengajukan pcrmohonan pcrubahan bentuk oleh peminjam 
pakai kepada: 
a. Bupati, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang; dan 
b. Pengelola Barang, untuk barang milik d.aerah yang berada pada Pengguna 

Barang. 
(4) Perubahan bentuk barang milik daerah scbagaimana dimaksud pada a.ya, (2) huruf 

b, dilakukan setelah mendapat persetujuan Bupati. 

Paragraf 5 
Perubahan Bentuk Barang Milik Daerah 

Pasal 117 
(J) Jangka wakru pinjam pakai barang milik dacrah paling lama 5 [lima) tahun dan 

dapat dipcrpanjang 1 (satu) kali. 
(2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 

pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ll4 ayat(l). 
(3) Apabila jangka waktu pinjam pakai akan dipcrpanjang, permohonan pcrpanjangan 

jangka waktu pinjam pakai disampaikan kepada Pengelola Barang/Pengguna 
Barang paling lam bat 2 (dua) butan sebelum jangka waktu pin jam pakai berakhir. 

(41 Dalam hal permohonan perpanjangan jangka waktu pinjam pakai disarnpaikan 

kepada Pengelola Baraog/ Pengguna Ba rang melewati ba tas wakru sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3), proses pinjarn pakai dilakukan dengan mengikuti tata cara 
permohonan pinjarn pakai baru. 

Jangka Waktu Pinjam Pakai 

Paragraf 4 

;2 



Pasal 120 

(1) Calon peminjam pakai mengajukan permohonan pinjam pakai kepada Pengelola 
Barang. 

(2) Pengelola Barang melakukan penelitian atas permohonan pinjam pakai 
seba.gaimana dimaksud pada ayat ( !). 

(3) Penelitian alas permohonan pinjam pakai sebagairnana dirnaksud pada ayat (2) 
meliputi: 
a. kepastian bclum digunakan atau tidak adanya penggunaan barang milik 

daerah; 

b. rujuan penggunaan objek pinjam pakai; dan 
c. jangka wakru pinjam pakai. 

(4) Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mcrupakan dasar 

pertimbangan Bupati dalam memberikan persetujuan/penolakan alas pcrrnohonan 
pinjam pakai. 

Paragraf 7 
Tata Cara Pclaksanaan Pinjam Pakai 

Barang Milik Daerah Pada Pcngelola Barang 

Pasal 119 

( 1) Pelaksanaan Pinjam Pakai dituangkan dalam perjanjian serta ditandatangani oleh: 
a. Pcminjam pakai dan Bupati, untuk barang milik daerah yang berada pada 

Pengelola Barang; dan 
b. Peminjam pakai dan Pcngclola Barang, untuk barang milik daerah yang berada 

pada Pcngguna Barang. 
(2) Pe,janjian sebagaimana dimaksud pada ayat (I) paling sedikit mernuat: 

a. para pihak yang terikat dalam pcrjanjian; 
b. dasar pcrjanjian; 
c. idcntitas para pihak yang terkait dalam pe,janjian; 
d.jcnis, luas atau jurnlah barang yang dipinjamkan, dan jangka waktu; 
e, tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaa.rt selama 

jangka waktu pcminjaman; 
r. bak dan kewajiban para pihak; dan 
g, persyaratan lain yang diaoggap perlu. 

(3) Salinan perjanjian pinjam pakai disampaikan kepada Pcngguna Barang, 

5J 

Paragraf 6 
Pe,janjian Pinja.m Paka.i 



Pasal 123 

(1) Pelaksanaan pinjam pakai barang milik daerab dituangkan dalam pcrjanjian 
pinjam pakai yang ditnndatangani oleh Bupati dan Perninjam pakai, 

(2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilindaklanjuti dengan penyeraha.n 

a. identitas peminjam pakai; 
b. data objek pinjam pakai; 

c. jangka waktu pinjnm pakai; dan 
d. kewajiban pcminjam pakai. 

(4) Apabila Bupati tidak menyetujui permohonan pinjam pakai, Bupati menerbitkan 
surat penolakan pinjam pakai kepada calon peminja.m paka.i dengau disertai 
atasan. 

Pasal L22 
(1) Pemberian persetujuan/penolakan oleh Bupati atas permohonan pinjam pakai 

dilakukan dengan mempertirnbangkan. 
a. barang milik daerah yang dimobon dalam kondisi belum atau tidak sedang 

digunakan untuk tugas dan fungsi Pcngclola Barang; dan 

b. barang milik daerah yang dimohon akan digunakan untuk menunjang 
pelaksanaan penyclenggaraan pemerintah pusat/pemerintahan daerab lainnya, 

(2) Apabila Bupati menyetujui permohonnn pinjam pakai, Bupari menerbitkan surar 
pcrserujuan pinjam pakai. 

(3) SUrn, persetujuan Bupali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit 
rnemuat: 

Pasal 121 

(l) Berdasarkan hasil penelitian sebagairnena dimaksud dalam pasal 120 ayat (3), 

Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan pinjam pakai kepada 
Bupati. 

(2) Perrnohonan persctujuan pinjarn pakai paling sedikit mcmuat: 
a. pertirnbangan yang mendasari permohonan pinjam pakai; 
b. identitas peminjam pakai: 
c. tujuan penggunaan objck pinjam pakai; 

d. rincian data objek pinjam pakai yang dibutuhkan; dan 
c. jangka waktu pinjam pakai. 

(3) Apabila objek pinjam pakai bcrupa tanab dan/atau bangunan stau sebagian tanah 

danj atau bsngunan, rincian data objek pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf d, termasuk luas dan lokasi t.anah dan/atau bangunan. 

(4) Apabila objek pinjam pakai berupa sclain tanah dan/ atau bangunan, rincian data 
objek pinjam pakal sebagairnana dimaksud pad a nyat (2) huruf d, termasuk nama 
dan jumlah barang milik dacrah. 



Pasal 126 
(I) Calon peminjam pakai mengajukan pcrmohonan pinjam pakai kepada Pengguna 

Ba rang. 

(2) Pengguna Barang mengajukan pennohonan persetujuan pinjam pakai sebagaimana 

Paragraf 8 

Tata Cara Pclaksanaan Pinjam Pakai 

Sarong Milik Oaerah Pada Pengguna Ba.rang 

Pasal 125 

(1) Oalam ha! pcminjam pakai akan mengakhiri pinjam pakai sebelum masa pinjam 
pakai berakhir, perninjam pakai harus mernbcritahukan kepada Pengelola Sa,-ang. 

(2) Perninjarn pakai dalam mengakhiri pinjam pakai sebagaimnna dimaksud pada ayat 
( l) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima . 

(3) Pcngclola Barang rnelaporkan Serita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) kcpada Bupati, 

Pasal 124 

(I) Selama jangka wakru pinjam pakai, peminjam pakai wajib memelihara dan 
rnengamankan objek pinjam pakai dengan biaya yang dibebankan pada Pemlnjam 
pakai. 

\2) Sebelum jangka waktu pinjam pakai berakhir, peminjam pakai harus 
memberitahukan kepada Pengelola Barang akan mengakhiri atau memperpanjang 

pinjam pakai. 
(3) Oalam hal pinjam pakai akan diperpanjang, perninjam pakai mengajukan 

permohonan perpanjangan jangka waktu pinjam pakai kepada Pengelola Ba rang. 
(4) Pengclola Barang mcnyampaikan pengaj uan permohonan persetujuan 

perpanjangan pinjam pakai kepada Bupati. 
(5) Pcngajuan pcrpanjangan pcrmohonan persetujuan pinjam pakai sebegaimana 

dimaksud pada ayat (4) dilampiri dengan: 
a surat persetujuan pinjam pakai scbclumnya darl Bupati; 
b. surat pernyataan dari peminjam pakai bahwa objek pinjam pakai masih 

digunakan unruk menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pcmcrintah pusat/ 
pemerinrahan daerah lainnya; dan 

c. surat pernyataan dari Pengelola Ba rang bahwa pelaksanaan pinjam pakai tidak 
mengganggu pelaksanaan rugas dan fungsi penyelenggaraan pemcrintahan 

dacrah. 
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objek pinjam pakai darl Pengelola Barang kepada peminjam pakai yang dituangkan 

dalam Bcrita Acara Serah Tcrima . 



Pasal 128 

(I) Pemberian persetujuan/penolakan oleh Bupati atas perrnohonan pinjam pakai 
dilakukan dengan mempertimbangkan: 

a. barang milik dacrah yang dimohon dalam kondisi belum atau I idak digunakan 
untuk tu.gas dan fungsi pemerincah daerah; 

b. barang milik daerah yang dimohon akan digunakan untuk menunjang 

pclaksanaan penyelenggaraan pemerintah pusatj'pemcrintahan dacrah lainnya; 
dan 

c. jangka waktu pinjarn pakai paling lama S (lima) tahun sejak ditandatanganinya 
perjanjian pinjam pakai. 

(2) Dalam ha! Bupati mcnyctujui pcrmohonan pinjam pakai scbagairnana dimaksud 

dalam Pasal 126 ayat (2). Bupati menerbitkan surar perseruiuan pinjam pakai yang 

Pasal 127 

(I) Pengclola Barang melakukan penelitian atas permohonan persetujuan pmjam 

pakai dari Pengguna Barang ,;c:bagaimana dimaksud dalam Pasal 126, ayat (2). 
(2) Penelitian sebagaimana dirnaksud pada ayat (l) rnelipuri: 

a. kepastian belum digunakan atau tidak adanya penggunaan barang milik daerah: 
b. tujuan penggunaan objek pinjam pakai; dan 
c. [angka waktu pinjam pakai. 

(3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disarnpaikan Bupati scbagai 
dasar pcrtimbangan persetujuan/penolakan pennohonan persetujuan pinjam pakai 
oleh Bupari. 
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dimaksud pada ayat ( l] kepada Bupao mclalui Pengelola Barang berdasarkan 
permohonan dari calon peminjam pakai dengan melampirkan: 

a. surat permohonan pinjam pakai dari calon peminjam pakai; 
b. surat pernyataan dari Pengguna Barang bahwa pclaksanaan pinjam pakai 

tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan Iungsi pcnyclenggaraan 
pemerintahan daerah; dan 

c. data objek pinjam pakai, antara lain kartu identitas barang, untuk barang milik 
daerah yang memiliki kartu identitas barang. 

(3) Permohonan pcrsctujuan pinjarn pakai dari Pengguna Barang sekurang-kurangnya 
memuat: 
a. pertimbangan yang mcndasari pcrmohonan pinjam pakai; 

b. identitas peminjam pakai; 
c. tujuan penggunaan objck pinjam pakai; 

d. nncian data objek pinjam pakai yang diburuhkan, termasuk luas dan lokasi 
tanah dan/alau bangunan; dan 

e. jangka waktu pinjarn pakai. 



Pasal 130 

(l) Dalam hal peminjam pakai akan mengakhiri pinjam pakai sebelurn rnasa pinjam 
pakai berakhir, peminjam pakai harus rnemberitahukan kepada Pengguna Barang. 

(2) Perninjam pakai dalam mengakhiri pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat 

Pasal 129 

(1) Pelaksanaan pinjarn pakai barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang 
dituangkan dalam perjanjian pinjam pakal antara Pcngclola Barang dengan 
peminjam pakai. 

(2) Perjanjian pinjam pakai sebagalmana dimaksud pada ayat (I) ditindaklanjuti 
dengan penyerahan objek pinjam pakai dari Pengguna Sarong kepada peminjrun 
pakai yang dituangkan dalam Serita Acara Scrah Tcrima . 

(3) Selama jangka waktu pinjam pakai, peminjam pakai wajib merneiihara dan 
mengamankan objck pinjam pakai sebagairoana ctimaksud pada ayat (2) dengan 

biaya yang dibebankan pada peminjam pakai. 
(4) Scbclum jangka waktu pinjam pakai berakhir, peminjam pakai harus 

mcmberitahukan kepada Pengguna Barang akan mengakh.iri atau memperpanjaog 
pinjam pakai. 

(5) Dalam bal pinjam pakal akan diperpanjang, peminjam pakai mcngajukan 
pcrmohonan perpanja.ngan jangka waktu pinjsm pakai kepada Pengguoa Barang, 

(6) Pengguna Barang menyampaikan pengajuan pe.rmohonan persetujuan 
pcrpanjangan pinjam pakai kepada Bupati melalui Pengclola Barang. 

\7) Pengajuan permohonan pcrsetujuan perpanjangan pinjam pakai sebagaimana 
dima.ksud pada ayat (6) dilampiri dcngan: 

a. surar pcrsetujuan pinjarn pakai sebelumnya dari Bupati; 
b. surat pernyataan dari peminjam pakai bahwa objek pmjarn pakai masih 

digunakan untuk menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pernerintah pusat/ 
pemcrintahan daerah lainnya; dan 

c. surat pernyataan dari Pengguna Barang bahwa pela.ksanaan pinjam pakai tidak 
mcngganggu pelaksanaan rugas dan fungsi penyetenggaraan pemerintahan 
daerah, dalam hal pinjam pakai dilaksanakan olch Pengguna Ba.rang. 

sekurang-kurangnya mcmual: 
a. tdentitas pem.injam pakai; 

b. data barang milik daerah objek pinjam pakai; 
c. jangka waktu pinjam pakai; dan 
d. kewajibao peminjam pakai, 

(3) Dalam hal Bupati tidak menyetujui permohonan pinjam pakai sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 126 ayat (2). Bupali melalui Pengelola Barang 
memberitahukan kepada Pengguna Ba rang disertai alasannya, 
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Pasal 132 
(lJ KSP atas barang milik daerah dilaksanakan apabila tidak tersedia atau tidak cukup 

tersedia dana dalam APBD untuk rnemenuhi biaya operasional. perneliharaan, 
danj'atau perbaikan yang diperlukan terhadap barang milik daerah yang 
dikerjasama.kan. 

(2) Mitra KSP ditetapkan melalui tender, kecuali untuk barang milik daerah yang 
bcrsifat khusus dapat dilakukan pcnunjukan Jangsung. 

(3) Barang milik daerah yang bcrsifat khusus sebagaimana dimaksud pads ayat (2) 
memiliki karaktcristik: 

a. barang yang mernpunyai spesifikasi tertentu sesuai dengan kctentuan 
peraturan perundang-undangan: 

b. barang yang mernillki tingkat kompleksitas khusus seperti bandara udara, 
pclabuban laut, kilang, instalasi listrik, dan bendungan/waduk; 

c. barang yang dikerjasamakan dalam investasi yang berdasarkan perjanjian 
hubungan bilateral aruar negara; atau 

d. barang lain yang ditetapkan Bupati. 

(4) Penunjukan langsung mitra KSP atas barang milik daera h yang bersuat kbusus 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) clilakukan oleh Pengetola Barung atau 

Pengguna Barang tcrbadap Badan Usaha Milik Negara/ Daerah yang mcmiliki 
bidang dan/atau wi)ayah kerja tertenru sesuai ketenuian peraturan perundang .. 
undangan. 

(5) Mitra KSP harus rnembayar kon1ribusi tctap setiap lahun selama jangka waktu 

pcngopcrasian yang telah ditetapkan dan menyetor pcmbagian keunrungan hasil 
KSP ke rekening Kas Umum Daerah. 

(6) Pcrhitungan besaran kontribusi pembagian keuotungan sebagaimana dimaksud 

Pasal 131 

KSP barang milik daerah dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka: 
a. mengoptimalkan daya guna dan basil guna barang milik daerah; dan/atau 
b. cneningkatkan penerirnaan pendapatan daerah, 

Paragraf 1 

Prinsip Umum 

Bagian Ketujuh 

KSP 

$8 

(I) dituangkan dalam Berita Acara Serah Tcrima. 

(3) Pengguna Barang melaporkan Serita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) kcpada Bupati melalui Pengelola Barang. 



Pasal 135 
( l) Objek KSP rneliputi bamng milik daerah berupa: 

a. tanah dan/atau bangunan; dan 
b. selain tanah dan/atau bangunan, yang berada pada Pengelola Barang /Pengguna 

Barang. 

Pl<ragraf 3 
Objck KSP 

Pasal 134 
( 11 Pihak yang dapat meiaksanakan KSP adalah: 

a. Pengelola Ba rang dengan persetujuan Bupati, untuk barang milik daerah yang 
berada pada Pengelola Barang; atau 

b. Pengguna Barang dengan persecujuan Pengelola Barang, uncuk barang milik 
daerah yang berada pada Pengguna Barang, 

(2) Perserujuan Pengelola Barang sebagaimana climaksud pad a ayal (I) huruf b seeetah 
mc:ndapat pc;rtimbangan dari Bupati. 

(3) Pihak yang dapar menjadi mitra KSP barang milik doerah meliputi: 
a Badan Usaba Milik Negara; 

b. Badon Usaha Milik Oaerah: dan/atau 
c. Swasta, keeuali perorangan. 

Paragraf2 
Piha.k Pelaksana KSP 

Pasal 133 

( l) Selama jangka waktu pengoperasian, mitra KSP dilarang mcnjaminkan a tau 
mcnggadaikan barang milik daerah yang menjadi objek KSP. 

(2) Biaya persiapan KSP yang dikcluarkan Pcngelola Barang atau Pengguna Ba.rang 
sampai clengan penunjukan mitra KSP dibebankan pada APBD. 

(3) Biaya persiapan KSP yang tcrjadi setelah ditelllpkannya mitra KSP dan biaya 
pelaksanaan KSP menjadi beban mitra KSP. 

(4) Cicilan pokok dan biaya yang timbul atas pinjaman mitra KSP, dibcbankan pada 
rnitra KSP dan tidak diperhitungkan dalam pernbagian keuntungan. 

(5) Pengawasan atas pelaksanaan KSP olch mitra KSP dilalrukan oleh: 
a. Pengelola Barang, untuk barang milik daerah pada Pengclola Barang; dan 
b. Pengguna Barang, untuk barang milik daerah pada Pengguna Barang. 
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pada ayat (5) yang merupakan bagian pcmerintah daerah, harus memperhatikan 
perbandingan nilai barang milik daerah yang dijadikan objek KSP dan manfaat lain 
yang diterima pemerintah daerah dengan nilai invcstasi mitra dalam KSP. 



Pasal 138 
(I) Dalam pelaksanaan KSP, mitra KSP dapat melakukan perubahan dan/atau 

penambahan basil KSP. 
(2) Perubahan dan/atau penambahan has~ KSP sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) 

dilakukan dengan cara addendum perjanjian. 
(3) Addendum perjanjian KSP sebagairnana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk 

menghitung kembali besaran kontn'busi tetap dan pernbagian keuntungan. 
(4) Bcsaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) ditetapkan oleh Tim berdasarkan basil perhitungan. 
(5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan: 

a. Bupa.ti, untuk barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan; atau 

Pasal 137 
(J) Hasil KSP batang milik daerah dalam rangka penyediaan infrastruktur terdiri atas: 

a. pcnerimaan dacrah yang harus disctorkan selarna jangka waktu KSP barang 
milik daerah; dan 

b. infrastruktur beserta fasilitasnya hasil KSP barang milik daerah. 
(2) Penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (I) hurufa terdiri atas: 

a. kontribusi tetap; dan 
b. pembagian keuntungan. 

Pasal 136 
(1) Hasil KSP dapat berupa tanah. gedung, bangunan, serta sarana dan fasilitas yang 

diadakan oleh mitra KSP. 

(2) Sarana dan fasilitas hasil KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain: 
a. peralatan dan mesin; 
b. jalan, irigasi, dan jaringan; 
c. aset tetap lalnnya; dan 
d. aset la:innya. 

(3) Hasil KSP sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) menjadi bagian dari pelaksanaan 
KSP. 

(4) Hasil KSP sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) menjadi barang milik daerah sejaJc 
diserahkan kepada pemerintah daerah sesuai perjanjian atau pada saat 
berakhimya perjanjian. 

Paragraf 4 

Hasil KSP 
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(2) Objek KSP barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana 
dimaksud pada ayat {I) huruf a, dapat dilakukan untuk sebagian atau 

kcscluruhannya. 



Pasal 141 

(I) Pelaksanaan KSP dituangkan dalarn perjanjian KSP antara Bupali atau Pcngclola 
Barang dengan mitra KSP setelah diterbilkan kcputusan pclaksanaan KSP oleh 
Bupati. 

(2) Pcrjanjian sebagaimana dimaksud pada ayai (l) ditandatangani oleh mirra KSP 
dan: 

a. Bupaii, unruk barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang, atau 
b. Pengelola Barang, untuk barang milik daerah yang bcrada pada Pengguna 

Barang. 
(3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (l) paling scdikit memuat: 

a. dasar perjanjian; 
b. identitas para pihak yang terikar da.lam perjanjian; 
c. objek KSP; 

d. basil KSP berupa barang, jika ada; 

Paragraf6 
Pcrjanjian KSP 

Pasal 140 
(I) Pcrpanjangan jangka wakru dilakukan olch mitra KSP dengan cara mengajukan 

permohonan persetuiuan pcrpanjangan jangka waktu KSP paling lambat 2 (dua) 
tahun sebetum jangka waktu berakhir. 

(2) Perpanjangan jangka waktu dilaksanakan dengan pertimbangan: 

a. sepanjang tidak mengganggu pe)aksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan 
pemerintahan daerah; dan 

b. sclama pelaksanaan KSP terdahulu, mitra KSP mematuhi peraruran dan 
perjanjian KSP. 

Pasal 139 
(I) Jangka waktu KSP paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian 

ditandatangani dan dapat diperpanjang. 

(2) Dalam ha! KSP atas bara.ng milik dacrah dilakukan untuk penyediaan 
inlrastruktur, jangka waktu KSP paling lama 50 (lima puluh) tahun scjak 
pcrjanjian KSP ditandatangani dan dapal diperpanjang, 

Pamgraf 5 
Jangka wakru KSP 
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b. Pengclola Barang, untuk barang milik dacrah selain tanah dan/ atau bangunan. 
(61 Perubahan dan/atau penambahan hasil KSP dilakukan setclah memperoleh 

persetuiuan BupatL 



(l) Mitra KSP wajib menyetorkan: 

a. kontribusi tetap; dan 
b. pcmbagian keuntungan KSP. 

(2) f'enyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat {I) dilakukan sctiap tahun selama 
jangka waktu KSP. 

(3) Kontribusi tetap sebagairnana dimaksud pada ayat (!) huruf a clan pembagian 
keuntungan KSP sebagaimana dimaksud pada ayat [I] huruf b, merupakan 
penerirnaan daerah. 

(4) Besaran kontribusi tetap dan pembagian kcuntungan hasil KSP sebagaimana 
dimaksud pada ayat (l) ditctapkan oleh Bupari. 

(5) Dalam KSP barang milik daerah berupa tanah dan/a<au bangunan, scbagjan 
kontribusi tetap dan pembagian keuntungannya dapat berupa bangunan beserta 
Iasilitaenye yang dibangun dalam satu kesatuan perencanaan, 

(6) Sebagian kootribusi letap dan pembagian keuntungannya yang berupa bangunan 
bescna fasilitasnya aebagaimana dimaksud ayat (5) bukan merupakan objek KSP. 

Pasal 142 

Paragraf ? 

Kontribusi Tetap dan Pembagian Kcuntungan 

e. peruntukan KSP; 

f. jangka waktu KSP; 

g. besaran kontribusi tetap dan pembagian kcuntungan serta mekanisme 
pernbayarannya; 

h. hak clan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian; 
,. ketcntuan mengenai berakhimya KSP; 
J· sanksi; dan 
k. penyetcsaian perselisiban, 

(4) Pcrjanjian KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk 
Akta Notarie. 

(5) Penandatanganan perjanjian KSP dilakukan setelah mitra KSP menyampaikan 
bukti setor pembayaran kontribusi tetap pertarna kepada Pengelola Barang/ 
Pengguna Barang. 

(6) Bukti setor pembayaran kontribusi tetap pertama sebagairnana dimaksud pada 
ayat (5) merupakan salah satu dokumen pada lampiran yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari perjanjian KSP. 
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Pasal 145 
(1) Besaran persentase kontribusi tetap pclaksanaan KSP sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal ]44 ayat (!) huruf a meningkat setiap tahun, yang dihitung 

berdasarkan kontribusi tetap tahun pertama dengan mcmperhatikan estimasi 
tingkat inllasi. 

Pasal 144 
( 1) Pcrhitungan kontribusi tetap merupakan hasil perkalian dari: 

a. besaran persentase kontribusi tetap; dan 

b. nilai wajar barang milik daerah yang menjadi objck KSP. 
(2) Besaran persentase kontribusi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

ditentukan oleh Bupati dari hasil pcrhitungan Tim berdasarkan dan/atau 
mempcrtimbangkan basil penilaian. 

(3) Nila! wajar barang milik daerah dalam rangka KSP sebagaimana dimaksud pada 
a,yat (1) huruf b berdasarkan: 

a. basil penilaian olch Penilai Pemerintah atau Penilai Publik yang ditetapkan oleh 
Bupati, untuk barang milik daerah berupa tanah dan/ atau bangunan; 

b. hasil penilaian oleh Tim yang ditetapkan oleh Bupati dan dapa; melibatkan 
Pcnilai yang ditetapkan Bupati, untuk barang milik daerah selain tanah 
dan/atau bangunan. 

(4) Apabila terdapat nilai barang milik daerah yang bcrbeda dengan nilai wajar basil 
penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dalam rangka pemanfaatan 
be.rang milik daerah digunakan nilai wajar basil pcnilaian sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) huruf a. 
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Pasal 143 

(I) Besaran niJai bangunan beserta fasilitasnya scbagai bagian dari kontribusi tetap 
dan kontribusi pembagian kcuntungan sebegairnana dimaksud dalam Pasal 142 

ayat (5) paling banyak I 0% (sepuluh persen) dari total penerimaan kontribusi tctap 
dan pembagian keuntungan selama masa KSP. 

(2) Bangunan yang dibangun dengan biaya sebagian kontribusi tetap dan pcmbagian 
keuntungan dari awal pengadaannya merupakan barang milik daerah. 

(3) Besaran kontribusi tetap dan persentase pembagian keuntungan KSP barang milik 
dacrah berupa. tanah dan/atau bangunan dan sebagian tanah dan/atau bangunan 

ditetapkan dari hasil perhitungan Tim yang dibentuk oleh Bupa.ti, berdasarkan 
dan/ atau mempertimbangkan basil penilaian. 

(4) Besaran kontribusi tetap dan perscntase pembagian keuntungan KSP barang milik 
daerah berupa selain tanah dan/ atau bangunan ditetapkan dari hasil perhitungan 
Tim yang dibentuk oleh Pengelola Barang, berdasarkan dan/atau 
mempertimbangkan basil penilaian. 



Pasal 149 

(11 Apabila mitra KSP barang mllik daerah untuk penyecliaan infrastruktur berbentuk 
Sadan Usaha Milik Ncgara/Dacrah, kontribusi tetap dan pernbagian keuntungan 
yang disetorkan kepada pemerintah daerah dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 
70% {tujuh puluh persen) dari hasil perhitungan Tim KSP sebagairnana dimaksud 

dalarn Pasal 138 ayat (4). 

Pesa! 148 

(1) KSP atas barang milik daerah dapat dila.kukan untuk rnengoperaeionalken barang 
milik daerah. 

(21 KSP operasional etas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( I) 
bukan merupakan penggunaan barang milik daerah yang dioperasikan oleh pihak 
Jain. 

(31 Apabila mitra KSP banya mengoperasionalkan bareng milik daerah, bagian 

keuntungan yang menjadi bsgian mitra KSP diteneukan oleh Bupati berdasarkan 

persentase tertentu dari besaran keuntungan yang diperoleh mura KSP terkait 
petaksanaan KSP. 

Pasal 147 

(II Besaran pembagian kcuntungan dapat ditinjau kembali oleh Bupati dalarn hal 
realisasi investasi yang dikcluarkan oleh mitra KSP lebih rendah dari estimasi 

investeei scbagaimana tertuang daJam perjanjian. 
(21 Rcalisasi investasi sebagaimana dirnaksud pada ayat \I), didasarkan dsri hasil 

audit yang dilakukan oleh auditor independen. 

Pasal 146 

(I) Pcrhitungan pcmbagian keunrungan dilakukan dengan mempertimbangkan: 
a nilai investasi pemeriruah daerah; 
b, nilai investasi mitra KSP; dan 

c. risiko yang clitanggung mitra KSP. 

(2) Perhitungan pembagian kcuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (J) 
ditentukan olch Bupati dari hasil perhitungan Tim berdasarkan dan/atau 
mempcrtimbangkan hasil penilaian. 

(3) Besaran nilai investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 

huruf a didasarkan pada nilai wajar barang milik deerah yang menjadi objek KSP. 

(4) Besaran nilai investasi mirra KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

didasarkan pada estlmasi Investasl dalam proposal KSP. 

64 

(2) Besaran pcningkatan persenlase kontribusi tetap sebagairnana dimaksud pada ayal 
( I) ditetapkan dalam persetujuan pelaksanaan KSP dan diruangkan dalam 
perjanjian KSP. 



(I) KSP bcrakhirdalam hal: 

a. bcrakhimya jangka wakru KSP sebagaimana tertuang dalam perjanjian; 
b. pcngakhiran perjanj ian KSP secara sepihak oteh Bupati atau Pengelola Ba rang; 
c. berakhimya perjanjian KSP; dan 
d. ketenruan lain sesuai peraturan perundang-undangan. 

(2) Pengakhiran KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b, dapat dilakukan 
dalam ha! mitra KSP: 
a. tidak membayar kontribusi tetap selama 3 (tiga] tahun berturut-tunn; 

Pasal L52 

Pa.ragraf 9 
Berakhimya KSP 

Pasal 151 

[!) Pembagian keuntungan basil pclaksanaan KSP tahun scbelumnya harus clisetor ke 
rekening Kas Umum Daerah paling larnbat dilakukan sesuai dcngan tanggal yang 

ditetapkan dalam pcrjanjian dan dilakukan setiap tahun sampai dengan 
berakhimya pcrjanjian KSP. 

(2) Pembayaran pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) 
dilakukan oleh mitra KSP berdasarkan perserujuan Bupati. 

Pasal 150 
(1) Pembayaran kontribusi ietap tahw, pertama ke rckening Kas Umum Daerah oleh 

mitra KSP harus dilakukan paling lambat 2 (dua} hari kerja sebelum 
penandatanganan perjanjian KSP. 

(2) Pembayaran kontribusi tetap tahun bcrikutnya disetorkan ke rekening Kas Umum 
Daerah paling tambai dilakukan sesuai dcngan tanggaJ yang ditetapkan dalam 
perjanjian dan dilakukan setiap tahun sarnpai dengan bcrakhimya perjanjian KSP. 

(31 Pembayaran kontribusi tetap sebagaimana dimaksud pada aya, {l) dan ayat (2) 
dibuktikan dcngan bukti setor. 

Paragraf 8 
Pcmbayaran Kontribusi Tetap dan Pernbagian Keuntungan 
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(2) Penetapan konlribusi tctap dao pembagian keunrungan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (!) didasarkan pada kondisi kcuangan Sadan Usaha Milik 
Negara/Daerah dan hasil analisis kelayakan bisnis KSP. 

(3) Besaran penctapan kontribusi tetap dan pembagian keuntungan sebagaimana 
climaksud pada ayat (I) ditetapkan oleh Bupau, 



Pasal l55 
(1) Pengakhiran perjanjian KSP secara sepihak oleh Bupati atau Pcngclola Barang 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayai (l) huruf b, dilaksanakan dcngan 

menerbitkan ieguran tertulis perrama kepada mitra KSP. 

Pasal 154 
( L) Serah rerirna objck KSP dilakukan paling lambal pada saat berakhimya jangka 

waktu KSP. 
(2) Serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) dituangkan dalam Berita Acara 

Serah Terima, 

(3) Dalam hal Mitra KSP belum selesai menindaklanjuti hasil audit setelah 
dilakukannya serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat ( l), Mitra KSP tetap 
bcrkcwajiban mcnindaklanjuti hasil audit, 

(4) Pcngguna Barang/Pengelola Ba.rang melaporkan pengakhiran KSP dan penycrahan 
objck KSP sebagaimana dimaksud pada ayat ( l] kepada Bupati paling lambat I 
[satu] bulan sctelah penyerahan. 

Pasal 153 
(1) Paling lambat 2 [dua] tahun sebelum jangka waktu KSP bcrakhir, mitra harus 

mclaporkan akan mcngakhiri KSP. 
(2) Berdasarkan laporan sebagairnana dimaksud pada ayar (!), Bupati atau Pengelola 

Barang meminta auditor independen/aparal pengawasan intern pemerintah untuk 
melakukan audit atas pelaksanaan KSP. 

(3) Auditor i.ndcpcndcn/ aparat pcngawasan int.em pemerintah sebagairnana dimaksud 
pada ayat (2) menyampaikan hasil audit kepada Bupati, Pengelola Barang, 

dan/ atau Pengguna Barang. 
(4) Bupati, Pengelola Barang. dan/atau Pengguna Barang menyampaikan hasil audit 

sebagaimana dirnaksud pada ayat (3) kepada mltra KSP. 
(5) Mitra KSP menindaklanjuti hasil audit sebagaimana dimaksucl pada ayat (4) dan 

rnelaporkannya kepada Bupati, Pengelola Barang, dan/atau Pengguna Baro.ng. 
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b. tldak membayar pembagian keunrungan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut 
sesuai pcrjanjian KSP; atau 

c. tidak memenulu kewajiban selain sebagaimana dirnaksud pada huruf a dan 

hurur b sebagaimana tertuang dalam perjanjian KSP. 
(3) Pengakhiran KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh: 

a. Bupati, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang; alau 

b. Pengelola Barang, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengguna 
Barang. 

(4) Pengakhiran KSP scbagaimana dlmaksud pada ayac (3) dilakukan secara tertulis. 



Pasal 158 

(l) lnisiaur' Bupati terhadap KSP aeas barang milik daerah aebagaimana dimaksud 

Pasal 157 

KSP atas barang milik daerah yang berada pada Pcngclola Barang dapat dilakukan 
berdasarkan: 

a. inisiatif Bupari; atau 
b. permohonan dari pih.ak lain. 

Pasal 156 
Tahapan pelaksanaan KSP atas barang milik dacrah yang berada pada Pengelola 
Barang mcliputi: 
a. inisiatiC atau permohonan: 
b. penelitian administrasi; 
c. pembentukan Tim dan peniJaian; 

d. perhirungan 1x-.""1J'W1 penerimaan daerah dari KSP berupa kontribusi Letap dan 
perscntase pembagian kcuntungan; 

e. pernilihan mitra; 

f. penerbitan keputusan; 
g, penandaranganan perjanj ian; dan 
h. pelaksanaan. 

Paragraf LO 

Tata Cara Pelaksanaan KSP Barang M iJik Daerah 
Yang Bcrada Pada Pengelola Barang 
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(2) Apabila mitra KSP tidak melaksanakan ieguran sebagaimana dimaksud pada ayat 

( l) dalam jangka waktu 30 (ciga puluh) hari kalender sejak diterbitkan tegumn 
tertulis pertarna, Bupati atau Pengelola Barang menerbitkan teguran terculis 
kedua, 

(3) Apabila mitra KSP tidak melaksanakan teguran kedua sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak duerbitkan 
teguran tertulis kedua, Bupati atau Pengelola Barang menerbilkan teguran tertulis 
kedga yang merupa.kan teguran terakhir. 

(4) Apabila mitra KSP tidak mclaksanakan t.eguran ketiga sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) dalarn jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender scjak dlierbitkan 
teguran tertulis ketiga. Bupari atau Pcngelola Barang menerbukan surat 
pengakhiran KSP. 

(5) Mitra KSP harus mcnycrahkan objek KSP kepada Bupati atau Pengelola Barang 
dalam jangka wakru paling lama 30 (tiga puluh} hari seteleh menerima surat 
pengakhiran KSP sobagaimana dimaksud pada ayat (4). 



11) Dalam ha! barang milik daerah dapai clila.kukan KSP scbagairnana dirnaksud da.lam 
Pasal 161, maka Bupati membentuk 'l'im KSP. 

(2) Tim KSP berrugas: 

Pasal 16 l 
Apabila hasil penelitian administrasi scbagaimana dunaksud dalam PasaJ 160. barang 

milik daerah dapat dilakukan KSP. Bupati: 
a. membentuk Tim KSP; dan 
b. menugaskan Penilai melalui Pengelola Barang unluk melakukan penilaian barang 

milik daerah yang akan dilakukan KSP guna mengctahui nilai wajar atas barang 
milik dacrah bcrsangkutan. 

Pasal 160 
(I) Pengeloln Barang rnclakukan pcnelitiao administrasi atas dokumen barang milik 

daerah yang akan dilakukan KSP. 
(2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi; 

a. bukti kepemilikan a tau dokumen yang dipersamakan: 
b. dokumen pengelolaan barang milik daerab; dan 
c. dokumen penatausahaan barang milik daerah. 

Pasal 159 
(1) Permohonan dari Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 huruf b, 

diuaulkan kepada Bupati. 
(2) Permohonan sebegalmana dimaksud pada ayat ( l) paling sedikit memuat: 

a. latar belakang permohonan; 
b. rencana peruntukan KSP; 
c. jangka waktu KSP; dan 

d. usulan bcsaran pcnerimaan daerah dari KSP. 
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilengkapi dengan: 

a. data barang milik daerah yang direncanakan untuk dilakukan KSP; 
b. data pernohon KSP; 
c. proposal rcncana usaha KSP; dan 
d. informasi lainnya berkaitan dengan usulan KSP. 

(4) lnformasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, antara lain: 
a. Rencana Umum Tata Ruang Wilayah dan peoataan kota: dan 

b. bukti kepernilikan atau dokumen yang dipersarnakan. 
(5) Kelengkapan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat {4) tidak diberlakukan 

untuk KSP dalam rangka mengoperasionalkan barang milik daerah. 
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dalam Pasal 157 huruf a, dituangkan dalam bcntuk rekornendasi KSP barang milik 

daerah. 
(2) Tnisiatif Bupati sebagaimana dimaksud pads ayat (1) dapat berasal dan rcncana 

kebutuhan yang disampaikan oleb Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang. 



Pasal 168 

(1) Mitra KSP harus rnelaksanakan KSP scbagaimana ditentukan dalam perjanjian 

KSP. 
(2) Apabiln KSP dilakukan bukan datam rangka mengoperasionalkan barang milik 

daerah, maka pada saat pembangunan selesai dilaksanakan, mitra KSP wajib: 
a. menyerahkan bangunan hasil KSP beserta fasilitasnya yang merupakan bagian 

dari kontribusi tctap dan pembagian keunrungan sebagaimana. dimaksud dalarn 

Pasal 142 ayat (5); 
b. dapat langsung mengopera.sionalkan hasil KSP yang dibangun sesuai dengan 

pcrjanjian KSP. 

Pasal 167 

(l) Berdasarkan keputusan pelaksanaan KSP sebagaimana dimaksud Pasal 166, para 
pihak sebagaimana dirnaksud dalam pasal 141 ayat (I) menandatangani Perjanjian 
KSP dilakukan paling lambat l (satu) tahun terhitung sejak tanggal berlaku 

keputusan pelaksanaan KSP. 
(2) Apabila dalam jangka waktu I (satu) tahun scjak keputusan pelaksanaan KSP 

ditetapkan tidak ditindaklanjuti dcngan pcnandatanganan pcrjanjian KSP, 

keputusan pclaksanaan KSP sebagairnana dimaksud dalam Pasal 166 dmyatakan 
tidak berlaku, 

(3) Penandatanganan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 
setelah mitra KSP mcnunjukkan bukti pembayaran kontribusi tetap tabun 

pertama. 

Pasal 166 
(I) Bupati menerbitkan keputusan pelaksanaan KSP. 
(2) Kepuuisan pelaksanaan KSP sebagaimana dimaksud pada ayal ( I) paling sedikit 

mernuat: 
a objck KSP; 
b. perunuikan KSP; 
c. pcnerimaan deerab dari KSP~ 
d. identitas rnitra KSP; dan 
e. jangka waktu KSP. 

Pasal 165 

PemiHhan mitra KSP dilakukan oleh panitia pcmilihan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 48 berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pass I 4 7 sampai 

dengan Pasal 73. 
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dimaksud pada ayat (1) dijadikan nilai limit tercndah dalam pelaksanaan pcmilihan 

mitra KSP. 



Pasal 170 
( LI Pennohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 huruf a diajukan oleh 

Pengguna Ba rang untuk memperoleh persctujuan dari Pengelola Barang. 
(2) Permobonan sebagaimana clirnaksud pada ayat ( l) paling sedikit memuat: 

a. latar bclakang permohonan; 
b. rencana peruntukan KSP; 

c. jangka waktu KSP: dan 
d. usulan bcsaran penerimaan daerah dari KSP. 

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada aynt (1) dilcngkapi dengan: 

a. data calon mitra KSP; 
b. proposal rencnna usnha KSP; 
c. data barang milik daerah yang akan clijadikan objek KSP; dan 

d. surat pemyataan dari Pengguna Barang. 
(4) Surat pernyataan dari Pengguna Barang sebagaimana clirnaksud pada ayat (3) 

buruf d menegaskan bahwa: 
a. Barang milik daerah yang akan menjacli objek KSP udak sedang digunakan 

dalam rangka pcnyeleoggaraan tugas dan fungsi SKPD; dan 
b. Pelaksanaan KSP barang mllik daerah tidak akan mengganggu pelaksaoaan 

tugas dan ruogsi SKPD. 
(5) Dalam bal Pengguna Barang mengusulkan penctapan mitra KSP melalui 

mekanisme penunjukan langsung sebagaimana dimaksud dalrun Pasal 132 ayat 
(4), maka pengajuan permobonan dari Pengguna Barang kepada Pengelola Barang 

sebagaimana dimaksud pada ayat (I) disertai data calon mitra KSP. 

a. permohonan; 
b. penclitian administrasi; 
c. pembcntukan Tim dan pcnilaian; 
d. perhitungan bcsaran kontribusi dan persentase pembagian kcuntungan; 

e. persetujuan; 
f. pemilihan mitra; 
g. penerbitan keputusan; 
h. pcnandatanganan perjanjian; dan 
i. pelaksanaan. 

Paw 169 
Tahapan pelaksanaan KSP atas barang milik daerah yang berada pada Pengguna 

Barang meliputi: 

Tata Cara Pelal<sanaan KSP Barang Milik Daerah 
Yang Berada Pada Pengguna Barang 
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Pasal 172 
Ketentuan pelaksanaan KSP barang milik dacrah yang berada pada Pengelola Barang 
sebagaimana di.maksud dalam Pasal 156 sampai dengan Pasal 168 mutatis mutandis 

Pasal 171 
(1) Persctujuan atas permohonan KSP scbagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat 

{l) diberikan olch Pcngclola Ba.rang berdasarkan laporan panitia pemilihan mitra 
dan laporan Tim KSP dengan mempertimbangkan basil penilaian. 

(2) Apabila Pengelola Barang tidak menyetujui permohonan KSP tersebut, Pengelola 
Barang memberitahukan kepada Pcngguna Barang discrta.i dengan alasan. 

(3) Pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilakukan oleh 

Pengelola Barang dengan mencrbitkan surat persetujuan. 
(4) Surat Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat: 

a. objek KSP; 
b. peruntukan KSP; 
c. nilai barang milik daerah yang menjadi objek KSP sebagai besaran nilai 

investasi pemerintah; 
d. minimal besaran kontribusi tetap; 
e. minimal persentasc pembagian keuntungan: dan 

t. jangka waktu KSP. 
(5) Berdasarkan Surat Persetujuan KSP scbagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati 

rnenetapkan keputusan pelaksanaan KSP. 
(6) Berdasarkan keputusan pelaksanaan KSP scbagaimana dimaksud pada ayat (5), 

para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (I) menandatangani 
perjanjian KSP dilakukan paling lambat I (satu) tahun terhitung sejak tanggal 

berlaku keputusan pelaksanaan KSP. 
(7) Surat persetujuan KSP dari Pengelola Barang dinyatakan tidak berlaku apabila 

dalam jangka waktu I [satu] tahun sejak ditetapkan tidak ditindaklanjuti dengan 
penandatanganan surat perjanjian KSP. 

(8) Penandatanganan pcrjanjian sebagaimana dirnaksud pada ayat (6), dilakukan 
setelah mitra KSP menunjukkan bukti pembayaran kontribusi tetap tahun 

pertama. 

b. alamat: 
c. Nomor Pokok Wajib Pajak; 
d. bentuk kelcmbagaan, jenis kegiatan usana, rotokopi Surat lzin Usaha/Tanda 

lzin Usaha atau yang sejenis, untuk calon mltra KSP yang berbentuk badan 

hukum/badan usaha. 

a. nama; 

72 

(6) Data calon mitra KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi: 



Pasal 174 
( I) Dalam rangka rnenentukan kelayakan pcrpanjangan jangka waktu pelaksanaan 

KSP sebagaim.ana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (3), Bupati melalui Pengelola 
Barang dapat mcnugaskan penilai atau pihak yang berkompeten unruk melakukan 

analisis kelayakan perpanjangan pelaksanaan KSP. 
(2) Penilai atau pihak yang berkompeten sebagaimana dimaksud pada ayat (JI 

menyampaikan laporan analisls kelayakan perpanjangan yang merupakan hasil 
pclaksanaan tugas kepada Bupati melalui Pengelola Barang. 

(3) Tim KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal l 73 ayat (5) menyampaikan laporan 
hasil petaksanaan tugas kepada Bupati melalui Pengelola Barang. 

(41 Apabila laporan basil pelaksanaan tugas Tim KSP sebagaimana dimaksud pada 

(3) Bupati menelil.i permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (!), serta 
mengevaluasi kelayakan pcrpanjangan pclaksanaan KSP yang telah berlangsung. 

(4) Apabila bcrdasarkan basil pcnelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati 
menyetujui usulan perpanjangan jangka waktu KSP, make Bupati: 
a. mcmbentuk Tim KSP; dan 

b. menugaskan penilai unruk melakukan penghitungan niJai barang mUik daerab 
yang akan dijadikan objek KSP, besaran kontribusi tetap, dan persemase 
pembagian keuntungan KSP. 

(5) Tugas Tim KSP sebagalmana dimaksud pada ayat (4) huruf a antara lain: 
a. m.enyiapkan perjanjian pcrpanjangan KSP; 

b. mcngbitung besaran kontribusi tetap dan persentase pembagian keuntungan 
KSP berdasarkan dan/atau dengan mempertimbangkan hasil Penilaian; dan 

c. melaksanakan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Bupati. 

Pasal 173 

(I) Permohonan perpanjangan jangka waktu KSP atas barang milik daerah yang 
bcrada pada Pengelola Barang diajukan oleh mitra KSP kepada Bupati paling 

lambat 2 (dual tahun sebelum berakhirnya jangka waktu KSP. 
(2) Permohonan scbagaimana dimaksud ayat ( I] dilampiri: 

a. proposal perpanjangan KSP; 
b. data dan kondisi objek KSP: dan 

c. bukti penyetoran kontribuai tetap dan pernbagian keuntungan dalam 5 [lima) 
tahun terakhir. 

Paragraf 12 

Perpa.njangan Jangka Waktu KSP Yang Berada 

Pada Pengetola Barang Dan Pcngguna Barang 
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berlaku untuk pelaksanaan KSP barang milik daerah yang bcrada pada Pcngguna 
Barang. 



Pasal 176 

(I) Pengguna Barang melak\lkan penelitian administrasi etas permohonan 
perpanjangan jangka waktu KSP yang disampaikan oleh mitra KSP sebcgaimana 
climaksud dalam Pasal 175 ayat ( 1). 

('2) Berdasarkan hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

Pengguna Barang mengajukan permohonao persetujuan perpanjangan jangka 
waktu KSP kepada Pengelola Barang. 

{3) Permohonan perpanjangan jangka waktu KSP sebagaimana climaksud pada ayat 
(2), dilampirkan: 
a. proposal perpanjangan KSP; 
b. data dan kondisi objek KSP; dan 
c. bukli penyctoran kontribusi tetap dan pembagia.n keuntungan dalam 5 (lima) 

tahun terakhir. 
(4) Apabila berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (l), 

Pengelola Barang menyetujui usulan pcrpanjangan jangka waktu KSP, maka 
Pengelola Barang: 
a. membentuk Tim KSP; dan 

b. menugaskan Penilai. 

Pasal 175 

(J) Pcrmohonan perpanjangan jangka waktu KSP atas barang milik dacrah yang 
berada pada Pengguna Barang diajukan oleh mitrn KSP kcpada Pcngguna Barang. 

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (I) dilampirkan: 
a. proposal perpanjangan KSP; 
b. data daa kondisi objek KSP; dan 

c. bukti penyetoran kontribusi tetap dan pcmbagian keuntungan dalam 5 (lima) 
rahun terakhir. 

ayat (3) menunjukkan bahwa perrnohonan perpanjangan jangka waktu KSP tidak 

dapat clisetujui, Bupati menerbitkan surat penolakan perpanjangan jangka waktu 

KSP yang ditujukan kepada mltra KSP disertai dengan alasan. 
(5) Apabila laporan hasil pelaksanaan tugas Tim KSP sebagaimana climaksud pada 

ayat (3) menunjukkan bahwa permohonan perpanjangan jangka waktu KSP dapat 

disetujui, Bupati menerbitkan surat persetujuan perpanjangan jangka wak:tu KSP 
yang ditujukan kcpada mitra KSP. 

(6) Berdasarkan surat persetujuan perpanjangan jangka waktu KSP sebagaimana 
dimaksud pada ayar (5), Tim KSP menyusun perjanjian perpanjangan jangka waktu 
KSP sekaligue menyiapkan hal-hal tcknis yang diperlukan. 

(7) Perpanjangan jangka waktu KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berlaku 
pada saat penandatanganan perjanjian KSP antara Bupati dcngan mitra KSP 

dilakukan. 

14 



Pasal 180 
(I) Dalam ha! Bupati atau Pengelota Ba rang tidak menyetujui pcrmohonan 

perpanjangan jangka waktu KSP, objek KSP beserta sarana berikut fasilitasnya 

diserahkan kepada Bupati atau Pengelola Barang pada saat berakhirnya jangka 

Pasal J 79 

(1) Oalam rangka menenrukan kelayakan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan 

KSP atas permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175, 
Pengelola Barang dapat menugaskan penilai atau pihak yang bcrkompetcn untuk 
rnelakukan analisis kelayakan perpanjangan pelaksanaan KSP. 

12) Perpanjangan jangka waktu KSP berlaku pada saat penandatanganan pcrjanjian 
KSP antara Pcngelola Barang deogan mitra KSP dilakukan. 

Pasa.1 178 
(1) Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayar (4) huruf b bertugas 

melakukan penghitungan nilai barang milik daerah yang akan dijadikan objek KSP, 

besaran kontribusi tetap dan persentase pcmbagian keuntuogan KSP. 
(21 Penila.i sebagaimana dimaksud pad a ayar. ( l) menyampaikan laporan penilaian yang 

merupakan basil pelaksanaan tugas kepada Pcngelola Barang. 

Pasal 177 
(1) 1'im K,.<;P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (4) huruf a bertugas antara 

Jain: 
a. rnenyiapkan perjanjian perpanjangan KSP; 
b. menghitung besaran kontribusi ietap dan persentase pembagian keunrungan 

KSP berdasarkan dan/ atau dengan mempertimbangkan hasil penilaian; 
c. metaksanakan kegiatan lain yang dirugaskan oleh Pengelola Barang. 

(2) Tim KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (I) menyampaikan laporan pelaksanaan 

rugas kepada Pengelola Barang. 
(3) Apabila hasil pelaksanaan tugas Tim KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

menunjukkan bahwa permohonan perpanjangan jangka waktu KSP tidak dapat 
disctujui, Pcngelola Barang mcnerbitkan surat penolakan perpanjangan jangka 
waktu KSP yang ditujukan kepada mitra KSP disertai dengan alasan, 

(4) Apabila hasil pclaksanaan tugas Tim KSP sebagaimana. dimaksud pada ayat (2) 

menunjukkan bahwa permohonan perpanjangan jangka waktu KSP dapat 

disetujui, Pengelola Barang mcncrbitkan surat persetujuan perpanjangan jangka 

waktu KSP yang ditujukan kepada mitra KSP. 
(5) Berdasarkan persetuiuan perpanjangan jangka waktu KSP scbagaimana dimaksud 

pada ayat (4), 1'im KSP mcnyusun perjanjian perpanjangan jangka waktu KSP 
sckaligus mcnyiapkan hal-hal teknis yang diperlukan. 

7S 



Pasal 182 

(1) Penetapan status Penggunaan barang milik daerah sebagai hasil dari peiaksanaan 

BGS/BSO dilaksanakan olch Bupati, dalam rangka penyclcnggaraan tugas dan 
Iungsi SKPD tcrkait, 

(2) Hasil pclaksanaan BOS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat {]) adalah 
bangunan beserta fasilitas yang telah diserahkan oleh mirra setelah berakhimya 
jangka waktu yang diperjanjikan untuk BOS atau setelah selesainya pembangunan 

untuk BSG. 

Pasal 181 
( I) BOS/BSO barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan: 

a. Pengguna Barang memerlukan bangunan dan fasilitas bagi pcnyclcaggaraan 
perneriruahan dacrah untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangka 
penyelenggaraan tugas dan fungsi; dan 

b. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalarn APBD untuk penyediaan 
bangunan dan fasilitas tersebut, 

(2) Bangunan dan rasiliLasnya yang mcnjadi bagian dari basil pelaksanaan BGS/BSO 
harus dliengkapi dengan lzin Mcndirikan Bangunan {IMB) atas nama pcmerinta.h 
daerah, 

(3) Biaya persiapan BOS/BSO yang dikeluarkan Pengelola Barang atau Pengguna 
Barang sampai dengan penunjulcan mhra BGS/BSO dibebankan pada APBD. 

(4) Biaya persiapan 80$/BSG yang Lerjadi S(:telah dilotapkannya mitra BGS/BSG dan 

biaya pelaksanaan BGS/BSG mcnjadi beban mitra yang bersangkutan. 
(S) Pencrimaan hasil pclaksanaan BOS/BSO merupakan penerimaan daerah yang 

wajib disetorkan selurubnya ke rekening Kas Umum Daerah, 

(6) BGS/BSO barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (11 dilaksanakan 
olch Pengelola Barang setelah mendapat perseruiuan Bupatl. 

Paragraf l 

Prinsip Umum 

Bagian Kedelapan 

BOSdan BSO 

16 
waktu KSP sebagaimana diatur daJam pcrjanjian KSP. 

(2) Penyerahan objek KSP beserta sarana dan prasarananya sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1), dilakukan dengan Berlta Acara Serah Terima antara mitra KSP 
dengan: 

a. Bupati, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang; atau 
b. Pengelola Barang, untuk barang milik dacrab yang berada pada Pengguna 

Barang. 



(l) Objek BOS/BSG mcliputi: 

a. barang milik daerah bcrupa tanah yang berada pada Pengelola Barang; atau 
b. barang milik dacrah berupa tanah yang berada pada Pcngguna Barang. 

(2) Dalam ha! barang milik daerah berupa tanah yang status pengguneannya bcrada 
pada Pcngguna Sarang sebagaimana dimaksud pada ayat (JJ huruf b telab 
direneanakan untuk penyelenggaraan tugas dan fuogsi Pcngguna Barang yang 

Pasal 185 

Paragraf 3 

Objck BGS/BSC 

Pasal 18~ 
( I j Pihak yang dapat melakukan BOS/BSG adalah Pengelola Barang. 
(2) Pihak yang dapat menjadi mitra BQS/BSG meliputi: 

a, Sadan Usaha Milik Negara; 
b. Sadan Usaha Milik Daerah: 
c. Swasta kecuali perorangan; dan/atau 
d. Sadan Hukum lainnya. 

-,, (3) Dalam hal mitra BOS/BSO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membentuk 
konsorsium, mitra BCS/SSG harus membentuk badan hukum Indonesia sebagai 
plhak yang bertindak untuk dan atas na.ma mitra BOS/BSG dalam perjanjian 
BCS/BSG. 

Paragraf2 

Pih.ak Pelaksana 

Pasa.l 183 
(1) Mitra BOS atau mitra BSO yang telah dltetapkan, selama jangka waktu 

pcngoperasian: 

a. wajib membayar kontribusi ke rekening Kas Umum Daerah setiap tahun sesuai 
besaran yang telah ditetapkan; 

b. wajib memelihara objek BOS/BSO; dan 

c. dilarang meojaminkan, mcnggadaikan, atau memindahtangankan: 
I. tanah yang menjadi objek BGS/BSG; 

2. hasil BOS yang digunakao langsung untuk penyelenggaraan tugas dan 
fungsi Pemerintah Daerah; dan/atnu 

3. hasil BSO. 

(2) Mitra BGS barang milik daemh harus menyerahkan objek BOS kepada Bupati pada 
akhir jangka waktu pengoperasian, serelah dilakukan audit oleh aparat 
pengawasan intern pernerintah, 

n 



Pasal 187 

(!) Dalam pelaksanaan BGS/BSG, mitra BGS/BSG dapat melakukan perubahan 
dan/atau penambahan basil BGS/BSG. 

(2) Perubahan dan/atau pcnambahan basil BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dapat dilakukan sesuai dcngan pcnyelenggaraan tugas clan fungsi 

pernerintah daerah dan/ atau untuk program-program nasional scsuai ketcntuan 
pcraturan perundang-undangan, 

(3) Pcrubahan dan/atau penambahan basil BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakuknn dengan cara addendum perjanjian BGS/BSG. 

(4) Addendum perjanjian BGS/ BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (3): 

a. tidak melebibi jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun; dan 
b. menghitung kembali bcsaran kontrlbusi yang ditetapkan bcrdasarkan hasil 

perhitungan Tim yang dibcntuk oleh Bupati. 
(5) Pcrubahan dan/atat1 penambahan hasil BGS/BSG scbagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dan ayat (2) dilaku.kan setelab memperoleb persetujuan Bupati, 

Pasal 186 

(1) Gedung, bangunan, sarana, dan fasllitasnya yang dia.dakan oleh mitra BGS/BSG 
merupakan basil BGS/BSG. 

(2) Sarana clan fasilitas hasil BGS/BSG sebagaimana dirnaksud pada ayaL (I), aruara 
lain: 
a, pera.latan dan mesin; 
b. jalan, irlgasi don jarlngan; 
c. aset retap lainnya; clan 

d. aset lainnya. 
(3) Gedung, bangunan, sarans dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

menjadi barang milik daerah sejak diserahkan kepada pernerintah daerah sesuai 
perjanjian atau pada saat berakhimya pcrjanjian. 

Paragraf 4 
Hasil BGS/BSG 

bersaogkutan. BGS/BSG dapat dilakukan setelah terlebih dahulu diserahkan 
kepada Bupati. 

(3) BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dllaksanakan oleh Pengetola 

Barang dengan mengikutsertakan Pengguna Barang sesuai tugas dan fungsinya. 

(4) Keikutsertaan Pengguna Barang dalam pelaksanaan BGS/BSG, sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) adalah mulai dari tahap persiapan pembangunan, 
pelaksanaan pembangunan sampai dengan penyerahan hasil BGS/BSG. 

,. 



Pasal 192 
( I) Pelaksanaan BGS/BSG diruangkan dalam perjanjian. 
(21 Perjanjian BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat ( I) ditandatangani antara 

Bupati dengan rnitra BGS/BSG. 
(3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (I) sekurang-kurangnye memuat: 

a. dasar perjanjian; 
b. idcntitas para pihak yang tcrikat dalam perjanjian; 
c, objek BOS/BSG; 

d. hasil BGS/BSG: 
e. peruntukan BGS/BSG; 
f. jangka waktu BGS/BSC; 

Psragraf 8 
Perjanjian BGS/BSG 

Pasal 191 
(1) Jangka wakru BGS/BSG paling lama 30 (tiga puluh) tnhun sejak perjanjian 

ditandatangani. 
(2) Jangka wakru BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) banya berlaku 

untuk l (satu) kali perjanjian dan tidak dapat dilakukan perpanjangan. 

Paragraf7 
Jangka Waktu BOS/BSG 

Pasal 190 
Hasil pemilihan mitra BGS/BSG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 dttetapkan 
oleh Bupati. 

Pasal 189 

(I) Pcmilihan mitra BOS/BSO dilakukan melalui Tender. 
(2) Tender sebagaimana d.imaksud pada ayat (I), dilakukan dengan mekanismc 

scbagaimana dimaksud dalam Pasal 56 sampai dcngan 73. 

Paragraf 6 
Pemilfhan Dan Penetapan Mil.ta BCS/BSG 

Pasal 188 
BGS/BSG barang milik daerah dilaksanakan dengan bentuk: 

a. BGS/BSG barang milik daerah atas tanah yang berada pada Pengelola Barang; dan 
b. BOS/BSC barang milik daerah atas tanah yang berada pada Pengguna Barang. 

Paragraf 5 
Bcntuk BGS/BSG 
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Pasal 194 
{I) Besaran kontribusi tabunan merupakan hasil perkalian dari besaran persentasc 

kontribusi tabunan dengan nilai wajar barang milik dacrah yang akan dilakukan 
BGS/BSG. 

(2) Besaran persentase kontribusi tahunan sebagaimana climaksud pada ayat (1) 
ditetapkan oleh Bupati berdasarkan perhitungan Penilai, 

(3) Nilai wajar barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (I) ditentukan 
berdasarkan hasil penilaian oleh Penilai Pemerintab atau Penila.i Publik yang 
ditetapkan oleh Bupati. 

(4) Dalam ha! nilai barang mililc daemh berbeda dengan nilai wajar hasil penilaian 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BOS/BSO barang milik daerah 
menggunaka.n nilai wajar hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 

Pasal 193 
{I) Mitra wajib membayar kontribusi tahunan melalui pcnyetoran ke Rekening Kas 

Umum Daemh sebagai penerimann daerah dari pelaksanaan BOS/BSG. 
(2) Besaran kontribusi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dihitung oleh 

Tim yang dibentuk oleb Bupati. 

Paragra_f 9 

Kontribusi Tahunan, Hasil BOS/BSO Yang Digunakan Langsung Untuk Tugae Dan 
Fungsi Pemerintah Daerah, Penghitungan Dan Pembayarannya 

M) 

g. besaran kontribusi tahunan serta mekanisme pembayaraonya; 
h. besaran basil BGS/ BSG yang digunakan langsung untuk tugas dan fungsi 

Pengelola Barang/Pengguna Barang; 

i. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjinn; 

J. ketentuan meagenai berakhimya BGS/BSG; 
k. sanksi; 
I. penyelesaian perselisihan: dan 
m, persyaratan lain yang dianggap perlu. 

(4) Pcrjanjian BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam 

bentuk Akta Notaris. 
(5) Penandatanganan perjanjian BGS/BSG dilakukan setclab mitra BGS/BSG 

menyampaikan bukti setor pembayaran kontribusi tahunan pertarna kepada 
pcmerint.ah daerah, 

(6) Bukti sctor pembayaran kontribusi tabunan pertama sebagaimana dimaksud pada 
ayat (5) mcrupakan salah satu dokumen pada lampiran yang mcnjadi bagian tidak 

lerpisahkan dari pcrjanjian BOS/BSO. 



Pasal 197 
(l) Dalamjangka waktu pengoperasian BGS/BSG, paling sedikit IOo/o [sepuluh persen] 

dari basil BOS/BSG harus digunakan langsung olch Pengguna Barang untuk 
penyelenggaraan cugas dan fungsi pemerintahan. 

(2) Besaran hasil BOS/BSG yang digunakan langsung sebagaimana dimaksud pada 
ayat fl), ditetapkan oleh Bupall berdasarkan basil pcrhitungan yang dilakukan 
rekomendasi oleh Tim yang dibcntuk olch Bupati. 

(3) Penyerahan bagian hasil BGS/BSG yang digunakan langsung sebagaimana 
dimaksud pada ayal (l), dilakukan sesuai dcngan waktu yang ditentukan dalam 
perjanjian BGS/BSG. 

(4) Penetapan penggunaan barang milik dacrah basil BGS/BSG yang drgunakan 
langsung sebagaimana dimaksud pad a ayat (1), dilakukan oleh Bupati. 

Pasal 196 
(!) Pembayaran kontribusi tahunan pertama ke Rekening Kas Umum Oaerab oleb 

mitre. BGS/BSG harus dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum 
penandatanganen pcrjanjian BOS/BSG. 

(2) Pembayaran kontribusi tahunan tahun berikutnya ke Rekening Kas Umum Daerah 
hams dila.kukan sesuai dengan tanggaJ yang ditetapken dalam perjanjian. 

(3) Pcmbayaran kontribusi tahunan pada akhir tahun perjanjian dibayarkan paling 
lambat 6 (enrun) bulan sebelum perjanjian berakbir. 

(4) Pembayaran kontribusi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) clan ayat (2) 
dibuktikan dengan bukti setor. 
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Pasal 195 
(11 Besaran kontribusi tahunan pelaksanaan BGS/BSG dapat meningkat setiap tahun 

dari yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 ayat (~). 

(2) Peningkat.an sebagaimana dimaksud pada ayat ( II dihitung berdasarkan kontribusi 
tahunan tahun pertama dengan memperhatikan ungkat inOasL 

(3) Besaran kontribusi tahunan ditetapkan dalam persetujuan pelaksanaan BGS/BSG 
dan dituangkan dalam pcrjanjian. 

(4) DaJam hal usulan besamn kontribusi tahunan yang diajukan olch calon mitra 
BGS/ BSG lebih besar dari hasil perhitungan yang dilakukan oleh Penilai 
Pemerintah, besaran kontribusi tahunan yang ditetapkan dalam persetujuan 

pelaksanaan BGS/BSG dan yang dituangkan dalam perjanjian adalah sebesar 
usulan besaran kontribusi tahunan dari calon mitra BGS/BSG. 



Pasal 199 

(I) Pengakhiran perjanjian BOS/BSO secara sepihak oleh Bupati sebagaimana 
dirnaksud dalam Pa"8.l J 98 ayat ( l) huruf b, dilaksanakan dengan tahapan: 
a. Bupati menerbitkan teguran tertulis pertama kepada mitra BOS/ BSG; 
b. dalam haJ mitra BGS/BSG Lidak melaksanakan teguran dalarn jangka waktu 30 

(tiga puluh) hari kalender sejak diterbit.ka.n teguran t.ertulis pertama, Bupati 
mcncrbitkan teguran tertulis kedua; 

c. dalam hal mitra BGS/BSG tidal< melaksanaka.n teguran kedua dalam jangka 
waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan teguran iertulis kedua, 
Bupati mcncrbitkan tcguran tertulis keuga yang rnerupakan teguran terakhir: 

dan 
d. dalam hal mitra BGS/BSG tidak melaksanakan teguran ketiga dalam jangka 

waktu 30 (tiga puluh) hari kalcnder sejak diterbitkan teguran tertulis ketiga, 

Bupati mcnerbitkan surat pcngakhiran BGS/BSG. 
(2) Setelah menerima surat pengakhiran BGS/BSG sebagaimana dimeksud pada ayat 

(1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari, mitra BGS/BSG wojib 

menyerahkan objek BGS/BSG kepada Bupati. 

(1) BOS/BSO berakhir dalam hal: 
a. berakhimya jangka waktu BOS/BSO sebagaimana tcrtuang dalam pcrjanjian 

BGS/BSG; 
b. pengakhiran perjanjian BGS/BSG secara sepihal< oleh Bupati: 
c. berakhirnya perjanjian BGS/ BSO: 

d. ketcntuan lain sesuai peraturan perundang-unda.ngan. 
(2) Pengakhiran BCS/BSG secara sepihak oleh Bupati scbagaimana dimaksud pada 

ayat (I) huruf b, dapat dila.kukan dalam hat mitra BOS/ BSG tidak memenuhi 
kewajiban sebagaimana tertuang dalrun perjanjian dan ketentuan dalam Peraturan 
Menteri ini, antara. lain: 

a. mitra BGS/BSG lerlambat membayar kontribusi tahunan sebanyak 3 (tiga) kali 
berturut-rurut; 

b. rnitra BGS/BSG tidak membayar kontribusi tahunan sebanyak 3 [tiga] kali 
berrurut-turut; atau 

c. mitra BOS/BSG belum mernulai pembangunan dan/atau tidak mcnyclesaikan 
pembangunan sesuai dengan perjanjian, kecuali dalam kcadaanforce majeure. 

(3) Pengakhiran BGS/BSO sebagaimana dimaksud pada o.yat (2) dapal dilakukaa oleh 
Bupati secara tertulis. 

Pasal 198 

,2 
Paragraf 10 

Beral<hirnya Jangka Waktu BGS/BSG 



Pasal 200 
Tahapan pelaksanaan BGS/ BSG atas barang nlilik dacrah yang bcrada pada Pengelola 

Barang, meliputi: 
a. inisiatif atau pcnnobonan; 
b. pcnclitian admlmetrasi: 

c. pembentukan Tim dan Penilaian: 
d. perhitungan besaran penerimaan daerah berupa kontribusi tahunan dan 

perscntase hasil BOS/BSO yang digunakan langsung untuk tugas dan fungsi 

peme:rintahan; 
e. pemilihan rnitra: 
t. penerbitan keputusan; 
g. pe.nandatanganan perjanjian; dan 
h. pelaksanaan, 

Pnragraf 11 

Tata Cara Pelaksanaan BGS/BSO 
Atas Barang Milik Daerab Berupa Tanah 

Vang Bereda Pnda Pengelola Barang 
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(3) Bupati meminta aparat pengawasan intern pemerintah untuk melakukan audit 
atas objek BGS/BSG yang diserahkao oleh mitra BGS/BSG. 

(4) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditujukan untu.k memeriksa: 
a. keseeuaian jumlah dan kondisi objek BGS/BSG antara yang akan diserahkan 

dengan perjanjian BGS/BSG: 
b. kesesuaian bangunan dan fasilitas hasil BOS/BSG antara yaog akan 

diserahkan dengan Perjanjian BGS/BSG; dan 
c. laporan pelaksanaan BGS/BSG. 

(5) Aparat pengawasan intern pernerintah melaporkan hasil audit kcpada Bupati 

dengan tcmbusan kcpada mitra BGS/BSG. 
(6) Mitra BGS/BSG mcnindaklanjuti seluruh hasil audit yang disampaikan oleh aparat 

pengawasan intern pemerintah dan mclaporkannya kepada Bupati. 
(7) Serah terima objek BOS/BSO dilakukan paling lambat pada saat berakhirnya 

jangka waktu BGS/BSO dan dituangkan dalam Serita Acara Serah Terima. 
(8) Mitre tetap berkewajiban menindaklanjuti hasil audit dalam ha.l terdapat hasil 

audit yang belum selesai ditindaklanjuti oleh mitre. setelah dilakukannya serah 

terima sebagaimana dimaksud pada ayat (7). 
(9) Pengakhiran sepihak BGS/BSG tidak menghilangkan kewajiban mitra BGS/BSO 

untuk mcrncnuhi kewaiibannya sebagaimana tertuang dalam pcrjanjian BGS/BSG. 



(2) Pengbitungan hasil BGS/BSG yang digunakan langsung unruk tugas dan fungsi 

pemerintahan, dilakukan olch Tim BGS/BSG. 
(3) Apabila dipcrlukan, Bupati mclalui Pengelola Barang dapat menugaskan Penilai 

untuk melakukan pcrhitungan hasil BGS/BSG yang digunakan langsung untuk 

tugas dan fungsi pemcrintaban. 
(4) Besaran kontrlbusi tahunan den basil BGS/BSG yang digunakan langsung untuk 

rugas dan Jungsi pemerinta.han merupakan nilai limit tercndah dalam pelaksanaan 

Pasal 204 
(1) Bcsaran kontribusi tahunan, dan persentase hasil BGS/BSG yang digunakan 

langsung unt-u.k tugas dan lungsi pemertntahan dihitung oleh Tim BGS/BSG 
berdasarkan dan/atau mempertimbangkan nilai wajar barang mitik daerah dan 
analisis dari Penilai, 

Pasal 203 
(1) Pennohonan dari pihak lain sebagaimana dimaksud daJam Pasal 201 huruf b, 

diusulkan kepada Bupati yang memuat: 

a. tatar belakang permohonan; 

b. rencana peruntukan BGS/BSG; 
c. jangka waklu BGS/BSG; dan 
d. usulan besaran kontrlbusi tahunan, 

(2) Pennohonan sebagaimana climaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan: 
a. data barang milik daerah yang diajukan untuk dilakukan BGS/BSO; 

b. data pemohon BOS/ BSG; 
c. proposal rencana usaha BGS/BSG; 
d. informasi lainnya berkaitan dcngan usulan BGS/BSG, antara lain informasi 

mengenai: 
t. Rencana Umum Tata Ruang Wilayab dan penataan kota; dan 
2. bukti kepctnilikan atau dokwnen yang dipersamakan, 

Pasal 202 
(1) Inisiatif Bupati atas BGS/BSG Barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 201 huruf a, dituangkan dalam bentuk rekomeodasi BGS/BSG barang milik 

daerah. 
(2) loisiatif Bupati eebagaimana dimaksud pada ayat (!) dapat bera.sal dari rencana 

kcbutuhan yang disarnpaikan oleh Pcngguna Barang. 

a. inisiatif Bupati; atau 
b. permohonan dari pihak lain. 

Pasal 201 
BGS/BSG atas barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang dapat 

dilakukan berdasarkan: 

84 



Pasal 207 
(I) Be.rang milik daerah berupa tanah yang berada pada Pcngguna Barang dapat 

dilakukan BGS/BSG berdasarkan: 
a. ini~iatif Pengguna Barang; atau 
b, permohonan dari pihak lain. 

(2) Inisiatif Pengguna Barang atas pelaksane.e.n BGS f BSG barang miJik dacrab 
sebagairnana dirnaksud pads ayat (1) huruf a, ciisampaikan dalam bentuk surat 
pcrmohone.n pelaksanaan BGS/BSG yang ditujukan kepada Bupati. 

(3) Permohonan dari pihak lain sebagaimana dimaksud pacla ayat (1) huruf b, 
disampaikan dalam bcntuk surai perrnohonan pelaksane.an BOS/BSG yang 
clitujukan kepada Pengguna Barang. 

(4) Pcrmohonan scbagaimana climaksud pada ayat (3) memuat antara lain: 

a. latar belakang permohonan; 

Paragraf 12 
Tara Cara Peleksanaan BGS/BSO 

Atas Berang Milik Deerah Berupa Tanah 
Yang Bcrada Pada Pengguna Barang 

Pasal 206 
Ketentuan mengenai pelaksanaan KSP barang milik daerah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasat 156 sampai dengan Passi 168 mutatis rnutandis berlaku untuk 
peleksanaan BGS/BSG yang berada pada Pengelola Barang. 

Pasal 205 
(1) Mitra BGS/BSG harus mclaksanakan pernbangunan gedung dan fasititasnya 

sesuai dengan yang telah ditentukan dalam perjanjian BGS/BSG. 
(2) Apabila mitra BGS/BSG telah selesai mclaksana.kan pcmbangunao gedung dan 

fasitltasnya sebagaimana dirnaksud pada ayat [I], maka: 
a. mitra menyerahkan hasil BGS/BSG yang digunakan langsung untuk 

penyelcnggare.an tugas clan Iungsi pemerinte.han sebagaimana duenrukan 
dalam perjanjian BSG/BGS; 

b. mitra dapat langsung mcngoperasionalkan hasil BGS yang dibangun sesuai 
dcngan pcrjanjian BOS; dan 

c. mitra mcnyerahkan hasil BSG kepada Bup,ui. 
(3) Hasil BSG sebagaimana climaksud pada ayal (2) huruf c merupakan ba.reng milik 

daerah. 

pemilihan mitra. 
(5) Besaran kontribusi tahunan dan hasil BGS/ BSG yang cligunakan Jangsung untuk 

rugas dan [ungsi pemerintahan sebagatmana dimaksud pada aya, (4) ditetapkan 

Bupati. 
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Pasal 208 
(l) Pengguna Barang mengajukan permohonan persctujuan BGS/BSG terhadap 

permohonan pihak Jain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 ayat (3) kepada 

Bupati, yang mcmuat: 
a. Latar belakang permohonan; 
b. rencana peruntukan BGS/ BSG; 
c. jangka waktu BGS/ BSG; 
d. usulan besaran kontribusi tahunan; dan 

e. usulan persentase hasil BGS/BSG yang digunakan Jangsung untuk tugas dan 
fungsi pemeriruahan. 

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada eyal ( l) disertai: 
a. data barang milik daerah yang diajukan unruk dilakukan BGS/BSG; 
b. data pemohon BGS/BSG; 

c. proposal BGS/BSG; 
d. data barang milik daerah yang akan dilakukan BGS/BSG; dan 

e. lnformasi Iainnya berkaitan dengan usulan BGS/BSG. 
(3) Data barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, 

menegaskan bahwa: 
a. barang milik dacrah yang akan dilakukan BGS/BSG lidak sedang digunakan 

, dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungei pokok SKPD/unit kena: dan 

b. pela.ksanaan BGS/BSO barang milik daerab lidak akan mengganggu 
pelaksanaan rugas dan fungsi SKPD. 

(4) lnforruasi lainnya yang berkaitan dengan usulan BGS/BSG sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf e, antara Lain informasi mcngcnai: 
a. Rencana Umum Tata Ruang Wilayah dan pcnataan kot.a; dan 
b. bukti kepemilikan atau dokumen yang dipersamakan. 

(5) Apabila permohonan BCS/BSO yang diajukan olch Pengguna Barang bukan 
berdasarkan permohonan dari pemohon BGS/BSG, maka pcrmohonan BGS/BSG 
kepada Bupati tidak perlu diserta.i data pemohon BGS/BSG sebagatmana 
dimaksud pada ayat (2) huruf b. 

(6) Berdasarkan permohonan Pengguna Barang scbagaimana dimaksud pada ayat (I) 
dan ayat (5), Pengelola Barang mclakukan penelitian administrasi alas barang milik 

daerah yang akan dilakukan BGS/BSG. 

b. rencana peruntukan BGS/BSG; 

c. jangka waktu BGS/BSG; 
d. usulan besaran kootribusi tahunan; dan 
e. usulan persentase hasil BGS/BSG yang digunakan Jangsung uotuk tugas dan 

fungsi pemerintahan. 
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Pasal 211 

KSPT atas barang mili.k daerah dilakukan dengan oerumbangan: 
a. dalarn rangka kepent.ingan umum dan/atau penyediaan infrastruktur guns 

mcndukung rugas dan rungs; pernerintahan: 
b, tidak tersedia atau lidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk penyediaan 

infrastruktur; dan 
c, termasuk dalarn dallar prioritas program penyediaan infrastruktur yang drtetapkan 

olch pcmcrintab. 

Paragra.f I 

Prinsip Umum 

Bagian Kesembilan 
KSPI 

Pasal 210 
(11 Penentuan rincian kebutuban bangunan dan fasilitas yang akan d.ibangun di atas 

objek BGS/BSG ditentukan Bupati berdasarkan pertimbangan bersama antara 
Penge.lola Barang dan Pengguna Barang. 

(2) Ketentuan pada pelaksanaan KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 sampai 

dengan Pasal 168 berlaku mutatis mutandis terhadap pelaksanaan BOS/BSG 
barang milik daerah atas tanah yang berada pada Pengguna Barang yang sudah 
diserahkan oleh Pengguna Barang kepada Bupati. 

Pasal 209 

(I) Berdasarkan basil pcnclitian administrasi scbagaimana d.imaksud dalam Pasal 208 
ayal (7), Bupati dapat memberikan persetujuao atau penolakan terhadap 

pennohonan BGS/BSO. 
(2) Apabila Bupati tidak menyetujui permohonan BOS/BSO, Bupati menerbitkan surat 

penolakan yang disampaikan kepada Pengguna Barang dengan disertai alasan. 
(3J Apabila Bupati menyetujui permohonan BGS/BSG, Bupati menerbitkan surat 

pereeruiuan. 
(4) Surat persctujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat persetujuan 

Bupati dan kewajiban Pengguna Barang untuk menyerahkan barang mihk daerah 
yang akan d.ijad.ikan sebagai objek BGS/BSG kepada Bupati. 

(5) Pcnycraban objek BGS/BSO kcpada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4), 
dituangkan dalam Berita Acara Serab Terima, 

(7) Pengelola Barang menyampaikan hasil penelitian sebegaimena dimaksud pada ayat 
(6) kepada Bupati. 
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(3) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah ba.dan usaha yang 
berbentuk: 
a. Perseroan Terbatas; 
b. Badan Usaha Milik Negara; 
e, Badan Usaha Milik Daerah: dan/atau 
d. Koperasi. 

Pasal 214 
(!) Pihak yang dapat melnksanakan KSPl adalah; 

a. Pengelola Barang, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengclola 

Barang; atau 
b. Pengguna Barang, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengguna 

Barang. 
(2) KSPI atas barang milik dacrah dilakukan antara pcmerin tab daerah dan badan 

usaha. 

Paragraf2 

Pihak Pelaksana KSPI Alas Barang Milik Daerah 

Pasal 213 
Jenis lnfrastruktur yang termasuk dalam daftar prioritas program penyecliaan 

infrastruktur sebagaimana climaksud dalam Pasal 211 huruf c sesuai dengan 
ketentuan perundang-undangan. 

Pasal 212 
(1) Kewajiban Mitra KSPI selamajangka waktu KSPI adalah: 

a. dilarang mcnjaminkan, mcnggadaikan, atau memindahtangankan batang milik 

daerah yang mcnjacli objek KSPI; 
b. wajib memelibara objek KSPl dan barang basil KSPI; dan 
c. dapat dibebankan pembagian kelebihan keuntungan scpanjang Lcrdapal 

kclebihan keuntungan yang diperoleh dari yang ditentukan pada saat perjanjian 
climulai (clawback). 

(2) Mitra KSPI harus menycrahkan objek KSPI dan barang basil KSPl kepada 

pemerintah daerah pada saat berakhlmya jangka waktu KSPI sesuai perjanjian. 
(3) Barnng basil KSPI sebagaimana clima.ksud pada ayat (2) mcnjacli barang mllik 

daerah sejak diserahkan kepada pemerintah daerah sesuai pcrjanjian. 
(4) Penetapan mitra KSPI clilaksanakan sesuai ketcntuan peraturan perundang 

undangan. 



Pasal 218 
(1) Perpanjangan jangka waktu KSPI atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud 

clalam Pasal .217 ayat (3) hanya dapat dilakukan apabila terjadi gouemment force 
majeure, seperti dampak kebijakan pemerintab yang discbabkan oleh terjadinya 
krisis ekonomi, politik, sosial, dan keamanan. 

(2) Perpanjangan jangka waktu KSPI atas barong milik daerah sebagaimaoa dimaksud 
pada ayat (I) diajukan pe.rmohonannya paling lama 6 (enam) bulan setelah 

gouemment force majeure terjadi. 

Pasal 217 
(I) Jangka waktu KSPI atas barang milik daerah paling lama 50 (lima pulub) tahun 

sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang. 

(2) Jangka waktu KSPI atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayal (I) 
ditetapkan oleh Bupati, 

(3) Jangka waktu KSPI atas barang milik dacrab dan pcrpanjangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam perjanjlan KSPI atas barang milik 
dacrah. 

Paragraf 5 
Jangka Waktu KSPJ 

( IJ Objek KSPT mellputi: 
a. barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang; atau 
b. barang milik daerah yang bernda pada Pengguna Barang, 

(2) Objek KSPJ atas barang rnilik daerah meliputi: 

a. tanah dan/atau bangunan; 
b. sebagian tanah dan/ atau bangunan yang masih diguna.ka.a; atau 
c. selain tanah danfatau bangunan. 

Pasal 216 

Paragraf 4 

Objek KSPJ 

Paragraf 3 
PJPK KSPI Atas Barang Milik Daerab 

Pasal 215 
(1) PJPK KSPI alas barang milik daerah adalah pihak yang ditunjuk dan/atau 

ditetapkan sebagai PJPK dalam rangka pelaksanaan kerja sama pemerintah daerah 
dengan badan usaha, 

(2) Pihak yang dapat ditunjuk dan ditetapkan sebagai PJPK sebagaimana dimaksud 
pada ayat (!) mempedomani ketentuan perturan perundang-undangan. 



Pasal 221 

(I) lnfrastruktur yang menjadi hasil kegiatan KSPI atas barang milik daerah berupa: 
a. bangunan konst-ruksi infrastruktur beserta sarana dan prasarana; 
b. pengembangan lnfrastruktur berupa penambahan dan/atau peningkatan 

tcrbadap kapasitas, kuantitas dan/atau kualitas infrastruktur; da.n/atau 
c. basil penyediaan infrastruktur berupa penambahan dan/atau pcningkatan 

terhadap kapasita.s, kuantitas dan/ a tau kualitas infrnstruktur lainnya. 
(2) Mitra KSPI menyerahkan infrastruktur yang rnenjadi basil kegiatan KSPI alas 

barang milik daerah sebagaimana dima.ksud pada ayal (1) sesuai perjanjian atau 
pada saat berakhirnya perja.njia.n. 

(3) Penyerahnn sebngaimana dima.ksud pada ayat (2) dila.kukan oleh mitra KSPI atas 

Paragn,f7 
Infrastruktur Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah 

Dala.m Rangka Penyediaan lnfrastrukur 

Pase.l 220 
(1) Formulasi dan/atau besaran pembagian kelebihan kcuntungan (clawbacl(j 

ditetapkan oleh Bupati. 
(2) Penetapan beearan pembagia.n kelebihan keuntungan (clawbac!<l sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan hasil kajian dari Tim 
KSPI yang dibentuk oleb Bupati. 

(3) Perhitungan pembagian kelebihan keuntungan {clawback) sebagaimana dima.ksud 
pada ayat (I) dilakukan dcngan mempcrtimbangkao a.ntara lain: 

a. oi1ai investasi pemerintab daerab; 
b. nilai invcstasi mitra KSPI: 
c. risiko yang clitanggung mitra. KSPI; dan 

d. karakteristik infrastruktur. 

Pasal 219 

(I) Hasil dari KSPI atas barang milik daerah tcrdiri atas: 
a. bara.ng hasil KSPI berupa infrastruktur beserta Iasilitasnya yang dibangun oleh 

mitra. KSPI; da.n 
b. pembagian atas kelebiban keuntungan yang diperoleh dari yang ditcntukan pada 

saat pcrjanjian dimula.i (elawback). 

(2) Pembagian atas kelebihan keuntungan sebagaima.na climaksud pada ayat (1) huruf 

b mcrupakan penerimaan pemerintah daerah yang barus clisetorkan kc rekening 

Ka.s Umum Oacrah. 
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Paragraf6 
Ha.sil KSPI Atas Sarang Milil< Oaerah 



Pasal 224 
(1) KSPI atas barang milik dacrah yang bcrada pada Pengclola Barang dapat dilakukan 

berdasarkan pennohonan dari Pengelola Barang yang disampaikan secara terlulis 
kepada Bupati. 

(2) Permohonao sebagasmana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya mcmuat 
data dan lnformasi mengenai: 
a. identitas PJPK, termasuk dasar penetapan/ pe.nunjukkannya; 
b. latar belakang permohonan; 
c, barang milik daerah yang diajukan untuk dilakukan KSPJ, antara lain jenis, 

nilal, dan kuantitas barang milik daerah; 

d. rencana pcruntukan KSPI; 

Pasal 223 
Tahapan pelaksanaan KSPI atas barang milil< daerah yang berada pada Pengelola 

Barang meliputi: 
a pcrmohonan; 
b. penelitian administrasi; 
c. pembentukan Tim dan penilaian; 
d. perhirungan besaran penerimaan daerah dari KSPI berupa pembagian kelebihan 

keuntungan (clawbackj; 

e. penerbitan kepurusan; 
f. penyerahan barang milik dacrah dari Bupati kcpada Penanggung Jawab proyek 

KSPJ; 
g. pemilihan mitra; 
h. penandatangsnan perjanjian; 

1. pclaksanaan; 
J, pengamanan dan pcmcliharaan; 
k. pembayaran bagian atas kelebihan keuntungan (clawbackj, jika ada; dan 
I. pcngakhiran. 

Paragraf 8 
Tata Cara Pelaksanaan KSPJ Atas Barang Milik Daerah 

Pada Pengelola Barang 

Pasal 222 
(11 PJPK menyerahkan barang milik daerah yang diterima dari mitra KSPI atas barang 

millk daerab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 221 ayat (3) kepada Bupati, 
(2) Barang hasil KSPJ atas barang milik daerab berupa infrastruktur beserta 

fasilitasnya menjadi barang miLik daerah sejak diserahkan kepada pemerintah 
daerah. 

barang milik daerah kepada PJPK. 
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Pasal 227 
(I) Tim KSPI sebagaimnna dimaksud dalam Pasal 226 ayat (2) huruf a bcrjumlah gasal 

dan bcranggotakan antara lain: 
a. Pengelola Barang; 
b. Perwakilan dari SKPD terkait; dan 
c. Perwakilan dari SKPD yang membidangi pengelolaan barang milik daerah, 

(2) Tugas Tim KSPI scbagaimana dimaksud pada ayat ( I) meliputi: 
a. melakukan kajian atas barang milik daerah yang diusulkan menjadi objek KSPl; 
b. melakukan kajian atas bcsaran penerimaan daerah dari KSPI, sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 219 ayal (I) hurufb; dan 
c. melaksanakan kcgiatan lain yang ditugaskan oleb Bupati. 

Pasal 226 
(t) Bupati mclakukan penelitian adminlstrasl atas permobonan KSPI yang diajukan 

oleb PJPK. 
(2) Apabila berdasarkan basil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) menunjukkan bahwa barang milik daerah dapat dilakukan KSPI, Bupati: 
a membentuk Tim KSPI; dan 
b. menugaskan Penilai untuk melakukan penilaian barang milik daerah yang 

akan dilakukan KSPI guna mengetahui nilai wajar atas barang milik daerah 

bersangkutan. 

Pasal 225 
(1) Permohonan scbagaimana dimaksud dalaro Pasal 224 ayat (2) dilengkapi dokumen 

pendukung berupa: 
a. proposal pra kelayakan studi (pra feasibility study} proyek KSPI; 
b. surat pemyataan kesediaan menjadi PJPK KSPI; dan 
c, surat kclayakan penyediaan infrastruktur dari Kementerian/Lembaga dan/atau 

Dinas Teknis sesuai kententuan peraturan perundang-undangan. 

(2) SuraL pemyat.aan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b paling sedikit 

memuat: 
a. data dan informasi mengenai PJPK KSPI; 
b, dasar penunjukan/penetapan; 
c. barang milik daerah yang direncanakan untuk dijadikan sebagai objek KSPI; 
d. kesediaan dan kesanggupan unruk menjadi PJPK KSPI; dan 
e. kcscdiaan melaksanakan proses KSPI sesuai dengan ketentuan peraruran 

perundang-undangan. 

e. jangka waktu KSPI; dan 
f. estimasi besaran pembagian kelebihan kcuntungan (clawback). 
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Pasal 230 
(1) Bupati menyera.hkan barang milik daerah yang rnenjadi objek KSPI kcpada PJPK 

penyediaan infrasLruktur berdasarkan keputusan sebagairnana dimaksud dalam 
Pasal 229 ayal(l). 

(2) Penyerahan objek KSPI sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dituangkan dalam 

Serita Acarn Serah Terima yang ditandatangani oleh Bupati dan PJPK penyediaan 
infrastruktur atas barang milik daerah, 

(3) Penyerahan objek KSPI kepada PJPK penyediaan iofrastruktur sebagaimana 
dimaksud pada ayat (l) hanya dalam rangka KSPI atas barang milik daerah dan 
bukan sebagai pengalihan kcpemilikan barang milik daerah. 

a. data barang milik daerah yang menjadi objek KSPI; 
b. peruntukan KSPI, termasuk kclompok/jenls infrastruktur; 

c. besaran pembagian kelebihan keuntungan (clawbackJ; 

d. jangka waktu KSPI atas barang milik dacrah; dan 
e. penunjukan PJPK KSPI atas barang milik daerah. 

(3) Salinan Keputusan KSPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampail<an kepada 

Pengelola Barang. 
(4) Apabilla pennohonan KSPI dianggap tidak layak, Bupati memberitahukan kepada 

pemobon disertai alasannya. 

Pa$al 229 
(I) Bupati menerbltkan Keputusan KSPI apablla permohonan KSPI dianggap layak, 

dcngan mcmpcrtimbangkan hasil pelaksanaan tugas Tim KSPJ. 
(2) Keputusan KSPJ scbagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya 

memuat: 

PasaJ 228 

(1) Pcrhitungan besaran pcmbagian kelebihan keuntungan jc/awback) dilakukan oleh 
Tim KSPI sesuai ketentuan sebagaimana d.imaksud dalam Pasal 220. 

(2) Bupati menetapkan besaran bagian Pcmcrintah dalam pcmbagian kelebihan 
keuntu.ngan jclawback) dengan mempertimbangkan perhitungan Tim KSPI 
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam surat persctujuan K$PI. 

(3) Besaran bagian pemerintah dacrah dalam pembagian kelebihan keuntungan 
(clawback) yang ditetapkan Bupati scbagaimana dimaksud pada ayat 12) 
dicantumkan dalam dokumen Lender. 

(4) Tim KSPI dapat meminta masukan kepada Penilai atau pihak yang berkornpeten 
dalam rangka pelaksanaan tugas. 
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(3) Segala biaya yang diperlukan dalam petaksanaan tugas Tim KSPI dibebankan pada 

APBD. 



Pasal 234 
(I) PJPK Penyediaan Jnfrastruktur melaporkan pelaksanaan penandatanganan 

perjanjian KSPJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 ayat (l) dan penycraban 
barang milik daerah kcpada mitra KSPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233 
ayat (1) kepada Bupati dengan melampirkan salinan pcrjanjian KSPI dan salinan 

Serita Acara Serah Tcrima . 
(2) Dalam hal jangka waktu sudab terlewati dan pcrjanjian belum ditandatangani, 

Keputusan KSPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 ayat (2) dinyatakan 

tidak berlaku. 
(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sepa.njang 

Jewat waktu tidak discbabkan oleh bal yang dilakukan oleb mitra KSPI, 
penandatanganan perjanjian dilakukan paling Jama 3 (tiga) tabun terhituog sejak 

berlakunya keputusan KSPJ atas barang milik daerah. 

Pasal 233 
( l) Berdasarkan perjanjian KSPJ scbagaimana dimaksud dalam Pasal 232 ayat ( l ), 

PJPK Penyediaan lnfrastrukrur menyerahkan barang milik daerah yang menjadi 
objek KSPI kcpada mitra KSPJ. 

(2) Penyerahan barang milik daerah yang menjadi objek KSPI sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dituangkan dalam Serita Acara Serah 1'crima yang ditandatangani 

olcb PJPK Penyediaan lnfrastruktur dan mitra KSPI. 
(3) Penyerahan barang milik dacrah yang menjadi objek KSPI sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) hanya dalam rangka pcmanfaatan barang milik daerab dan bukao 
sebagai pengalihao kcpcmilikan barang milik daerah, 

Pasal 232 
( 1) PJPK Penyedlaan lnfrastruktur menandatangani pcrjanjian KSPJ dengan mitra KSPI 

yang ditetapkan dari hasil tender. 
(2) Penendetangenan perjanjian KSPl dilakukan paling Lama 2 (dua) tahun Lerhitung 

sejak tanggal berlakunya Keputusan KSPI. 
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Pasal 231 
(1) PJPK penyediaan infrastrukturatas barang milik daerab menctapkan mitra KSPI 

berdasarkan basil tender dari proyek kerjasama sesuai dengan ketentuan 
peraturan pcrundang-undangan di bidang kerja sama pemerintah dalam 
pcnyediaan infrastruktur. 

(2) Penetapan mitra KSPJ dilaporkan oleh PJPK peoyediaan infrastruktur alas barang 
milik daerah kepada Bupati paling lama l (satu) bulan setelab tanggal ditetapkan. 



Pasal 238 

(1) Bagian pemerintah daerah atas pembagian kclebihan keuntungan (clawback) 

disetorkan oleh mitra KSPI ke rekening Kas Umum Oaerah paling lambat 31 maret, 

Pasal237 

(I) Mitra KSPI dilarang mendayegunakan barang milik daerah yang meojacli objek KSPI 
selain untuk peruntukan KSPI sesuai perjanjian. 

(2) Mitra KSPI dilarang menjaminkan atau menggadaikan barang milik daerah objek 
KSPI. 

Pasal 236 

(1) Mitro KSPI atas barang milik dacrah wajib melakukao pengamanan dan 

pcmeliharaan atas: 
a barang milik daerah yang mcnjadi objek KSPI; dan 

b. barang hasil KSPl atas bare.ng milik daerah berdasarkan perjanjian. 
(2) Pengamanan scbagairnana climaksud pada ayat (I) ditujukan untuk mencegah 

lerjadinya penurunan fungsi dan hilangnya barang milik daerah yang menjacli 
objek dan hasil KSPI atas barang milik daerab. 

(3) Pemelibaraan scbagaimana climaksud pada ayat (I) ditujukan untuk menjaga 
kondisi dan mcmperbaiki barang rnihk daerah yang menjadi objek KSPI dan hasil 
KSPI atas barang milik daerah agar selalu dalam keadaan baik dan siap untuk 
digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. 

(4) Perbaikan barang milik daerah sebagalmana dimaksud pada ayat (3) harus sudah 
setesal dilaksanakan paling lam bat pada saat berakhimya jangka waktu KSPI. 

(5) Seluruh biaya pcngamanan dan perneliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(I) menjadi bcbao mitra KSPJ. 

Pasal 235 
(1) Perjanjian KSPI ates barang milik daerah sekumng-kurengnya memuat: 

a. dasar perjanjian; 

b. idcntitas para pihak; 
c. barang milik daerah yang mcnjad.i objek pemanfaatan; 
cl peruntukan pemanfaatan; 

e. hak dan kcwajiban; 
f. jangka waktu pemanfaaten; 
g. besaran penerirnaan serta mekanisme pembsyaran: 
h. ketentuan mengenai berakhimya pemanfaatan; 
1. sanksi: dan 
j. penyelesaian perseUsiban. 

(2) Pcrjaojian KSPI aras barang milik daerab sebagaimaoa cli.maksud pada ayat (J) 

dituangkan dalam bentuk Akta Notaris. 
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Pasal 241 
( l) Pcngakhiran perjanjian KSPI secara sepihak oleh Bupati sebagalmana dimaksud 

dalam Passi 240, diawali dengan penerbitan reguran tertulis pertama kepada milra 
KSPI oleb Bupati. 

(2) Apabila mitra KSPI tidak melaksanakan teguran pertama sebagaimana dimaksud 
pada ayat (I) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari scjak teguran tertulis 
pcrtarna diterbitkan, Bupati menerbitkan teguran lcrtuUs kedua. 

(3) Apabila mitra KSPI tidak melaksanaka.n teguran kedua sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak teguran tertulis kedua 
diterbitkan, Bupati mencrbitkan teguran tcrtulis ketiga yang merupakan teguran 
terakhir. 

(4) Apabila mitra KSPI tidak rnclaksanakan teguran ketiga sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) dalam jangka waktu 30 [tiga puluh) hari sejak teguran tertulis ketiga 

diterbitkan, Bupati menerbitkan surat pengakhiran KSPI. 

Pasal 240 
(1) Pengakhiran secara sepihak oleh Bupati sebagaimana dimnksud dalrun Pasal 239 

huruf b, dapat dilakukan dalam hal mitra KSPI atas barang milik daerah: 

a. tidak membayar pcmbagian kelebihan keuntungan dari KSPI atas barang milik 
dacrah yang ditenrukan pada saat perjaajian dimulai (clawback); arau 

b. tidak memenuhi kewajiban selain dari sebagaimana dirnaksud pada huruf a 
sebagaimana terruang dalam perjanjian. 

(2) Pengakbiran KSPI sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dapat dilakukan oleb 
Bupati berdasarkan basil pertimbangan Pengelola Barang dan/atau Pengguna 
Barang secara tertulis. 

c. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan pcrundang-undangan. 

Pasal 239 
KSPI atas barang milik daerah berakhir dalam hat: 
a berakhirnya jangka waktu KSPI atas barang milik daerah; 
b. pengakhiran perjanjian KSPI atas barang milik daerah secarn sepihak oleh BupaLi; 

a tau 
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(2) Bagiaa pcmeriotah daerah atas pembagian kelebihan keuntungan (c/awback) yang 
terjadi pada tahun terakhir dalam jangka waktu pcrjanjian KSPI disetorkan oleh 
mitra KSPT ke rekening Kas Umum Daerah paling lambat 10 (sepuluh) ban sebetum 
berakrumyajangka waktu perjanjian. 

(3) Bagian pemerintah daerah atas pembagian kelebihan keuntungan (clawback) 

sebagaimana dirnaksud pada ayat (I) disetorkan olch mitra KSPI sepanjang 
terdapat, kelebihan keuntungan (c/awback) yang diperoleh dari yang dnenurkan 
pada saat perjanjian KSPJ dimulai. 



(1) PJPK rnelaporkan kepada Bupati: 
a. berakhimya KSP! sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239; 

Pasal 245 

Pasal 244 

Dalam hal masih terdapat basil audit yang bclum selesai ditindaklanjuli oleh mitra 
KSP! setelah dilakukan serah terima sebagaimana dimaksud dalarn PasaJ 243, Mitra 

KSPI tetap berkewajiban menindaklanjutinya sampai dcngan selcsai. 

Pasal 243 
(I) Mitra KSPI menyernhkan barang milik daerah yang rnenjadi objek KSP! pada saat 

berakhirnya KSP! kepada PJPK daJam keadaan baik clan layak digunakan secara 

optimal sesuai fungsi dan peruntukannya. 
(2) Dalam ha! terdapat infrnstruktur hasil KSPI atas barang miJik daerah. mitra KSPI 

wajib menyerahkannya bersamaan dengan penyerahan objek KSPI sebllgaimana 
dimaksud pada ayat (1 ). 

(3) Penyerahan sebagaimana dimnksud pada ayat (I) dan ayal (2) dituangkan dalan, 

Berita Acara Serah 1'erima . 

Pasal 242 
(I) Mitra KSPI harus melaporkan akan mengakhiri KSPI paling lambat 2 (dua) tahun 

sebelum jangka waktu KSPI berakhir kepada PJPK. 
(2) Berdasarkan Japoran sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilakukan audil oleh 

auditor indepcndcn/aparat pengawasan intern pemcrintah atas pelaksanaan KSPI 
atas barang milik daerah berdasarkan perrnintaan PJPK. 

(3) Auditor indcpcndcn/ aparat pengawasan in Lem pemerintah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) menyampaikan hasil audit kepada PJPK penyediaan in!rastruktur 
atas barang milik dacrah. 

(4) PJPK mcnyampaikan basil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada mitra 

KSPI. 
(5) Mjtra KSPI menindaklanjuti hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan 

melaporkannya kepadn PJPK. 
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(5) Surat teguran sebagaimana dirnaksud pada ayai ( 1), ayat (2) dan ayai (3) serts 
surat pengakruran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditembuskan kepada 

PJPK. 
(6) Mitra KSPI harus mcnyerahkan objek KSPI kepada Bupati dengan ternbusan PJPK 

berdasarkan surat pengakhiran KSPI atas barang milik daerah sebagairnana 

dimaksud pada ayat (4) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari 
set.clah mencrima surat pengakhiran perjanjian KSPI. 



Pasal 249 

(I) Dalam hal barang mink daerah yang menjadi objek KSPI tidal< dipelihara dengan 
baik sesuai ketentuan pada perjanjian, mitra KSPI mempcrbaiki sampai pada 
kondisi sesuai dengan yang diperjanjikan. 

(2) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) harus sudah selesai dilaksanakan 
paling lambat pada saat berakhimya masa KSPl ates barang milik daerah, 

Pasal 250 
(1) Dalam hal barang milik daerah yang menjadi objek KSPJ hilang selama 

pelaksanaan masa KSPI akibat kesalahan a tau kelalaian mitra KSPI, mitra wajib 
mengganti objek dan basil KSPI dengan barang yang sarna atau barang yang 

sejenis dan setara. 

Pacagcaf 10 
Sanksi Dan Ocnda 

Pasal 248 
(1) Dalam hal mitra KSPI terlambat melakukan pembayaran atau melakukan 

pembayaran namun tidak sesuai dengan ketcntuan atas pembagian keuntungan 
., KSPI sebageimana dimaksud dalam Pasal 238, mitre KSPI atas barang mllik daerah 

wajib membayac denda sebagaimaaa diatur dalam naskah perjanjian. 

(2) Pcmbayaran denda sebagaimana dimaksud pada ayet (I) dilakukan melalui 
penyctoran ke Rekening Kas Umum Daerah. 

Pasal 247 
(1) Mitra KSPI melaporkan sccara tertulis hasil penyetoran pendapatan daerab atas 

KSPJ kcpada Bupati sesuai perjanjian dengan dilampiri bukti penyetoran 

pendapatan daerah. 
(2) Bukti peayetoran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

merupakan dokumen sumbec pelaksanaan penatausahaan KSPI. 

Paragraf9 

Penatausahaan 
Pasal 246 

(I) Pengelola Barang melakukan penatausahaan atas pelaksanaan KSPI atas barnng 
milik daerah yang berada pada Pengeloln Barang. 

(2) Pengguna Barang mclakukan penatausahaan atas pelaksanaan KSPI atas barang 
milik daerah yang berada pada Pengguna Barang. 
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c. hasil audit yang belum diselesaikan sebagaimana climaksud dalam Pasal 244. 

(2) PJPK menyerahkan kepada Bupati: 

a. objek KSPI sebagaim.ana dimaksud dalam Pasal 243 ayat (I); dan 

b. hasil KSPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 ayat (2). 



Pasal 255 
Dalam hal denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254 ayat {2) tidak dilunasi mitra 
KSPI, maka penyelesruannya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang 
undangan. 

Pasal 254 

(11 Dalam bal perbaikan, penggantian, dan/atau penyerahan barang milik daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 252 belum dilakukan terhitung I (satu) bulan 
scjak diterbitkannya surat teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253, mitra 
dikenakan sanksi adminlstratif berupa surat peringatan, 

(21 Dalam hat perbaikan, penggantian, dan/atau penyerahan barang milik daerah 
belum dilakukan terhitung I (bulan) sejak diterbitkannya surat peringatan 
sebagaimana dima.ksud pada ayat (1), mitra dikenakan sanksl administratif berupa 
denda sebagaimana diatur dalam naskah perjanjian. 

Pasal 253 
Mitra dikenakan sankat administrauf berupa surat ieguran dalam bal. 

a. belum melakukan pcrbaikan dan/atau penggantian sebagairnana dimaksud dalam 
Pasal 25 I dan Pasal 252 pada saat berakhlmya KSPI; a tau 

b. belum mcnyerahkan barang milik daerah yang menjadi objek KSPI dan/atau hasil 
pemanfaatan pada saat berakhimya KSPI. 

Pasal 252 

Pembayaran biaya sebagaimana dimaksud dolam Pasal 251 ayat (1) dilakukan dengan 
cara rnenyetorkan ke Rekening Kas Uroum Daerah paling lama 1 (satu) bulan terhitung 
sejak adanya penetapan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 25 I ayat (2). 

Pasal 251 
(11 Dalam hal perbaikan dan/atau penggantian barang rnilik daerah sebegairnana 

dimaksud dalam Pasal 249 dan Pasal 250 tidak dapat dilakukan, mitra KSPI 

membayar biaya perbaikan dan/ atau penggantian tersebut secara runai. 
(2) Penentuan besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (I) ditetapkan oleh 

PJPK. 
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mengganli objek dan hasil KSPI dengan barang yang sama atau barang yang 
aejenis dan setara, 

(2) Penggantian barang milik daerah sebagalmana dimaksud pada ayat (I) harus 

sudah selesai dilaksanakan paling tambal pada saat berakhirnya KSPI. 
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BABVl 

KETENTUANPENUTUP 

Pasal 259 

BABY 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 258 
Perja.njian pernanfaatan barang milik daerah yang telah ada sebelum Peraturan 
Bupati ini berlaku, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut. 

Pasal 257 

Bupati melakukan pcnclitian admioistrasi terhadap baraog milik daerah yang berada 
pada Pengguna Barang deogan dilampiri sura.t pemya.taan dari Pengguna Barang 
bahwa barang roilik daerah yang menjadi objek KSPI tidak sedang digunakan atau 
tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pengguna Barang. 

Paragraf 11 
Tata Cw-a Pelaksanaan KSPI Atas Barang Milik Da.erah 

Pada Pengguna Barang 

Pasal 256 

Tata Cara pelaksanaan KSPI pada pengelola dari Pasal 223 sampai dengan Pasal 255 

berlaku mutatis mutandis terhadap tata cara pelaksanaan KSPI pada Pengguna 
Barang. 
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